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Buku ini di gagas atas dorongan dan motivasi Kepala Pusat
Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gununug Djati
Bandung. Seiring berjalannya periode Penelitian tahun
2018, masih banyak rekan-rekan peneliti yang masih
berhadapan dengan kesulitan teknis adminitsasi pelaporan
penelitian. Informasi-informasi dalam buku ini, bemula
dari celotehan di group WA Forum Riset Inovasi, Pengelola
Jurnal UIN, Persiapan Uplod Laporan Penelitian, dan WA
ACRP Dosen Peneliti Kopertais Wilayah II Jabar Banten.
Dalam buku ini, penulis mencoba memandukan teori
dengan pengalaman mengelola penelitian Kesiapan PTKIS
Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat
Keterangan Pendamping Ijazah”. Penyajiannya, diawali
dari Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good
Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen
Kinerja Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik,
Manajemen Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis Kinerja,
Manajmen Evaluasi Program Kegiatan Penelitian, Laporan
Petangungjawaban Penelitian, diakhiri dengan Model
Laporan Pertangungjawaban Pennnelitian.
Tak jauh berbeda dengan tujuan Laporan Pertanggung-
jawaban pada umumnya, maka kami berharap jika
penyajian materi buku ini, jauh dari harapan dan
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Akuntabilitas Kinerja Penelitian i
Kata Pengantar
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung
kuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian
merupakan suatu keniscayaan. Mendesak dari segi
keharusan regulasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat.
Tuntutan akuntabilitas berkembang pesat sejak masa
reformasi. Tidak hanya akuntabilitas keuangan yang
menjadi tuntutan publik tapi juga akuntabilitas kinerja.
Oleh sebab itulah pemerintah kemudian mengeluarkan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1999 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), mengharuskan itu. Mendesak
dari segi tuntutan mansyarakat, agar output penelitian
penelitian Perguruan tinggi terstrandarisasi dan layak
berkompetisi ditingkat regional, nasional dan global.
Permasalahan yang terjadi di UIN Sunan Gunung
Djati Bandung pada tahun 2017, Kinerja Peneliti belum
mengalami kategori peningkatan, berdasarkan penilaian
akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan. Hal tersebut menunjukkan masih ada
kekurangan dalam implementasi SISLITAPDIMAS.
Penulis buku “Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan
Penelitian” disajikan secara monograf bertujuan untuk
mengidentifikasi penetapan indikator kinerja, mendeteksi
faktor-faktor penyebab permasalahan dan strategi yang
digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Performance Blueprint digunakan untuk menganalisis
ketepatan indikator kinerja yang digunakan. Faktor-faktor
yang memyebabkan permasalahan dalam akuntabilitas
kinerja ialah perubahan peraturan perundangan, sosialisasi
kebijakan yang belum tepat sasaran, kuantitas dan kualitas
SDM, dan data kinerja yang belum akurat. Lebih spesifik
pada tingkat individu disebabkan belum adanya
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konsistensi antara sistem perencanaan dengan sistem
penganggaran dan perbedaan persepsi di antara evaluator.
Strategi yang dilakukan yaitu mengadakan pendampingan,
mengadakan koordinasi dan membangun sistem informasi
yang terintegrasi.
Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung,
mengapresiasi atas terbitnya buku “Akuntabilitas Kinerja
Dan Pelaporan Penelitian. Merupakan Perspektif baru,
sekaligus menggeser paradigma akuntabiitas dari teori klasik
yang berfokus pada sistem administrasi dengan penekanan pada
struktur formal dan institusi pemerintahan yang memisahkan
antara administrasi dan politik, dan neo-klasik yang berfokus
pada penggunaan praktek manajemen yang berbasis bisnis (new
public management). Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja
Dan Pelaporan Penelitian, dalam perspektif good governance
tidak hanya menekankan pada efiensiensi penggunaan
sumberdaya tetapi lebih jauh bagaimana sumberdaya yang
digunakan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
Bandung, 27 Agustus 2018
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Pengantar Penulis
egala puji kami panjatkan kepada Allah swt. yang telah
memberikan nikmat-Nya yang tidak terbatas. Salawat dan
salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah
membawa umat dari alam kegelapan ke alam yang terang
berderang dengan cahaya iman dan Islam. Berkat rahmat dan
taufik dari Allah swt., pulalah, penyusunan buku “Akuntabilitas
Kinerja Pelaporan pelaoran Penelitian”.
Buku monograf ini di gagas atas dorongan dan motivasi
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gununug
Djati Bandung. Seiring berjalannya periode Penelitian tahun
2018, masih banyak rekan-rekan peneliti yang masih berhadapan
dengan kesulitan teknis adminitsasi pelaporan penelitian.
Informasi-informasi dalam buku ini, bemula dari celotehan di
group WA Forum Riset Inovasi, Pengelola Jurnal UIN, Persiapan
Uplod Laporan Penelitian, dan WA ACRP Dosen Peneliti
Kopertais Wilayah II Jabar Banten.
Atas dasar itu, kami mencoba untuk memenhuhi amanah
dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk memberikan yang
terbaik walau di tengah perjalanan penelitian kami pun, masih
mengalami hambatan. Tetapi kami tetap berusaha untuk
memberikan yang terbaik walaupun kami sadari masih ada
planning kerja yang tidak terealisasikan. Karena sesungguhnya
kita hanya pantas untuk merencanakan namun Allah
berkehendak lain, andaipun adanya sebuah keberhasilan
dari program yang terlaksana itu tidak terlepas dari bantuan-
Nya dan berkat usaha teman-teman yang berusaha menjalankan
tugas ini.
Dalam buku ini, kami mencoba memandukan teori dengan
pengalaman mengelola penelitian Kesiapan PTKIS Dalam
Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan
Pendamping Ijazah”. Penyajiannya, diawali dari Pendahuluan,
memuat: Tuntutan Akuntabilitasdalam Perspektif Good
Governance, Akuntabilitas Kinerja Publik, Manajemen Kinerja
S
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Sektor Publik, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Manajemen
Perencanaan Kegiatan Penelitian, Manajemen Pelaksanaan
Kegiatan Penelitian Berbasis Kinerja, Manajmen Evaluasi
Program Kegiatan Penelitian, Laporan Petangungjawaban
Penelitian, diakhiri dengan Model Laporan Pertangungjawaban
Pennnelitian.
Tak jauh berbeda dengan tujuan Laporan Pertanggung-
jawaban pada umumnya, maka kami berharap jika penyajian
materi buku ini, jauh dari harapan dan kenyataan, namun materi
ini, dapat dijadikan sebuah rujukan maupun pelajaran yang bagi
penyelenggaraan kepengurusan Penelitian berikutnya dan
menjadi sebuah momentum untuk menjadikan periode
kepengurusan ke depan akan lebih baik dan lebih professional.
Tiada embun yang lebih bening selain kebeningan hati, tulusnya
jiwa membuka pintu maaf.
Sekali lagi tidak ada keberhasilan yang sempurna selain
keberhasilan rencana-rencanaAllah SWT, namun hendaknya
suatu keberhasilan tidaklah dilihat dari faktor hasil yang
tercapai maupun kegagalan yang terjadi, tetapi lebih indah jika
dilihat dari faktor proses tercapainya tujuan tersebut ataupun
usaha-usaha maksimal yang telah dilaksanakan. Karena dari
proses itulah banyak hikmah yang dapat dipelajari dan menjadi
acuan pada kegiatan berikutnya.
Kami tim peneliti Penelitian Terapan dan Pengembangan
Perguruan Tinggi tahun 2018 “Kesiapan PTKIS Dalam
Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan
Pendamping Ijazah” memohon maaf atas kekurangan dan
kekhilafan dalam melaksanakan amanah ini. Terakhir, kami
serahkan seluruh daya dan upaya kami kepada Zat Yang Maha
Mengatur segalanya, Allah swt.
Bandung, 17 Agustus 2018
Tim Peneliti,
Dr. H. A. Rusdiana, MM
Drs. Nasihudin, M.Pd.
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DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCEAkuntabilas Kinerja Penelitian 1
erbagai makna akuntabilitas muncul seiring dengan
perkembangan orientasi penyelenggaraan kepemerin
tahan. Dalam perspektif good governance penyelenggaraan
kepemrintahan tidak hanya berupaya mencapai tujuan-tujuan
ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan antara
tanggungjawab negara dengan masyarakat (warga Negara).
Dalam konteks hubungan antara negara dengan warga negara,
warga negara harus ditempatkan tidak hanya sebagai konsumen
dari produk kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara
negara, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak
terhadap pemerintahnya, berhak menilai segala tindakan
pemerintahnya. Selain itu, warga negara harus dihormati
keinginannya agar pemerintahnya dalam melaksanakan
aktivitasnya lebih efisien menggunakan sumberdaya, hak-
haknya dilindungi, suaranya lebih didengar, nilai-nilai dan
pilihannya juga dihormati.
Berangkat dari dasar berpikir tersebut menyebabkan
terjadi perubahan orientasi mekanisme akuntabilitas yang
selama ini lebih banyak dikenal dengan akuntabilitas politik.
Pergeseran tersebut dintandai dengan munculnya berbagai jenis
mekanisme akuntabilitas professional, hukum/legal, organisasi/
birokrasi, sosial/masyarakat. Dengan demikian akuntabilitas
harus dimaknai sebagai bentuk responsif, responsibel,
transparan, dapat dikontrol, dan liability.
B
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Perspektif baru ini sekaligus menggeser paradigma
akuntabiitas dari teori klasik yang berfokus pada sistem
administrasi dengan penekanan pada struktur formal dan
institusi pemerintahan yang memisahkan antara administrasi
dan politik, dan neo-klasik yang berfokus pada penggunaan
praktek manajemen kepemerintahan yang berbasis bisnis (new
public management). Dengan demikian akuntabilitas dalam
perspektif good governance tidak hanya menekankan pada
efiensiensi penggunaan sumberdaya tetapi lebih jauh bagaimana
sumberdaya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan
(akuntabel).
A. Filosofi Makna dan Pentingnya Akuntabilitas
Akuntabilitas (accountability) dalam konteks administrasi
publik senantiasa menarik untuk dikaji, sebab pusat daripada
praktek administrasi pemerintahan justru terletak pada isu-isu
sekitar akuntabilitas (Frederickson, 1997: 172). Di negara-
negara Eropa misalnya, akuntabilitas telah lama menjadi
perhatian terutama dalam kaitan dengan pembuatan kebijakan.
Akuntabilitas merupakan konsep yang terus menerus
mengalami perkembangan dan terus menerus digunakan karena
memberikan citra transparansi dan kepercayaan bagi yang
menjalankannya.
Pertimbangan agar institusi publik dapat memper-
tanggungjawabkan setiap keputusan maupun sumberdaya yang
digunakan semakin hari semakin tinggi intensitasnya. Hal ini
tentu saja tidak berdiri sendiri, tetapi disebabkan oleh berbagai
faktor antara lain;
1. Tekanan fiskal (fiscal pressures)
Adanya kewajiban pertanggungjawaban, karena tekanan
fiskal (fiscal pressures), yaitu meningkatnya belanja pemerintah di
satu sisi dan semakin tingginya angka pengangguran dan
kemiskinan di sisi yang lain sehingga mendorong berbagai pihak
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mempertanyakan efektivitas birokrasi pemerintah. Tudingan
tersebut muncul karena di satu sisi mesin pemerintah dianggap
terlalu gemuk dan terlalu mahal, sementara di sisi yang lain
mengabaikan kondisi-kondisi sosial yang terkait dengan
persoalan pengangguran dan tingginya biaya ekonomi.
Pengelolaan pemerintahan pada dasarnya tidak hanya
berupaya mencapai tujuan ekonomi dan efisiensi, tetapi juga
dalam konteks hubungan antara tanggungjawab negara dengan
masyarakat. Masyarakat ingin diperlakukan tidak hanya sebagai
konsumen tetapi sebagai citizens (warga), yang memiliki hak
terhadap pemerintahnya, serta berhak menilai segala tindakan
pemerintah. Masyarakat menginginkan pemerintah lebih efisien,
dan idealnya lebih hemat. Masyarakat juga menginginkan hak-
haknya dilindungi, suaranya lebih didengar, nilai-nilai dan
pilihan mereka juga dihormati.
2. Tuntutan Kualitas
Faktor kedua adalah kualitas. Warga masyarakat pada
dasarnya bukanlah orang yang sekedar pengkonsumsi, tetapi
dia juga adalah pemilik modal dari negara ini. Karena itu, warga
masyarakat secara aktif mendefinisikan terus menerus dirinya
sebagai konsumen daripada hanya sekedar pengkonsumsi dari
jasa dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.
3. Tuntutan Perubahan
Gelombang reformasi telah melahirkan tekanan–tekanan
baru terutama dalam kaitan dengan perubahan. Perubahan tidak
hanya dalam hal perubahan fundamental dalam memberikan
pelayanan, tetapi juga menawarkan peluang kepada pembuat
kebijakan untuk mencari satu solusi terhadap tekanan
pertentangan antara perbaikan layanan dan pengurangan peran
negara. Para pembuat kebijakan terkadang melihat perubahan
sebagai alat untuk menambah dan memperkuat kekuasan
ditingkat pusat, padahal jarak mereka dengan permasalahan
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ada pada level bawah (desentralisasi), bahkan mereka kadang
beranggapan bahwa perubahan merupakan peluang untuk
mendapatkan keuntungan politik dan pribadi.
B. Memposisikan Akuntabilitas Pada Sektor Publik
Di dalam administrasi publik modern, akuntabilitas adalah
raja, dan hasil yang dapat diukur adalah satu keharusan
(Hodge, Graeme, 1993: 4). Persoalannya adalah bagaimana
menentukan dengan tepat konsep mengenai akuntabilitas.
Pemahaman yang tepat memungkinkan kita menentukan aspek-
aspek apa saja yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai
akuntabilitas dari pemangku jabatan. Oleh karena itu, persoalan
pertama yang terkait dengan dengan hal tersebut yaitu
persoalan konseptual. Persoalan konseptual bermakna bahwa
apa sebenarnya yang dimaksud dengan akuntabilitas?
Akuntabilitas seringkali digunakan dalam pengertian yang
agak luas, misalnya seringkali disamakan dengan konsep
evaluasi, namun hakekatnya akuntabilitas merupakan konsep
yang dapat dipersaingkan dengan responsivitas, tanggung-
jawab, dan efektivitas. Pertanyaan kedua terkait dengan
persoalan analitis, yaitu apa saja yang mencakup tipe-tipe
akuntabilitas?
Berdasarkan definisi yang sempit, akuntabilitas
merupakan serangkaian dimensi yang dapat digunakan untuk
menggambarkan berbagai macam hubungan pertanggung
jawaban dan susunannya dapat ditemukan di dalam domain
yang berbeda dari kepemerintahan. Pertanyaan ketiga terkait
dengan pertanyaan evaluatif, yaitu mengenai bagaimanakah
seharusnya kita menilai hubungan antara akuntabilitas dengan
rezim ?
Kata akuntabilitas awalnya berasal dari bahasa Anglo-
Norman, dan bukan dari Anglo-Saxon. Secara historis dan
semantik kata akuntabilitas sangat terkait dengan kata akuntansi
(accounting) dimana secara harfian berarti pembukuan. Di dalam
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diskursus politik, akuntabilitas dan akuntabel tidak lagi
membawa citra pembukuan yang kaku dan administrasi
keuangan, tetapi membawa janji keadilan dan kepantasan.
Akuntabilitas tidak mengacu kepada raja untuk menilai, tetapi
sebaliknya yaitu kewenangan yang dimiliki raja
dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya.
Pada akhir abad dua puluh, bentuk akuntabilitas bergerak
dari pemahaman akuntansi keuangan ke akuntabilitas publik
dan berjalan paralel dengan kemunculan pendekatan new public
management oleh pemerintahan Margaret Thatcer dan
Reinventing Government yang digagas oleh pemerintahan Clinton
dan Gore di Amerika Serikat. Kedua bentuk reformasi tersebut
memperkenalkan gaya manajemen dan instrumen swasta ke
dalam sektor publik.
Dalam idiologi new public management, akuntabilitas publik
merupakan instrumen dan sekaligus sebagai sasaran. Instrumen
berfungsi meningkatkan efektivitas dan efisiensi
kepemerintahan, dan secara gradual menjadi sasaran di dalam
dirinya sendiri. Sebagai sebuah konsep akuntabilitas agak sukar
dipahami, ia telah menjadi kata yang dipersoalkan seperti
learning, resonsibility, solidarity dimana tidak ada yang dapat
menjadi objek. Ini adalah satu kata politik yang dapat digunakan
untuk menambah argumen yang bertele-tele, untuk
memasukkan satu citra kebenaran, kesetiaan, dan keadilan.
Di dalam ilmu politik dewasa ini dan wacana para
cendekiawan, akuntabilitas seringkali menjadi payung
konseptual yang mencakup berbagai macam konsep yang
berbeda. Digunakan sebagai sinonim untuk berbagai kebutuhan
definisi politik seperti transparansi, keadilan, demokrasi,
efisiensi, responsivitas, tanggungjawab, dan integritas (Mulgan,
Richard. 2000:3). Terminologi ini telah muncul sebagai
terminologi umum untuk berbagai macam mekanisme yang
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membuat institusi lebih responsif terhadap publiknya. (Behn,
R.D. 2001:6).
Para cendekiawan di Amerika dan didalam wacana
politik, akuntabilitas seringkali digunakan secara bergantian
dengan kata good governance atau prilaku berbudi. Akuntabilitas
dalam pengertian yang luas ini bukanlah konsep yang
bertentangan, atau sebuah konsep tanpa batas tertentu. Bagi
O’Connel, akuntabilitas terlihat apabila layanan yang diberikan
publik berkualitas tinggi, biaya yang dikeluarkan minim, dan
terlaksana dengan baik (O’Connle, Lenahan. 2005: 85).
Koppel dalam bukunya Patahologies of Accountability
menjelaskan dimensi-dimensi akuntabilitas. Koppel
menyebutkan tidak lebih dari lima dimensi akuntabilitas yaitu
trasparency, liability, controllability, responsibility, dan responsivenss,
dimana masing-masing dimensi tersebut memberi gambaran
dan konsep yang memayungi dirinya sendiri (Koppel,
Jonathan GS. 2005:94). Sedangkan menurut Bovens pengertian
akuntabilitas dapat dibagi ke dalam pengertian luas dan sempit.
Akuntabilitas dalam pengertian luas akuntabilitas lebih
bernuansa konsep evaluatif, bukan konsep analitik. Akuntabiitas
juga terkait erat dengan aspek responsiveness dan sense of
responsibility, keinginan untuk berprilaku atau bertindak secara
transparan, adil, dan dengan cara-cara yang wajar. Menurut
Bovens akuntabilitas ini dinamakan dengan tanggungjawab aktif
(active responsibility) atau tanggungjawab sebagai kebajikan,
karena memberikan standar untuk lebih proaktif
mempertanggungjawabkan prilaku aktor (Bovens, Mark.
1998:433). Namun menurut Gallie akuntabilitas dalam
pengertian ini pada hakekatnya masih merupakan konsep yang
masih dipertentangkan (Bovens, Mark. 2006:9).
Definisi yang paling ringkas mengenai akuntabilitas
adalah kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan
tindakan. Definisi ini memberikan pengertian secara tidak
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langsung terhadap hubungan antara aktor (yang dinilai),
penilai, dan forum, pejabat penilai atau yang dinilai. Penjelasan
dan pembenaran tidak dibuat dalam satu ruang hampa, tetapi
berhadap-hadapan atau berlawanan secara signifikan dengan
pihak yang lain. Hal ini biasanya mencakup tidak hanya sekedar
memberikan informasi tentang kinerja dari pihak yang dinilai,
tetapi juga kemungkinan untuk dilakukan perdebatan,
pengajuan pertanyaan oleh forum dan jawaban oleh aktor, dan
akhirnya penilaian aktor oleh forum. Penilaian juga memberikan
pengertian secara tidak langsung tentang pengenaan sanksi
informal dan formal bagi aktor atas kinerja yang tidak tercapai
di satu sisi, dan pemberian penghargaan bila kinerjanya baik di
sisi yang lain. Inilah yang kita sebut dengan akuntabilitas yang
sempit (narrow accountability). Oleh Bovens disebut dengan
istilah tanggungjawab pasif (passive responsibility) atau
tanggungjawab sebagai akuntabilitas (responsibility-as-
accountability), karena aktor berkewajiban untuk dinilai oleh
forum, ex post facto, bagi tingkah lakunya.
Paling kurang menurut Bovens terdapat tujuah elemen
yang disebut dengan akuntabiltas sempit yaitu ada aktor yang
menyediakan informasi mengenai tindakannya kepada forum;
harus ada unsur menjelaskan dan menilai tindakan aktor-dan
bukan propaganda, atau menyediakan informasi atau instruksi
kepada publik. Penjelasan harus diarahkan pada forum tertentu
dan tidak diberikan secara acak. Aktor mesti merasa
berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban. Harus
ada kemungkinan untuk diperdebatkan dan dinilai akuntabilitas
yang disampaikan oleh aktor kepada forum, ada satu pilihan
penggunaan sanksi (informal) atau penghargaan, dan bukan
satu monolog tanpa keterlibatan. Terakhir, memenuhi syarat-
syarat sebagai akuntabilitas publik, penilaian yang telah
diberikan harus dapat diakses oleh publik, bukan hanya semata-
mata dari kalangan internal saja, dan informasi yang diperoleh
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publik tidak boleh berlainan. (Bovens, Mark. 2006:9).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas
publik terjadi manakala: ada hubungan antara aktor dengan
forum; dimana aktor diwajibkan menjelaskan dan dinilai
tindakannya, forum dapat mengajukan pertanyaan, memberikan
penilaian, dan aktor dapat menghadapi konsekuensi.
C. Orientasi Pelaksanaan Akuntabilitas
Dalam dua dekade terakhir kita telah menjadi saksi dari
pendewaan pemikiran Neo-liberalisme. Prinsip-prinsip Neo-
Liberalisme bahkan telah diterjemahkan keseluruh spektrum
reformasi dan merasuk ke dalam sektor publik. Reformasi
ekonomi yang terjadi telah berfokus pada liberalisasi pasar
sebagai akibat dari distorsi yang dihasilkan oleh intervensi
pemerintah sebelumnya: reformasi sektor publik pun akhirnya
mengikuti logika yang sama, ketidakjelasan perbedaan antara
publik dan swasta (privat), dan upaya mengurangi ukuran dan
aktivitas negara, sambil memperkenalkan disiplin atau prinsip-
prinsip sektor swasta ke dalam sektor publik.
Penerapan ini berlangsung dari satu konsepsi ekonomi
politik tertentu kepada suatu ide bahwa sektor publik terdiri
dari seperangkat institusi yang khusus dan sempit serta dengan
identitas yang unik. Menilai pemerintah atau sektor publik
dapat dilakukan dengan cara menganalisis negara dalam
konteks hubungan yang lebih luas antara masyarakat dengan
ekonomi; mengikuti logika ini kemudian prinsip-prinsip neo-
liberalisme selanjutnya diterapkan kepada area kebijakan sosial
dan juga kebijakan ekonomi.
Perkembangan hubungan yang nampak nyata tersebut
ditandai dengan munculnya ide mengenai “good governance”
yang mendasarkan diri pada konsepsi politik, terutama
ditujukan pada pelaksanaan reformasi yang lebih tepat. Ketika
akar sosialisme runtuh di Uni Sovyet dan di beberapa negara
Eropa Timur, ide ini kemudian mendapatkan bentuk dan
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substansinya dimana berasal dari kebijakan baru mengenai
kondisi politik yang diterapkan, baik oleh negara donor yang
sifatnya bilateral maupun multilateral terkait dengan
pembangunan dan transisi ekonomi. Strategi awal
pembangunan ekonomi pada saat itu terkait dengan reformasi
struktural. Pendekatan baru ini mendua karena tidak konsisten
baik di dalam konsepsi maupun dalam praktek. Lebih nyata dari
kontroversi tersebut yaitu munculnya intervensi ekonomi oleh
donor. Hal ini memunculkan pertanyaan termasuk juga
kecurigaan akan adanya tekanan politik baru jika diterapkan.
Studi administrasi publik terutama bila dikaitkan dengan
apa yang seharusnya pemerintah lakukan ternyata lebih
kompleks bila dibandingkan dengan abad dua puluh
sebelumnya, karena ia merefleksikan perluasan secara
substansial dari tanggungjawab sosial dan ekonomi
pemerintahan modern. Karena itu, bentuk tradisional
pemerintahan pada awalnya berasal dari teori klasik birokrasi
yang diperkenalkan oleh ahli sosiologi Jerman yang dipelopori
oleh Max Weber. Birokrasi klasik lebih berfokus pada sistem
administrasi, dan secara esensial terdiri dari analisis struktur
formal dan institusi pemerintahan, dimana secara konseptual
melakukan pemisahan antara administrasi dan politik.
Kerangka analisis tersebut selanjutnya diperluas dan
dikritisi lebih jauh oleh dua perspektif lainnya yaitu perspektif
kebijakan publik dan administrasi/manajemen pubik. Perspektif
kebijakan publik lebih berkonsentrasi pada proses kebijakan
daripada institusi formal. Perspektif ini memiliki perhatian
utama pada: konteks politik dimana administrasi publik
berlangsung; organisasi dan jaringan pribadi yang mencakup
formulasi dan penyampaian kebijakan; kesuksesan, kegagalan
dan keinginan mengenai kebijakan aktual, terkait dalam
mekanisme implementasi sampai kepada hasilnya; konsep
utama dari negara, esensinya untuk memahami hubungan
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antara administrasi dan sistem politik, dan antara politik,
ekonomi dan masyarakat (Minogue,dkk.207:3).
Perspektif manajemen publik pada dasarnya terbentuk
dari prinsip-prinsip ekonomi neo-klasik, telah diarahkan pada
pertanyaan penting mengenai ukuran, peran dan struktur sektor
publik, termasuk pada negara-negara yang sedang membangun.
Hasil penilaian menunjukkan bahwa dibeberapa negara sektor
publik justru telah gagal menjadi mesin pembangunan nasional.
Di beberapa negara bahkan menjadi penghambat bagi
pembangunan. Birokrasi publik dianggap tidak mampu
mengelola dengan efektif sarana yang terkait dengan
kepentingan publik seperti suplai listrik atau telekomunikasi.
Pegawai dipandang sangat tidak fleksibel dan terlalu berdasar
pada aturan untuk merespon kebutuhan perubahan, sehingga
kebijakan industri yang dicanangkan justru menghalangi
perusahaan berkembang daripada membantu mempromosikan
perusahaan. Sebaliknya sektor swasta justru dipandang lebih
memiliki kapasitas manajerial, lebih fleksibel karena didorong
oleh tingkat persaingan untuk lebih efisien dan efektif dalam
menyediakan berbagai aktivitas yang sebelumnya diasumsikan
menjadi bagian sektor publik.
Pemerintahan di berbagai negara, baik yang sudah maju
maupun yang masih berkembang selanjutnya melakukan review
terhadap peran pegawai, kewenangan pemerintah daerah, dan
perusahaan publik. Banyak fungsi-fungsi sebelumnya dijalankan
oleh organisasi sektor publik diprivatisasi agar lebih
menguntungkan. Kewenangan pemerintah daerah kemudian
diperkuat terutama dalam kegiatan-kegiatan seperti tender
(procurement), namun dengan catatan harus mampu bersaing
dengan pemasok dari swasta. Perubahan dramatik ini didorong
oleh konsensus ideologi global, dan di banyak negara perubahan
ini justru menjadi satu masalah namun sekaligus juga
menantang. Isu-isu mengenai nilai-nilai institusional,
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kepercayaan, norma-norma serta sikap individual, mengarah
kepada satu fokus yakni pada kultur organisasi, dan bagaimana
hal ini dapat dirubah oleh pembuat kebijakan dan pimpinan
tertinggi (UNDP, 1995:415). Keseluruhan label manajemen
publik dianggap sebagai cara yang akurat menangkap
keseluruhan hubungan publik dan sektor swasta. Gelombang
reformasi ini yang pada awalnya berasal dari negara-negara
ekonomi maju seperti Inggris, selanjutnya meluas tidak hanya
kepada ke negara-negara transisi ekonomi namun juga ke
negara-negara yang sedang membangun.
Meskipun orientasi privatisasi dari reformasi di dalam
pemerintahan diakui penting, namun peran penting pemerintah
di negara-negara yang sudah maju atau negara yang terlebih
dahulu menerapkannya ternyata masih tetap ada dalam kaitan
dengan upaya mengelola responsivitas dengan efektif terutama
kebutuhan sosial dan ekonomi dari masyarakatnya, atau dengan
kata lain terkait dengan manajemen pembangunan (World Bank,
1997: 211). Pemerintah di negara maju nampaknya telah mampu
mengurangi terpusatnya kebijakan ekonomi, namun pusat
masih akan terus bertanggungjawab dalam mendesain dan
menerapkan kebijakan publik secara efektif, terutama dalam
hubungannya dengan transformasi ekonomi, mengurangi
kemiskinan, peningkatkan kinerja pertanian, penyediaan
lapangan kerja, pasokan layanan sosial yang lebih baik dan
perlindungan terhadap lingkungan (UNDP 1995:307).
Manajemen dan administrasi pembangunan tidak dapat
mengelak dari munculnya isu-isu seperti desain, implementasi
dan evaluasi kebijakan. Pengembangan kebijakan merupakan
tanggungjawab utama pemerintah di negara-negara
berkembang, yang mencakup isu-isu ekonomi (pertumbuhan
ekonomi, perdagangan, belanja dan kebijakan fiskal, hubungan
antara desa dan perkotaan). Manajer publik merupakan ‘agen
pembangunan’, karena itu manajer publik harus diberdayakan
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dan dilengkapi kemampuan untuk melakukan perannya.
Efektifitas manajemen pembangunan juga secara tidak langsung
menyatakan efektivitas pembangunan manajemen. Isu ini
dipandang memiliki hubungan erat baik pada negara-negara
yang berada dalam transisi ekonomi maupun pada negara-
negara yang perekonomiannya telah maju. Reformasi sektor
publik dikenal sebagai komponen penting dari program
reformasi, baik pada negara yang mengalami transisi ekonomi
maupun yang telah maju.
Reformasi sektor publik dibanyak negara telah mampu
mencapai tujuan ekonomi dan efisiensi. Namun harus disadari
bahwa pemerintahan modern tidak hanya sekedar efisiensi,
tetapi juga terkait dengan hubungan akuntabilitas antara negara
dengan masyarakatnya; masyarakat yang yang diperlakukan
tidak hanya semata-mata sebagai konsumen atau kustomer
(seperti di dalam pendekatan manajemen publik baru) tetapi
sebagai warga negara (citizen), yang memiliki hak terhadap
pemerintahnya, menilai tindakan yang telah diambil termasuk
berbagai kegagalan pemerintahnya. Warga negara berkeinginan
agar pelayanan yang diperoleh lebih efisien, dan idealnya
dengan pajak yang rendah, dan secara simultan hak-hak mereka
dapat dilindungi, suara mereka didengar, nilai-nilai dan pilihan-
pilihannya dihargai.
Pada level penyediaan layanan, perubahan manajerial
dapat mengurangi akuntabilitas: pada level sistem
pemerintahan, institusi akutabilitas dapat menjadi lemah atau
tidak hidup. Isu-isu akuntabilitas, pengawasan, responsivitas,
transparansi dan partisipasi, paling tidak sangat penting sebagai
isu ekonomi dan efisiensi. Dengan demikian bagi warga negara,
pertanyaan tentang hukum hanya dapat dijamin oleh negara –
dan dilegitimasi oleh negara.
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D. Akuntabilitas dan Good Governance
Istilah “governance” pada dasarnya dimaksudkan untuk
menggambarkan perhatian yang lebih luas, namun istilah
tersebut ternyata tidak tepat dan tidak disepakati, dan ini
terlihat ketika kita menilai serangkaian definisi yang dipakai
oleh beberapa badan publik yang berbeda. Kelahiran kata good
governance dalam definisi politik pertama kali digunakan oleh
Department for International Development (tadinya pembangunan
administrasi di luar Inggris) di bawah label “good government”.
Hal ini disusun atas empat komponen utama. Pertama, legitimasi
yang menyatakan secara tidak langsung bahwa sistem
pemerintahan mesti berlangsung dengan pesetujuan
pemerintah, karenanya pemerintah mempunyai alat untuk
memberikan atau tidak memberikan persetujuan; kedua,
legitimasi dipandang di dalam dokumen kebijakan di Inggris
dijamin oleh kaum pluralis, dan demokrasi multi partai.
Akuntabilitas mencakup keberadaan mekanisme dimana ada
kepastian bahwa pejabat publik dan pemimpin politik
bertanggungjawab bagi tindakannya, bertanggungjawab
terhadap penggunaan sumberdaya publik, dan melakukan
transparansi pemerintah serta kebebasan media. Memiliki
kompetensi membuat dan menjalankan kebijakan publik yang
tepat termasuk kemampuan menyampaikan layanan kepada
publik secara efisien.
Definisi lain diberikan oleh United Nation Development
Programme (UNDP, 1995:55) yaitu dengan membedakan label
dari kata ‘governance’. Sedangkan prinsip-prinsip governance
tetap sama, dan hanya ada dua variasi makna yang signifikan.
Pertama, UNDP kurang menekankan pada asumsi superioritas
pluralis, multi partai, sistem yang berorientasi pada pemilihan,
pengakuan bahwa bentuk kewenangan politik dapat
menggabungkan efisiensi dan akuntabilitas di dalam cara yang
berbeda. Kedua, mengakui bahwa ada satu masalah mengenai
A. Rusdiana &Nasihudin14
nilai-nilai budaya, dan bahwa sistem governance dapat beragam
dalam merespon perbedaan susunan nilai-nilai yang
ditempatkan pada ekonomi, politik, dan hubungan sosial,
memberikan perbedaan bobot ide-ide seperti partisipasi,
individualitas, perintah dan kewenangan.
Contoh terakhir yang digunakan oleh Bank Dunia, dimana
melompat dari label netral ‘governance” menjadi “good
governance”. Menurut dokumen Bank Dunia good governance
pada awalnya lebih menekankan pada ketebukaan dan
pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, kebijakan
profesional dan manajemen kapabilitas, dan penggunaan
dengan efektif sumberdaya untuk mencapai perbaikan tingkat
pembangunan sosial dan ekonomi. Namun kondisi tersebut
masih memerlukan partisipasi masyarakat yang kuat,
pelaksanaan yang jelas di dalam aturan hukum, sehingga
akhirnya Bank Dunia tidak dapat menolak loncatan ke arah
wilayah teritori politis (dan kontroversial); dan hampir separuh
pinjaman pemerintah antara tahun 1991-1993 merupakan
proyek dengan konotasi politik yang tidak dapat dielakkan
(World Bank,1994: 307).
Jika membandingkan definisi tersebut, maka kita bisa
melihat bahwa good governance bertujuan untuk mencapai tidak
hanya sekedar manajemen efisiensi dari sumber daya ekonomi
dan finansial, atau layanan publik tertentu, tetapi juga
merupakan strategi reformasi yang luas untuk memperkuat
lembaga masyarakat sipil, dan membuat pemerintah lebih
terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. Karena itu,
manajemen publik adalah komponen stratejik yang lebih luas
dari good governance dan kita bisa melihat bahwa pertimbangan
efisiensi manajemen publik senantiasa dikombinasikan dengan
pertimbangan akuntabilitas pemerintah (Stokke, O. 1995: 209).
Pertanyaan terakhir yang muncul jika kita mulai
mengidentifikasi model efisiensi global (new public management),
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dapatkah juga kita mengidentifikasi model global akuntabilitas
tersebut? jika kita menghubungkan dan mengintegrasikan dua
model ini (efisiensi dan akuntabilitas) maka kita kemudian pada
akhirnya akan bersentuhan dengan satu model global
kepemerintahan dengan penerapan yang bersifat universal.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perhatian yang
semakin tinggi tentang akuntabilitas mencapai momentumnya
ketika paradigma administrasi publik memasuki era yang
disebut dengan good governance. Karena itu, good governance
pada saat ini merupakan salah satu terminologi yang sangat
populer dan merupakan konsep yang banyak diacu dalam studi
administrasi publik. Good governance dianggap sebagai obat
mujarab untuk menyembuhkan penyelenggaraan pemerintahan
yang sangat terpusat pada kekuasaan pemerintah semata. Agere
menggambarkan good governance sebagai sebuah paradigma baru
dalam administrasi publik (Sam Agere, 2000:1). Mahathir
Mohamad mendefinisikan good governance sebagai berikut:
“....good governance as the exercise of political, economic and
administrative authority to manage a nation’s affairs. This include
the complex array of mechanisms, processes, relationships and
institutions through which citizens manage affairs involving public
life.” (Sam Agere, 2000:2).
Definisi Mahathir Muhamad di atas memperlihatkan
bahwa good governance merupakan pelaksanaan dari otoritas
politik, ekonomi dan administratif dalam kaitannya dengan
pengelolaan negara. Termasuk di dalamnya mekanisme, proses,
hubungan dan institusi yang bersifat kompleks dimana
masyarakat juga ikut mengelolanya sejauh menyangkut
kepentingan umum. Sedangkan pilar utama dalam good
governance adalah akuntabilitas, transparansi, pemberantasan
korupsi, partisipasi, dan kepastian hukum (Sam Agere, 2000:2).
Pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean
government juga merupakan bagian penting dari good governance.
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Itu berarti pemerintah harus bebas dari pelaksanaan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Sam Agere, 2000:61). Sejalan
dengan keterlibatan yang semakin luas dan mendalam dari
pemerintah ke berbagai proses pembuatan kebijakan pelayanan
publik dan implementasinya, maka semakin bertambah pula
kegiatan dan ukuran birokrasi pemerintahan. Selain itu,
birokrasi pemerintahan masih dibebani dengan pelaksanakan
tugas-tugas pemerintahan tradisional, yaitu mempertahankan
hukum dan ketertiban masyarakat, serta membangun berbagai
infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Pada masa kini
pemerintah terpanggil pula untuk menangani masalah-masalah
yang lebih luas seperti sektor pendidikan, kesehatan dan
kesejahteraan sosial. Keadaan ini memposisikan birokrasi
sebagai pemain sentral dalam melayani berbagai kebutuhan
publik, mulai dari perumus dan pembuat kebijakan, sebagai
agen perubahan sosial, agen pembangunan, sebagai manajer
untuk menghadapi krisis, pekerja sosial, perantara berbagai
kelompok kepentingan (interest brokers), pejabat humas (public
relations expert), pengatur tata niaga berbagai komoditas
ekonomi, sampai menjadi juru bicara berbagai kelompok
kepentingan (OPD.Jabbra, 1989:1).
Akibat lebih lanjut dari situasi ini semakin
terkonsentrasinya kekuasaan di tangan para pelaksana kebijakan
publik. Jika kondisi ini tidak dikontrol dan dicermati dengan
baik, berbagai kemungkinan tindak penyimpangan dan
penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaksana kebijakan publik
tidak dapat dihindari, seperti melakukan korupsi, tindakan tidak
etis, sampai penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas publik
untuk kepentingan pribadi dan golongan. Perilaku
penyimpangan tersebut terbuka lebar karena kesempatan dan
peluang untuk melakukan tindakan itu relatif cukup lebar bagi
pemegang mandat pelayanan publik.
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Dengan demikian, kebijakan publik yang telah dihasilkan
pemerintah harus dapat dinilai akuntabilitasnya termasuk dalam
hal kualitas pelayanan publik yang telah mereka hasilkan.
Dalam kondisi ini terlihat betapa pentingnya akuntabilitas yang
mengedepankan aspek-aspek good governance. Atas dasar itulah,
maka penting ditekankan bahwa mekanisme akuntabilitas
penyelenggara negara tidak hanya bertumpu pada akuntabilitas
politik saja seperti yang banyak dipaktekkan selama ini, dimana
bila pemerintah memberikan laporan pertanggungjawaban di
parlemen dianggap telah menjalankan akuntabilitasnya. Yang
perlu dikembangkan lebih jauh sejalan nafas prinsip good
governance yaitu mekanisme akuntabilitas profesional/birokrat,
legal, organisasi/birokrasi, masyarakat/social.
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BAB II
KONSEP AKUNTABILITAS UBLIK
epublik Indonesia saat ini sedang memasuki masa
pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi
hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu
usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah
dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada
pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu
pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal
dengan istilah good governance. Upaya ini juga didukung oleh
banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga
eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh
lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Menurut Arie
Soelendro (2000:13), unsur-unsur pokok upaya perwujudan good
governance ini adalah transparency, fairness, responsibility dan
accountability. Sedangkan Hadori Yunus (2000:1) berpendapat
bahwa unsur-unsur good governance adalah tuntutan
keterbukaan (transparency), peningkatan efisiensi di segala
bidang (efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility)
dan kewajaran (fairness). Hal ini muncul sebenarnya sebagai
akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai
bidang serta kemajuan profesionalisme.
Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama
pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan
R
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pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat.
Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi
ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol
sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah.
Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar
wilayah Indonesia, baik di propinsi, kota maupun kabupaten,
bahkan di Perguruan Tinggi, para dosen saat ini mulai sibuk
membahas laporan pertanggungjawaban kepada atasannya
masing-masing dengan lebih seksama. Kerap terjadi
pernyataan ketidakpuasan atas hasil kinerja kepemimpinan
dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun
penggunaan anggaran belanja. Melihat pengalaman di negara-
negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan
masyarakat tentang akuntabilitas kinerja tidak dapat dipenuhi
hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu
lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi
dengan ekonomis, efisien dan efektif.
A. Konsep Dasar Akuntabillitas
1. Pengertian akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kemempuan memberi jawaban
kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/
sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu
organisasi. (Syahrudin Rasul, 2002: 8). Menurut UNDP,
akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan
kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan
serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat
lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan
dating (Tim Penyusun Sistem AKIP, 2002; 12).
Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang
lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi.
Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik
untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal
(masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal
(otoritas yang lebih tinggi) (Turner and Hulme; 1997:17).
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Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang
atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan
tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal
maupun secara horizontal.
2. Aspek-Aspek Akuntabilitas
Menurut Malik Imron, (2005:24), ada 5 aspek yang harus
difahami, berkaitan dengan akuntabilitas, diantaranya:
a. Akuntabitas adalah sebuah hubungan
Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah/ sebagaimana
yang diterangkan oleh Auditor General Of British Columbia “yaitu
merupakan sebuah kontrak antara dua pihak “
b. Akuntabilitas Berorientasi Hasil
Pada stuktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini
akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun autput
melainkan kepada outcome.
c. Akuntabilitas memerlukan pelaporan
Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas
Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata
kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan
mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung
jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang
bersama konsekuensi.
d. Akuntabilitas meningkatkan kinerja
Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan
kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan
hukuman.
3. Alat-alat Akuntabilitas
Karena akuntabilitas memerlukan pelaporan, fokus dari
alatalat akuntabilitas adalah pada pelaporan kinerja, baik
perhatian maupun hasilnya. Malik Imron, (2005:25), Alat-alat
Akuntabilitas mencakup:
a. Rencana Stratejik
Rencana stratejik adalah suatu proses yang membantu
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organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus
diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang
harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut
adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu
organisasi. Manfaat dari Rencana Stratejik antara lain membantu
kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu
organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan
perencanaan operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi
hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.
b. Rencana Kinerja
Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk
mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan
strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan
sumber daya yang dianggarkan.
c. Kesepakatan Kinerja
Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara
dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan
sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan
itu membangun akuntabilitas.
d. Laporan Akuntabilitas
Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk
program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan
yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan
kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama
organisasi.
e. Penilaian Sendiri
Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor
kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan
kinerja, ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta
mengendalikan dan meningkatkan proses itu.
f. Penilaian Kinerja
Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan
memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual
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selama periode review tertentu dengan kinerja yang
direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal
yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang
diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.
g. Kendali Manajemen
Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para
manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan
waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan
biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan
menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai
peraturan yang berlaku.
4. Tingkatan Akuntabilitas
Ada aepuluh tingkatan akuntabilitas menurut majalah
Akuntansi (Malik Imron, 2005:19), diantaranya:
a. Akuntabilitas Personal
b. Akuntabilitas berkaitan dengan diri sendiri.
c. Akuntabilitas Individu
d. Akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan.
e. Akuntabilitas Tim
f. Akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok atau tim.
g. Akuntabilitas Organisasi
h. Akuntabilitas Internal dan Eksternal didalam organisasi.
i. Akuntabilitas Stakeholders
j. Akuntabilitas yang terpisah antara stakeholders dan
organisasi.
B. Akuntabillitas Publik
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi
sektor public terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Elwood
(Syahrudin Rasul, 2002: 11), mengelompokan dimensi
akuntabilitas ada lima, yaitu:
1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang
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disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran
terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi
dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya
supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin
adanya praktik organisasi yang sehat.
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran
penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait
dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum.
2. Akuntabilitas manajerial
Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai
akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah
pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi
secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-
program organisasi hendaknya merupakan program yang
bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi
dan tujuan organisasi. Lembaga publikharus mempertanggung
jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan
program.
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan
apakah tujua yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak.
Alternatif program yang memberikan hasil yang maksimal
dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan
Lembaga-lembaga public hendaknya dapat memper-
tanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat
kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut,
mengapa kebijakan itu dilakukan. Akuntabilitas kebijakan
terkait dengan pertanggung-jawaban pemerintah atas kebijakan
yang telah diambil.
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5. Akuntabilitas financial
Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban
lembagalembaga publik untuk menggunakan dana publik
(public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada
pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas
financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama
masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga
publikuntuk membuat laporan keuangan untuk menggambar
kan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.
C. Akuntabillitas dan Tranfarasi
1. Akuntabilitas dan transparansi
Akuntabilitas dan transparansi merupakan atribut yang
terpisah. Akan tetapi, kedua istilah tersebut tidak independen,
sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi
(Shende dan Bennett, 2004).
Sementara itu, Mohamad dkk. (2004) menyatakan bahwa
esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi
dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi).
Akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap
permasalahan information asymmetry. Teori asimetri informasi
beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi
antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung
terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat
yang berada di luar manajemen. Scott (1997) menjelaskan bahwa
kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan
untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan
merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).
Fungsi, transparansi adalah memberikan informasi
keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
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peraturan perundang- undangan (KK, SAP,2005).
Adapun, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP,2005).
Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif
suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggung
jawaban (LAN, 2003
2. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban
mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan
terhadap peraturan perundangan-undangan.
Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup
penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi
pemerintah (LAN, 2003). Transparansi dibangun atas dasar
kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat.
Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan
publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang
membutuhkan (Mardiasmo, 2002).
Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan
tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh
masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka
menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak Negara
mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai top secret,
secret, confidential dan restricted, dan official secrets acts
membuat unauthorized disclosure terhadap suatu criminal
offence. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara
maju maupun negara berkembang, adalah kerahasian (Shende
dan Bennet, 2004).
Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan
dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan.
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Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat
(misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari
pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas
pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip
Akuntansi Berterima Umum atau Generally Accepted Accounting
Principles/ GAAP).
Setiap entitas pada hakikatnya harus mempertanggung
jawabkan seluruh proses kegiatan kepada stakeholder termasuk
masyarakat umum agar dapat menunjukkan bentuk
transaparansi serta akuntabilitas yang baik. Tujuan penyajian
laporan keuangan sektor publik menurut Governmental
Accounting Standard Board (GASB, 1999), adalah sebagai
berikut:
a. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk
menjadi akuntabel secara publik;
b. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna
laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan,
keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk
memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka
menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi
penting.
3. Kriteria Akuntabilitas Laporan Keuangan
Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut.
b. Pertanggungjawaban dana publik
c. Penyajian tepat waktu
d. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.
Penyelengaraan pemerintahan yang transparan akan
memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Adanya pertanggungjawaban terbuka;
b. Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan;
c. Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil
audit dan ketersediaan informasi kinerja.
Jika dilihat dari definisi dan kriteria di atas, tidak ada
ktiteria yang jelas mengenai seperti apa bentuk laporan
keuangan itu sehingga sebuah laporan keuangan dapat disebut
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sebagai laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Definisi dan criteria di atas hanya mencakup akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan, bukan laporan
keuangan.
Dalam ranah keuangan public, UU no 17 tahun 2003
menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam
keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah
satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan public.
Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus
memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Namun,
hingga saat ini belum ada criteria normative mengenai
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Bahkan dalam
PSAP pun belum disebutkan criteria laporan keuangan yang
akuntabel dan transparan.
Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan criteria laporan
yang relevan dan andal. Dalam PSAK no 1, laporan keuangan
disebut relevan jika berguna bagi pengguna informasi untuk
mengambil keputusan. Sedangkan laporan keuangan disebut
andal jika dapat mememenuhi syarat sebagai berikut.
a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasildan posisi
keuangan perusahaan.
b. Menggambarkan substansi ekonomi dari sesuatu kejadian
atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya.
c. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan.
d. Mencerminka kehati-hatian.
e. Mencakup semua hal yang material
Jadi, jelas jika sebuah laporan keuangan memenuhi syarat
tersebut, maka laporan keuangan dapat dikatakan relevan dan
andal.
Menurut Mulyadi (2007) menguraikan pengertian kinerja
keuangan ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional
suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran,
standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya
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Analisis laporan keuangan berarti melakukan kegiatan
menganalisis atau menalaah hubungan antara satu atau lebih
pos-pos dalam neraca, Angka-angka yang tertera dalam laporan
keuangan itu menggambarkan kinerja perusahaan dan
kemampuan manajemennya dalam mengelola usaha tersebut.
Dari angka tersebut juga dapat dijadikan dasar untuk
memproyeksikan apa yang akan terjadi.
D. Kebijakan Akuntabilatas Pelaporan Keuangan di
Indonesia
Di Indonesia diatur mengenai ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan. Peraturan mengenai ketepatan
waktu tersebut diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam). Peraturan tersebut diatur dalam UU No.8 tahun 1995
dan Peraturan Bapepam No. X.K.2 keputusan ketua Bapepam
No.80/PM/1996 tentang kewajiban penyampaian laporan
keuangan berkala setiap perusahaan publik wajib
menyampaikan laporan keuangantahunan yang sudah diaudit
selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggalberakhirnya tahun
buku.
Pada tanggal 30 September 2003 Bapepam mengeluarkan
PeraturanBapepam No X.K.2, Lampiran keputusan ketua
Bapepam No. Ke.36/PM/2003tentang kewajiban penyampaian
laporan keuangan berkala untuk memperbaharui keputusan
ketua Bapepam No.80/PM/1996. Pada keputusan ketua Bapepam
dijelaskan bahwa laporan keuangan harus disertai dengan
laporan akuntan dengan pendapat lazim dan disampaikan
kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga
atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
Apabila perusahaan tidak menyampaikan laporan
keuangannya secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi
administratif. Dari peraturan tersebut diketahui bahwa
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tersebut
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sangat penting. Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan
keuangannya secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi
administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan pasal 63
huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal yang
menyatakan bahwa: ”Emiten yang pernyataan pendaftarannya
telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000
(satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian
laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling
banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang
membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi
pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:
a. Dapat Dipahami; Informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan dapat dipahami peserta dan bentuk serta istilahnya
disesuaikan dengan batas para pengguna;
b. Relevan; Laporan keuangan dianggap jika informasi yang
disajikan didalamnya dapat mempengaruhi keputusan
pengguna;
c. Keandalan; Informasi dalam laporan keuangan bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material;
d. Dapat diperbandingkan; Informasi yang disajikan akan lebih
berguna bila dapat diperbandingkan dengan laporan
keuangan pada periode ((Suwardjono, 2005.:122).
2. Tujuan Pelaporan Keuangan
Menurut SFAC No. 1 tentang Objective of Financial
Reporting by Business Enterprises (Yadiati, 2007: 44), tujuan
pelaporan keuangan adalah:
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a. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor,
dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses
pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit,
dan keputusan lain yang sejenis.
b. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor,
dan pengguna lainnya yang membantu dalam menilai
jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas
dari deviden atau bunga dan pendapatan dari penjualan,
penebusan atau jatuh tempo, sekuritas atau pinjaman.
Menaksirkan aliran kas masuk (future cash flow) pada
perusahaan.
c. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim
atas sumber daya tersebut dan perubahannya.
Rumusan tujuan pelaporan keuangan tersebut, berkaitan
dengan aspek-aspek sebagai berikut:
a. Informasi yang berguna untuk keputusan kredit dan
investasi.
b. Informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas.
c. Informasi tentang alokasi sumber daya ekonomi, klaim dan
perubahannya.
Tujuan laporan keuangan menurut Trueblood
(Suwardjono, 2005: 116), dikhtisarikan sebagai berikut:
a. Tujuan dasar laporan keuangan adalah menyediakan
informasi untuk membuat dasar keputusan ekonomi.
b. Pemakaian informasi memiliki keterbatasan wewenang
informasi. Oleh karena itu, bagaimana laporan tersebut harus
dapat menyajikan informasi kepada berbagai jenis pengguna
yang memiliki segala keterbatasan.
c. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh investor dan
kreditor dalam menaksirkan earning power dan aliran kas
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perusahaan. Perbandingan dan evaluasi aliran kas, baik
jumlah dan ketidakpastian yang meliputinya.
d. Earning power adalah bukan semata-mata kemampuannya
dalam menghasilakan laba bersih semata (akuntansi) tetapi
meliputi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas.
Tujuan laporan keuangan harus menyajikan informasi
yang factual, akrual, objektif, dan informative yang cukup untuk
melakukan penafsiran tentang transaksi-transaksi bisnis yang
berguna untuk memprediksi, membandingkan earning power
tersebut. Perlu diketahui bahwa informasi yang diperlukan
untuk menafsirkan tentang transaksi-transaksi bisnis yang
berguna untuk memprediksi, membandingkan earning power
tersebut. Perlu diketahui bahwa informasi yang dioerlukan
untuk penafsiran dan prediksi tersebut kadang kala bersifat
subjektif. Oleh karena itu, asumsi-asumsi yang digunakan
mendasari evaluasi dan prediksi tersebut kadang kala bersifat
subjektif, maka harus diungkapkan.
Dari tujuan pelaporan dalam teori akuntansi yang telah
diuraikan diatas, diakui bahwa kenyataannya masih ada
kelemahan yang dirasakan dari konseptual framework tersebut.
Kelemahan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan erosi
kredibilitas pelaporan keuangan seperti berikut ini:
a. Beberapa metode akuntansi diterapkan untuk fakta yang
sama
b. Metode akuntansi kadang diterapkan untuk melakukan
pratik income smooting secara artificial.
c. Laporan keuangan gagal memberikan tanda terhadap
masalah keuangan perusahaan dimasa mendatang.
d. Off balance sheet financing dianggap pratik lazim.
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Sementara itu, bagi organisasi nirlaba (nonbisnis) tujuan
pelaporan keuangan akan berbeda dengan pelaporan keuangan
untuk perusahaan bisnis. Perbedaan tujuan tersebut dikarenakan
karakteristik organisasi yang bebeda. Berikut adalah
karakteristik dari organisasi nonbisnis antara lain:
a. Tidak terdapatnya indicator kinerja seperti pada perusahaan
bisnis.
b. Tujuannya tidak mencari keuntungan
c. Jumlah sumber daya yang diterima dari penyedia sumber
daya, maka penyedia sumber daya tersebut tidak berharap
menerima pembayaran atau manfaat ekonomi dari sumber
daya yang diberikannya.
d. Hak kepemilikan tidak dapat dijual, ditransfer atau ditebus,
atau tidak terdapat hak untuk memperoleh bagian distribusi
sumber daya residual ketika organisasi tersebut dilikuidasi.
Contoh organisasi nirlaba adalah yayasan social, lembaga
swadaya masyarakat (LSM), non-government organization
(NGO), universitas, unit pemerintahan pusat dan daerah, dan
organisasi keagamaan. Jadi siapa pengguna informasi dari
organisasi nonbisnis ini?
Berikut ini merupakan pengguna informasi dari organisasi
nirlaba, diantaranya:
e. Penyandang dana dan pemberi kontribusi
f. Anggota dari organisasi tersebut yang memperoleh manfaat
dari jasa yang diberikan oleh organisasi tersebut.
g. Badan pengawas yang mengatur dan bertanggung jawab
dalam menyusun kebijakan dari organisasi tersebut.
h. Manajer yang mengelola organisasi tersebut. (Yadiati,
2007:53)
Statement of Financial Accounting Concepts (SPAC)
mengemukakan bahwa tujuan pelaporan keuangan organisasi
nonbisnis sebagai berikut:
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a. Memberikan informasi yang berguna kepada pengguna
dalam mengambil keputusan rasional tentang alokasi sumber
daya dalam organisasi.
b. Memberikan informasi yang berguna bagi penyedia sumber
daya dalam menilai jasa yang dalam organisasi nonbisnis dan
kemampuanya untuk meneruskan penyediaan jasa tersebut.
c. Memberikan informasi yang berguna untuk menilai
pekerjaan manajemen dan kinerja manajer organisasi
nonbisnis dalam melaksanakan tugasnya, seperti
akuntabilitasnya.
d. Memberikan iformasi tentang sumber daya ekonomi,
kewajiban, penggunaan sumber daya (aktivitas organisasi),
atau sumber daya bersih dari organisasi non bisnis tersebut.
(Suwardjono, 2005.:133).
1. Kriteria Pelaporan Keuangan
Dalam paragraf berikutnya SFAC mengemukakan bahwa
pelaporan harus menyajikan tentang kinerja dan earnings dari
satu kesatuan usaha tersebut, yaitu:
a. Pelaporan harus menyediakan informasi tentang kinerja
keuangan perusahaan (financial performance) selama satu
periode tertentu.
b. Pelaporan kinerja keuangan tersebut berguna untuk
mengukur earning power dengan seluruh komponennya,
karena para pengguna sangat berkepentingan atas prospek
penerimaan kas bersih dari perusahaan.
c. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi, bagaimana
manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan kepada
para stakeholders-nya atas pengelolaan sumber daya
ekonomi yang telah dipercayakan kepada manajemen.
BAB III
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ndang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
nomor 20 Tahun 2003 pasal 47 ayat 2 menyatakan bahwa
sumber anggaran pendidikan berasal dari anggaran internal dan
eksternal. Anggaran internal bersumber dari masyarakat dalam
bentuk dana pendidikan dari orang tua peserta didik yang
diserahkan kepada sekolah, sedangkan anggaran eksternal
bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, pasal 49 UU Sisdiknas menyatakan bahwa
pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan
minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan
di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Dana
penyelenggaraan pendidikan tidak cukup hanya dari
APBN. Pihak sekolah juga harus menggalang dana dari orang
tua murid. Kesemua anggaran tersebut dikelola dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
Besarnya perhatian pemerintah dan masyarakat
tersebut, menuntut institusi pendidikan (Sekolah-
Pendidikan Tinggi), untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja.
Sistem akuntansi digunakan sebagai alat untuk menjamin
akuntabilitas dan transparansi dalam penyeleng garaan
kegiatan pendidikan. Akuntansi merupakan proses pencatatan,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-
transaksi keuangan entitas sebagai suatu kesatuan dari unit-
unitnya serta penafsiran atas hasil-hasil dari aktivitas (sistem dan
mekanisme penganggaran) yang dilakukan.
U
A. Rusdiana &Nasihudin36
A. Konsep dasar Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai
banyak arti. Menurut Abdul Halim (2002) kinerja dapat
berarti suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan di
mana tujuan organisasi ingin dicapai. Definisi lain dari kinerja
menurut Sri Ningsih (2002) kinerja mungkin berfokus pada input,
misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan
politik atau birokratis. Kinerja mungkin juga berfokus pada
aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan
kemudian menjadi outcome, misalnya: kesesuaian program
atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang
berlaku atau standar proses yang ditetapkan.
Kinerja mungkin juga berfokus pada jumlah output
suatu program atau kegiatan, misalnya jumlah produk atau
jasa yang telah diberikan atau disediakan bagi kolega, klien
dan publik atau masyarakat. Kinerja juga mungkin berfokus
pada efisiensi atau produktivitas yang menghubungkan output
dengan input. Sedangkan menurut Indra Bastian (2001), kinerja
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang tertuang
dalam perumusan skema strategis (strategic planning)
suatu organisasi.
Maksudnya setiap kegiatan organisasi harus diukur dan
dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di
masa yang akan datang dalam visi dan misi organisasi. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja adalah
suatu konstruk yang bersifat multidimensional yang
pengukurannya bervariasi tergantung kompleksitas faktor-faktor
yang membentuk kinerja.
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Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus
diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkatan
organisasi kecil maupun besar. Hasil kerja yang dicapai oleh
organisasi atau karyawan adalah bentuk pertanggung
jawaban kepada organisasi dan publik. Kinerja dalam
menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan
selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan
tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi
oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu.
Menurut Moeheriono (2012:133), pengaruh kinerja individu
dan kelompok terhadap kinerja organisasi disajikan pada
gambar 3.1 berikut:
Gambar 2.1
Pengaruh kinerja individu dan kelompok terhadap kinerja
organisasi
Sumbe : Moeheriono (2012)
2. Indikator Kinerja
Indikator kinerja menurut Mahmudi (2002) didefinisikan
sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Definisi diatas juga dikemukakan oleh LAN
(2003:13) dalam mendefinisikan indikator kinerja, dan
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ditambahkan dengan memperhitungkan indikator masukan
(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat
(benefits), dan dampak (impacts).
Penetapan indikator kinerja yang baik sangatlah penting,
karena indikator kinerja dapat dijadikan suatu dasar dalam
mengukur suatu kinerja. Dengan adanya indikator kinerja kita
dapat mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah
dilakukan secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, penetapan
indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan
yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran
yang ditetapkan serta data pendukung yang harus
diorganisasikan.
3. Penilaian dan Pengukuran Kinerja
Penilaian kinerja menurut Simanjuntak (2005) adalah
penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu
organisasi, bagian operasional dan karyawannya berdasarkan
sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan menurut Mahmudi (2002) pengukuran kinerja
didefinisikan sebagai pengukuran hasil dan efisiensi jasa atau
program berdasarkan basis reguler (tetap, teratur). Untuk
melakukan pengukuran kinerja, diperlukan informasi
akuntansi terutama menentukan indikator kinerja
(performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja.
Manajemen akan mengalami kesulitan untuk melakukan
pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang
memadai. Dalam pengukuran kinerja, informasi yang digunakan
dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:
a. Informasi Finansial
Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan
pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan
dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara
kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians
secara garis besar berfokus pada:
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1) Varians pendapatan (revenue variance)
2) Varians pengeluaran (expenditure variance)
3) Varians belanja rutin (recurrent expenditure variance)
4) Varians belanja investasi/modal (capital expenditure variance)
b. Informasi Non-Finansial
Penilaian kinerja menurut Simanjuntak (2005)
memberikan dua alasan penting, yaitu:
1) Untuk memperbaiki pelayanan publik (improved public
service)
2) Untuk memperbaiki akuntabilitas (improved accountability)
B. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No:
239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran
dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.
1. Pengertian Instansi Pemerintah
Definisi instansi pemerintah menurut Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003
adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari:
Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara,
Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan
Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian
Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar
Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan
Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan
lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara,
termasuk Lembaga Pendidikan.
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2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara
periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian
disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut
Laporan Akuntabikitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
3. Syarat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat
terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan
sebagai berikut :
a. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas
umum penyelenggaraan negara
b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh stasf instansi yang
bersangkutan
c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan
d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan
manfaat yang diperoleh
e. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat
f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. (LAN, 2003:5).
C. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya
dilakukan berulang untuk melaksanakan suatu serangkaian
aktivitas. Sejumlah karakteristik sistem yakni lebih kurang
membentuk ritme tertentu, terkoordinasi, dan mengulang
serangkaian tahap tertentu (Anthony dan Govindarajan, 2002).
Pembangunan serangkaian sistem dalam organisasi bertujuan
untuk menegakkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik
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dalam rangka mencapai tujuan.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi
pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertang
gungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (LAN, 2003:3).
1. Kebijakan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan
bahwa tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk
terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas
semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan
kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah.
Dikatakan juga dalam Inpres tersebut bahwa sasaran Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:
a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga
dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif
terhadapa aspirasi masyarakat dan lingkungannya
b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan nasional
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
2. Strategi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
a. Perencanaan Strategis
Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1
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(satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, sehingga
Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan
program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang
diinginkan dan dapat dicapai (Instruksi Presiden No : 7 Tahun
1999). Dengan perencanaan strategis berarti organisasi telah
mempunyai komitmen dan menyiapkan diri melakukan
perubahan (LAN, 2003:14).
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan
strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan
kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan
akuntabilitas kinerjanya.
1) Visi
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan
masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
instansi pemerintah, visi berkaitan dengan pandangan ke depan
menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan
diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap
eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (LAN, 2003:7).
Menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003
rumusan visi hendaknya:
(a) Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi
(b) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
(c) Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai
gagasan strategik yang terdapat dalam sebuah organisasi
(d) Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga
segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan
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membentuk masa depan organisasinya
(e) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam
lingkungan organisasi
(f) Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan
organisasi
Dan dengan adanya rumusan visi yang jelas, diharapkan
mampu:
(a) Menarik komitmen dan menggerakkan orang
(b) Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi
(c) Menciptakan standar keunggulan
(d) Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa
depan
Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur
organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang
pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan
segala sumber daya instansi.
2) Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi
yang telah ditetapkan (LAN, 2003:7). Misi suatu instansi harus
jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi karena misi
merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran
yang akan dicapai, misi juga membawa organisasi kepada
suatu fokus, menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang
dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.
Menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/ 2003,
Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan
masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders),
dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai
dengan tuntutan perkembangan lingkungan stratejik. Rumusan
misi hendaknya:
(a) Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi
(b) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan
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dicapai
(c) Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang
akan dilayani oleh instansi pemerintah
(d) Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders
3) Tujuan
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahunan (LAN, 2003:8). Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan
pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan misi. Tujuan juga tidak harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus
dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
datang.
Kriteria penyusunan tujuan stratejik menurut Modul Diklat
Teknis LAKIP yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri
Tahun 2006 adalah sebagai berikut:
(a) Harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah, dan
memperjelas visi yang telah ditetapkan;
(b) Merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan
yang teridentifikasi dalam kajian lingkungan
internal/eksternal serta dikembangkan untuk menjawab
isu-isu stratejik;
(c) Tidak akan mengalami perubahan yang bermakna,
kecuali apabila terjadi sesuatu perubahan yang sangat
mendasar atau apabila hasil yang diinginkan dalam
mengatasi isu stratejik tertentu tidak tercapai;
(d) Mencangkup jangka waktu yang relatifpanjang, lebih
dari dua tahun;
(e) Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan pada saat
kini dengan tingkat pelayanan yang ingin dicapai;
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(f) Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh
organisasi;
(g) Menunjukkan kejelasan arah organisasi dan program-
programnya Harus menantang, akan tetapi realistis dan
dapat dicapai
4) Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada
tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan
rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing (LAN,
2003:8).
b. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-
program (LAN, 2003:8).
1) Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pegembangan
ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,
tujuan, serta visi dan misi intansi pemerintah (LAN, 2003:8).
2) Program
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam
rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai
sasaran tertentu (LAN, 2003:9).
3) Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program
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yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Di dalam rencana kierja ditetapkan rencana
capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang
ada pada tingkat sasaran dan kegiatan (LAN, 2003:12).
(a) Sasaran
-Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kegiatan yang telah ditetapkan (LAN, 2003:13). Penetapan
indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan
yang realistis degan memperhatikan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi.
Indikator kinerja hendaknya:
- Spesifik dan jelas
- Dapat diukur secara obyektif
- Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
- Tidak bias
-Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (LAN, 2003:18).
Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu
penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok
indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah
memerlukan informasi akuntansi terutama menentukan
indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian
kinerja. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk melakukan
pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang
memadai. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja
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ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen
renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan
diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan
rencana tingkat capaiannya (targetnya) (LAN, 2003:12).
(b) Program
Program-program yang ditetapkan merupakan
program-program yang berada dalam lingkup kebijakan
tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi diuraikan pada
dokumen rencana strategik. Selanjutnya diidentifikasi dan
ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada
tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan (LAN, 2003:13).
(c) Kegiatan
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu
tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai
dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran
dan tujuan tertentu (LAN. 2003:13).
c. Kerangka Pengukuran Kinerja
Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan
yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data
kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator
kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja sebagaimana
yang diuraikan dalam perencanaan kinerja. Pengukuran
kinerja ini dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan
data kinerja. Data kinerja lazimnya dipeoleh melalui dua sumber
yaitu:
- Data internal, berasal dari sistem informasi yang
diterapkan pada instansi
- Data ekternal, berasal dari luar instansi baik data primer
maupun data sekunder
Pengumpulam data kinerja diarahkan untuk
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mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu,
dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan
dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah
tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan
manfaat, efisiensi dan efektivitas (LAN, 2003:1 8).
Pengukuran kinerja mencakup: (LAN, 2003:19)
- Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian
target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing
keompok indikator kinerja kegiatan
- Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang
merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat
capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang
telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam
dokumen Rencana Kinerja
1) Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui
pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai
dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari
guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang
akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis
efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan
input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini
menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi
dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan
oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula
pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang
menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan
hasil, manfaat atau dampak (LAN, 2003:25).
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan
pembandinganpembandingan antara:
- Kinerja nyata dengan kinerja direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang
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unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor
swasta
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau
dengan standar internasional
2) Analisis Akuntabilitas Kinerja
Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan
pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi
sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam
analisis ini
perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran
dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan,
program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut
dilaukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh
secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan
pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan
efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses
pelaksanaannya (LAN, 2003:26).
3. Pelaporan Kinerja
a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk
menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja
secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja
kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian
kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang
dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran
instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan
harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian
dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
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b. Penanggung Jawab Penyusunan LAKIP
Penanggung jawab penyusunan LAKIP adalah pejabat
yang secara fungsional bertanggung jawab melakukan
dukungan administratif di instansi masing-masing. Pimpinan
instansi, sebagaimana tersebut dalam Inpres Nomor 7 Tahun
1999, dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu
penanggung jawab LAKIP di instansinya masing-masing.
c. Prinsip-Prinsip LAKIP
Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip
pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun
secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu
penyusunan laporan harus memperhatikan prinsip-prinsip
lain agar kualitas laporan menjadi baik yaitu: (LAN, 2003:28)
1) Prinsip Lingkungan Pertanggungjawaban
Isi laporan harus proporsional dengan lingkup
kewenangan dan tanggungjawab masing-masing, dan
memuat keberhasilan maupun kegagalan
2) Prinsip Prioritas
Isi laporan adalah hal-hal yang penting dan relevan
bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi
yang diperlukan dan upaya-upaya tindak lanjutnya
3) Prinsip Manfaat
Manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya
penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi
peningkatan pencapaian kinerja
d. Format dan Isi LAKIP
Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik
bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya
diseragamkan. Format LAKIP ini dimaksudkan untuk
mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat
dalam LAKIP sehingga memudahkan pembandingan
ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan.
LAN, (2003:29), menjelaskan bahwa Format Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal terdiri dari:
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran ya ng telah ditetapkan dalam rencana
stratejik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama
tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang
mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan hal -hal umum tentang instansi serta uraian singkat
mandat apa yang dibebankan kepada instansi (ga mbaran umum tupoksi).
II.RENCANA STRATEGIS
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai : Rencana Strategis dan
Rencana Kinerja. Pada awa; bab ini disajikan gambaran secara singkat
sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta b agaiman
kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.
Rencana Strategis
Uraian singkat tentang rencana strategis instansi, mulai dari visi, misi, tujuan,
sasaran serta kebijakan dan program instansi.
Rencana Kinerja
Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama
menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan
program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.
III. AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja , evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara
sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan
yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
IV. PENUTUP
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja
instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan
dilaksanakan di tahun mendatang.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan -perhitungan, gambar,
dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan aspek lain
dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan,
tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan
dan perundangundangan tertentu yang merupakan kebijakan yang
ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perlu
dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuat daftar
lampiran, daftar gambar, dan daftar tabel secukupnya
4. Evaluasi atas Penerapan Sistem Akuntabiitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: KEP/1 3 5/M. PAN/9/2004 Evaluasi
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan
dengan meneliti setiap elemen dalam Sistem AKIP yaitu:
Rencana Strategis, Sistem Pengukuran Kinerja, Penyajian
informasi dalam LAKIP.
a. Evaluasi atas Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis beserta dokumen Rencana
Strategis harus dievaluasi untuk mengetahui apa yang
harus dicapai organisasi dalam mewujudkan visi dan
misi organisasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap
perencanaan strategis meliputi perumusan visi, misi, tujuan, cara
mencapai tujuan dan sasaran, serta pemanfaatan rencana
strategis.
1) Evaluasi Perumusan Visi
Proses perumusan visi dilakukan melalui tahapan dari
penggalian nilainilai individu, kelompok dan kemudian
organisasi. Proses ini harus dilakukan secara bertahap untuk
menghasilkan suatu visi organisasi yang dapat diterima oleh
seluruh anggota organisasi dan membangun komitmen yang
kuat dari seluruh anggota organisasi untuk secara bersama-
sama mewujudkannya.
Langkah evaluasi
(a) Teliti dan nilai apakah visi:
- Dirumuskan cukup jelas
- Menarik dan menantang
- Memberikan motivasi kepada anggota
organisasi/instansi
- Dirumuskan secara partisipatif
- Mempertimbangkan kebutuhan pihak-pihak yang
terkait
- Mempertimbangkan nilai-nilai luhur
(b) Membuat kesimpulan penilaian
2) Evaluasi Perumusan Misi
Misi merupakan rangkaian tugas utama yang harus
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terselenggara dengan baik sebagai langkah pertama dalam
rangka mewujudkan visi.
Langkah evaluasi
(a) Teliti dan nilai apakah misi:
- Sesuai dengan mandat yang diperoleh
- Sesuai dengan visi instansi
- Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi instansi
- Simpel, jelas, dan tidak berdwimakna
- Mudah diingat
- Menjelaskan mengapa organisasi ada
(b) Membuat kesimpulan penilaian
3) Evaluasi Perumusan Tujuan
Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh
organisasi merupakan rincian visi dimana tergambar bukan
hanya kurun waktu yang dicakup, melainkan juga berbagai
faktor organisasional lainnya, seperti peran dan mandat yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah evaluasi
(a)Teliti dan nilai apakah tujuan:
- Tidak bertentangan dengan visi
- Terkait dengan pelaksanaan misi
- Mempertimbangkan lingkungan internal dan
eksternal
- Mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan
- Dirumuskan dengan tepat dan jelas
(b)Membuat kesimpulan penilaian
4) Evaluasi Perumusan Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran
lebih konkret atau lebih nyata daripada hal-hal yang tertuang
dalam tujuan organisasi. Sasaran lebih bersifat kuantitatif atau
dapat juga bersifat kualitatif dengan didukung oleh indikator
kinerja yang kuantitatif. Sasaran diprediksi untuk dapat dicapai
dalam kurun waktu tidak lebih dari satu tahun. Dengan
A. Rusdiana &Nasihudin54
dirumuskannya sasaran maka organisasi telah dapat
menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam
suatu tahun anggaran. Langkah evaluasi
(a) Teliti dan nilai apakah sasaran: Spesifik. Terukur,
Dapat dicapai, Berorientasi hasil dan manfaat, Disusun
sesuai dengan batas-batas tahun fiskal
(b) Membuat kesimpulan penilaian
5) Evaluasi Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Evaluasi cara mencapai tujuan dan sasaran termasuk
penelitian dan penilaian terhadap struktur program dan
kegiatan yang nyata dan logis. Dalam melakukan evaluasi cara
mencapai tujuan dan sasaran, harus dilakukan analisis logika
program.
Analisis ini meneliti kelayakan struktur program
yang mencantumkan berbagai kegiatan, memetakan
hubungan (meneliti hierarki) antara kebijakan, program, dan
kegiatan dengan hierarki yang ingin dicapai, serta indikator-
indikator yang diperlukan guna mengukur kemajuan dan
keberhasilan.
(a) Teliti apakah penetapan suatu kebijakan, program, dan
kegiatan dapat diterima akal sehat;
(b) Dilakukan analisis atas logika hubungan sebab akibat.
Hubungan sebab akibat ini harus menjadi justifikasi
mengapa suatu kegiatan atau program diberikan prioritas
alokasi pembiayaannya
6) Evaluasi Pemanfaatan Renstra
Penelaahan atas pemanfaatan Renstra merupakan hal
penting yang harus diperhatikan. Jika dalam penyusunan
Renstra sudah memenuhi kaidah-kaidah yang baik, maka
tidak hanya proses perumusannya yang baik, tetapi dokumen
Renstra-nya juga akan baik, sehingga perlu diteliti apakah
Renstra telah dimanfaatkan dengan baik. Simpul
penting yang menandakan adanya pemanfaatan Renstra
dengan baik adalah jika Renstra tersebut dijadikan acuan utama
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dalam penyusunan rencana kinerja, rencana operasional, dan
penganggaran.
b. Evaluasi atas Sistem Pengukuran Kinerja
Sistem pengukuran kinerja merupakan inti dari
Sistem AKIP, yang bermanfaat mengetahui kinerja organisasi
sehingga pimpinan organisasi dapat mengendalikan organisasi.
Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara
capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau
ukuran kinerja sebagai alat ukurnya. Evaluasi atas Sistem
Pengukuran Kinerja meliputi evaluasi atas indikator kinerja,
perencanaan kinerja, cara pengukuran kinerja, dan review atas
evaluasi instansi/unit kerja
1) Evaluasi atas Indikator Kinerja
Indikator kinerja merupakan suatu alat bagi manajemen
untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai
selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan
pengukuran kinerja suatu instansi sangat ditentukan oleh
ketepatan indikator kinerja yang digunakan sehingga evaluasi
atas kewajaran dan kebenaran dari indikator kinerja sangat
diperlukan.
Langkah evaluasi
(a)Teliti dan nilai apakah indikator kinerja yang digunakan:
- Memenuhi ciri-ciri indikator yang baik dan memadai
baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya
- Dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan
- Tepat untuk mengukur suatu dan selaras satu sama lain di
dalam struktur organisasi
(b) Membuat kesimpulan penilaian
2) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
Evaluasi perencanaan kinerja bertujuan untuk:
(a)Menilai bahwa rencana kinerja digunakan sebagai wahana
untuk memonitoring dan persiapan yang matang dalam
mengelola sumber daya dan menigkatkan kinerja instansi
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(b)Memberikan rekomendasi perbaikan atas perencanaan
kinerja
Langkah evaluasi
(a) Teliti dan nilai apakah:
- Dokumen rencana kinerja telah ditetapkan oleh
pimpinan instansi/unit yang berwenang
- Proses penyusunan rencana kinerja telah dilakukan
secara partisipatif sehingga merupakan komitmen
bersama
- Sasaran telah dijabarkan dalam target-target yang nyata
dan terukur serta mempertimbangkan kemampuan
sumber daya organisasi
(b) Target ditetapkan sebelum tahun anggaran yang
direncanakan dimulai
2. Membuat kesimpulan penilaian
3) Evaluasi atas Cara Pengukuran Kinerja
Evaluasi atas cara pengukuran kinerja bertujuan untuk:
(a)Menilai kewajaran dan ketepatan penilaian kinerja
organisasi
(b)Menilai keandalan sistem informasi yang digunakan untuk
pengumpulan data kinerja organisasi
(c) Memberikan rekomendasi perbaikan atas cara pengukuran
kinerja
Langkah evaluasi
(a)Teliti dan nilai apakah:
- Sistem informasi yang digunakan untuk
mengumpulkan data mengandung pengendalian
intern yang baik
- Data dasar yang digunakan sebagai pembanding
dapat diandalkan
- Terdapat alternatif lain yang menggambarkan tingkat
kinerja yang ada
(b)Membuat kesimpulan penilaian
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4) Evaluasi atas Penyajian Informasi dalam LAKIP
Evaluasi atas penyajian informasi dalam LAKIP dapat
dilakukan dengan menelaah dokumen LAKIP dan meggali
informasi mengenai penggunaan informasi dalam LAKIP.
Penyajian informasi dalam LAKIP yang baik adalah bahwa
LAKIP berisi pertanggungjawaban pimpinan instansi yang
dapat menggambarkan kinerja yang sebenarnya secara jelas
dan transparan,sesuai dengan prinsip penyusunan laporan,
relevan,konsisten, akurat, objektifdan wajar.
Langkah evaluasi, meliputi:
(a) Teliti dokumen LAKIP dengan menitikberatkan pada
format penyajian laporan dan isi informasi dalam LAKIP
(b) Teliti pengkomunikasian LAKIP dan pemanfaatan
LAKIP
(c) Membuat kesimpulan penilaian
D. Akuntabilitas Kinerja Perguruan
Tinggi
1. Akuntabilitas Kinerja Pendidikan
Akuntabilitas kinerja sangat penting karena tingginya
tuntutan stakeholder terhadap pertanggungjawaban kinerja
sekolah. Akuntabilitas publik adalah Kewajiban pihak pemegang
amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak
pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut (Herawati, 2011),
sedangkan Akuntabilitas kinerja pendidikan adalah
kemampuan (sekolah PT), mempertanggungjawabkan kepada
publik segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan
(Fatah, 2004).
Tujuan akuntabilitas program-program pada perguruan
tinggi bergeser kearah kualitas pendidikan, produktivitas
organisasi, dan responsibilitas eksternal terhadap prioritas-
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prioritas masyarakat atau tuntutan pasar (Burke, 2005:4).
Berdasarkan konsepsi ini maka akuntabilitas pengelolaan sebuah
perguruan tinggi, bersifat internal berupa tanggung gugat
kepada atasan atau pihak yayasan saja, tetapi juga memiliki
dimensi tanggung gugat kepada pihak-pihak luar (eksternal)
sebagai pemangku kepentingan.
Ada berbagai macam jenis akuntabilitas, sebagaimana
dikemukakan Vidovich dan Slee dalam Burke (2005:3) sebagai
berikut: (1) upward accountability menunjukkan hubungan
tradisional dalam bentuk tanggung jawab bawahan kepada
atasan, mencakup akuntabilitas prosedural, birokratik, legal, dan
vertikal; (2) downward accountability berfokus pada tanggung
jawab pimpinan terhadap bawahan dalam pengambilan
keputusan atau akuntabilitas kesejawatan pada perguruan
tinggi; (3) inward accountability, sebagai organisasi yang
didominasi oleh para profesional, maka berpusat pada tindakan
staf pengajar dalam menerapkan berbagai standar profesional
dan etis, yang disebut sebagai akuntabilitas profesional, dan (4)
outward accountability, dimaksudkan terkait dengan pelanggan
luar, para pemangku kepentingan, pendukung (donatur), dan
pada akhirnya kepada masyarakat dalam arti luas.
State Priorities
(Political)
Academic Concerns Market Forces
(Professional)
Gambar 3.1.
Tiga pilar akuntabilitas Perguruan Tinggi
Burke (2005: 21) menggambarkan dalam Gambar 3.1. ketiga
tekanan program akuntabilitas tersebut sebagai tiga pilar
akuntabilitas perguruan tinggi. Prioritas negara, urusan
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akademik, dan tuntutan pasar masing-masing mencerminkan
kepentingan warganegara, rekan sejawat, dan budaya atau
kepentingan komersial. Prioritas negara mencerminkan
akuntabilitas politik, urusan akademik mewakili akuntabilitas
profesional, dan tuntutan pasar mendorong akuntabilitas pasar.
Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan
tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini
menyebabkan organisasi publik diukur keberhasilannya melalui
efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Meskipun organisasi publik tidak bertujuan untuk
mencari profit, organisasi ini terdiri dari unit-unit yang saling
terkait yang mempunyai misi yang sama yaitu melayani
masyarakat.
Pengukuran kinerja didefinisikan oleh Neely (2005)
sebagai “as the process of quantifying the efficiency and
effectiveness of action”. Pengukuran kinerja memerlukan
keselarasan dengan misi organisasi, kebijakan, dan tujuan
(Kaplan dan Norton (2004); Pongatichat dan Johnston (2008)
dalam Phusavat et al (2008). Perguruan tinggi membantu
meningkatkan basis pengetahuan bangsa dan memainkan
peranan penting dalam membentuk masa depan bangsa. Institusi
pendidikan adalah institusi nirlaba (Druker (1990); Situ, (1999)
dalam ShunHsing Chen (2006). Perguruan tinggi memerlukan
perencanaan strategis. Perencanaan strategis menggambarkan
arah dari posisi sekarang ke posisi yang diinginkan di masa
depan yang diterjemahkan dalam visinya. Perguruan tinggi saat
ini menghadapi pasar yang kompetitif. Hal tersebut
berimplikasi terhadap pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki agar dapat menarik minat pasar.
Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat
komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi agar dapat
mengevaluasi pelaksanaan dari rencana strategis yang telah
ditetapkan. Menurut Brookes (2007), pengukuran kinerja
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perguruan tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan quality




Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat
penting bagi sebuah organisasi. Pengukuran tersebut, dapat
digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan serta sebagai
dasar penyusunan imbalan dalam perusahaan. Pengukuran
kinerja dengan menggunakan Balance Scorecard (B SC) (Kaplan
dan Norton, 2001) mempunyai 4 perspektif yaitu: (1) the financial
perspective, (2) the customer perspective,internal (2) business
processes perspective, dan (4) learning and growth perspective.
Setiap ukuran dalam balance scorecard menyajikan suatu
aspek dari strategi perusahaan, karena dengan sistem ini
manajemen dapat menggunakannya untuk berbagai alternatif
pengukuran terhadap halhal berikut: (1) kaktor-faktor kritis
yang menentukan keberhasilan strategi perusahaan; (2)
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menunjukan hubungan individu/sub bisnis unit dengan yang
dihasilkannya, sebagai akibat dari penetapan pengukuran yang
telah dikomunikasikannya; menunjukan bagaimana pengukuran
nonfinansial mempengaruhi finansial jangka panjang, serta
memberikan gambaran luas tentang perusahaan yang sedang
berjalan.
Menurut Mark H. Moore (2003) BSC dapat diterapkan
di organisasi sektor publik karena manajer sektor publik
berupaya menciptakan sesuatu yang setara dengan “financial
bottom line” untuk organisasi sektor publik. Kebanyakan
organisasi nirlaba memahami bahwa tujuan mereka adalah
menghasilkan hasil sosial yang berharga, bukan
memaksimalkan kinerja keuangan. Di sisi lain, organisasi
nirlaba harus memperhatikan kinerja keuangan mereka
untuk memastikan kelangsungan hidup mereka.
Aslani (2009) mengungkapkan bahwa terdapat tiga
tantangan dalam penerapan BSC di sektor publik. Pertama,
dukungan dari atasan sangat dibutuhkan oleh sektor publik
atas pelaksanaan BSC. Dukungan tersebut diperlukan sebagai
landasan bagi karyawan untuk ataupun departemen untuk
terlibat dalam penerapan BSC. Kedua, rencana stategis
melalui mekanisme BSC membutuhkan partisipasi dan
keterlibatan aktif dari semua karyawan. Insentif program dan
imbalan bagi karyawan atas keselarasan dengan kinerja
organisasi harus direncanakan dan ditetapkan. Ketiga,
sarana komunikasi harus diciptakan (misal melalui webs ite atau
sarana lainnya), sehingga komunikasi tersebut dapat diharapkan
untuk menyisipkan informasi, memberikan hak akses kepada
semua pihak yang terlibat, dan mudah digunakan oleh semua
pihak yang terlibat.
2. Indikator Akuntabilitas KinerjaPerguruan Tinggi
Akuntabilitas Kinerja pendidikan tinggi mempunyai
makna dari para stakeholders-nya, dapat tidaknya kinerja
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(produk), prilaku pengelola dapat dipertanggung-jawabkan
secara hukum, etika akademik, agama, dan nilai budaya. Daulat
P.Tampubolon, dalam bukunya Perguruan Tinggi Bermutu
(?”(A.Rusdiana, 2012:102). menegaskan, akuntabilitas perguruan
tinggi dapat dilihat yaitu:
a. apakah peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
dapat dipertanggung jawabkan secara undang-undang?
b. apakah materi kuliah yang diberikan dosen dapat
dipertanggung-jawabkan secara kurikuler dan etika
akademik?,
c. apakah nilai hasil ujian (IP/IPK) yang diperoleh mahasiswa
terpercaya?,
d. apakah prilaku/sikap kepelayanan para pengelola perguruan
tinggi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika,
agama, dan nilai budaya?,
e. apakah penelitian yang dilakukan dan hasilnya tidak
bertentangan dengan agama dan atau undang-undang?, serta
f. apakah perguruan tinggi mempunyai kode etik,
Kajian empiris tentang kinerja telah banyak dilakukan
oleh beberapa peneliti seperti Antipova dan Antipov (2014),
Micheli dan Neely (2010), Ghobadian dan Ashworth (1994),
Kassel (2008), Moxham dan Boaden (2007), Yuen dan Ng
(2012), Dhermawan et al. (2014), Karmandita dan Subudi
(2014), Safwan et al. (2014), Sanjaya dan Indrawati (2014),
Sulistyaningsih (2009), Winanti (2011), (A. Rusdiana, 2011),
sehingga memberi wawasan baru pada perkembangan kinerja
pada sektor publik seperti Lembaga-lembaga pemerintahan
dan lembaga lainnya, masih jarang ditemukan yang fokus
pada individu atau kelompok, seperti halnya dibidang
penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat.
Akuntabilitas kinerja sangat penting karena tingginya
tuntutan stakeholder terhadap pertanggung jawaban kinerja.
Akuntabilitas publik adalah Kewajiban pihak pemegang amanah
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untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak
pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut (Herawati, 2011),
sedangkan.
Implikasi dari itu, muncul masalah asimetri informasi
antara pihak pihak pemegang amanah dengan stakeholders
(pemerintah dan masyarakat) sebagai akibat tingginya perhatian
pemerintah dan masyarakat dalam bidang pendidikan dalam
konteks ini termasuk penelitian yang menuntut pihak
pemegang amanah, untuk melakukan akuntabilitas kinerja,
oleh karena permasalahan tersebut, yang menjadi grand teori
pada kajian ini adalah teori keagenan dan teori sinyal.
Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu
orang atau lebih yang bertindak sebagai prinsipal (pemilik)
yang menunjuk orang lain sebagai agen (manajer) untuk
melakukan jasa untuk kepentingan prinsipal termasuk
mendelegasikan kekuasaan dalam pembuatan keputusan
(Kassel, 2008).
Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa
hubungan keagenan dalam penelitian ini yaitu dengan stake-
holders (pemerintah dan masyarakat), dimana pimpinan sebagai
agen sedangkan stakeholders adalah principal. Instansi mempunyai
tujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada
masyarakat dengan mengoptimalkan Anggaran dengan sebaik-
baiknya serta melakukan sistem pelaporan keuangan secara
transparan. Spence dalam Moxham dan Boaden (2007) me-
nyatakan bahwa dengan memberikan suatu sinyal, pihak
pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan informasi
relevan yang dimanfaatkan oleh pihak penerima. Sistem
pelaporan keuangan yang baik akan memberikan sinyal
kepada pemerintah dan masyarakat bahwa akuntabilitas
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kinerja yang dilakukan oleh pemeganga amanah sudah bejalan.
Dengan demikian, maka masalah asimetri informasi antara
pihak sekolah selaku agent dengan pemerintah dan mayarakat
(stakeholders) selaku principal dapat dikurangi. Hal ini sejalan
dengan pernyataan Trisnawati dan Ahmad (2013) yang
menyatakan bahwa teori signaling dapat mengurangi asimetri
informasi antara pihak agen dengan principal.
Dalam sektor swasta, Jensen dan Meckling (1976)
mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu kontrak dimana
satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen)
untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal
yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan
keputusan kepada agen.
Pengertian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan
konsep teori keagenan sektor publik. Zimmerman (A.Rusdiana,
2014) menjelaskan bahwa masalah keagenan dapat terjadi dalam
semua konteks organisasi baik organisasi sektor swasta maupun
organisasi sektor publik. Hal tesebut karena ia berasumsi bahwa
umumnya semua pelaku ekonomi adalah rasional, suka
mengevaluasi, dan memaksimalkan kesejahteraan individual.
Saat kita membandingkan antara agency problem di pemerintahan
dan di lingkungan bisnis maka implikasi besar yang muncul
adalah informasi Pemerintah memiliki demand yang lebih sedikit
dibandingkan di lingkungan bisnis.
3. Faktor yang memegaruhi Rendahnya akuntabilitas kinerja
Rendahnya akuntabilitas kinerja sekolah di atas tidak
terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya.
Menurut Kenis dalam Anjarwati (2012), kejelasan sasaran
anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan
secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut
dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas
pencapaian anggaran tersebut. Selain itu, Perilaku manusia
sebagai individu maupun kelompok akan berpengaruh
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terhadap penyusunan anggaran dan sebaliknya, anggaran
akan berpengaruh terhadap perilaku individu dan kelompok.
Proses penyusunan anggaran dapat memotivasi pimpinan
untuk mengembangkan arah bagi organisasi, meramalkan
kesulitan, mengembangkan kebijakan masa depan, karena
anggaran mempunyai dampak fungsional dan disfungsional
terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi.
Cara untuk mencegah terjadinya dampak disfungsional
anggaran, bawahan harus diberi kesempatan untuk berparti-
sipasi dalam proses penyusunan anggaran (Nurhalimah dan
Abdullah 2013). Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian
terkait dengan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah
Kusumaningrum (2010), Herawati (2011), Anjarwati (2012),
dan Emilia et al. (2013) yang menyatakan bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah kejelasan
sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian
akuntansi.
a. Kejelasan Sasaran Anggaran
Proses penyusunan anggaran dapat memicu perilaku
dari pelaksana anggaran untuk melakukan senjangan anggaran
yang dikarenakan adanya sikap dan norma subjektif yang
negatif yang dimiliki oleh pelaksana anggaran (Su dan Ni, 2013).
Locke dalam Herawati (2011) menyatakan bahwa sasaran adalah
apa yang hendak dicapai oleh karyawan, dimana dengan adanya
sasaran yang jelas akan memudahkan dalam menyusun target-
target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauhmana
target anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan
tujuan agar anggaran dapat dipahami oleh orang yang
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran (Anjar-
wati, 2012).
Darwanis dan Chairunnisa (2013) menyatakan bahwa
anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana
keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk
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suatu periode di masa yang akan datang. Informasi yang jelas,
tepat waktu, dan obyektif sangat diperlukan dalam proses
penyusunan anggaran (Lavarda dan Almeida, 2013). Adanya
informasi yang memadai akan memudahkan penyusun
anggaran untuk dapat menyusun anggaran dengan baik.
Information Asymmetry merupakan suatu keadaan dimana
terdapat ketidakpastian informasi karena di dalam organisasi
ada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih banyak
(Busuioc dan Birau, 2011).
b. Partisipasi Anggaran
Partisipasi dalam proses penganggaran dilakukan untuk
mentransfer informasi yang dimiliki bawahan kepada
atasan (Shields dan Young, 1993). Menurut Milani (1975),
partisipasi anggaran adalah keterlibatan dan pengaruh
bawahan dalam proses pembuatan keputusan anggaran, di-
mana aspirasi bawahan akan lebih diperhatikan sehingga
lebih dimungkinkan bagi bawahan dalam melakukan negosiasi
dengan atasan mengenai target anggaran yang dapat dicapai,
sedangkan Anjarwati (2012) mendefinisikan partisipasi
penyusunan anggaran sebagai suatu pernyataan formal yang
dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan
dilakukan pada masa yang akan datang pada periode tertentu.
Menurut Aprila dan Hidayani (2012), Partisipasi yang
tinggi dalam proses penganggaran diharapkan dapat
memberikan kesempatan bagi bawahan untuk berpartisipasi
dan memberikan saran pada persiapan anggaran sehingga
anggaran yang akan dibuat lebih efektif dan efisien. Manajemen
sumber daya manusia selama ini telah diterapkan, namun hasil
dari penerapan tersebut belum terealisasi secara optimal sesuai
yang diharapkan. Ini tercermin dari pencapaian kinerja
pegawai yang masih rendah dalam mengembang amanah
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Amri et
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al. (2009) menyatakan menilai pemerintahan tercermin dari
pencapaian kinerja. Kinerja pemerintahan yang baik
dihasilkan dari aparatur yang bersih dan berwibawa sesuai
hasil kerja yang dicapai.
c. Sistem Pelaporan
Sistem pelaporan merupakan laporan yang
menggambarkan sistem pertanggung- jawaban dari bawahan
(pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian
anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat
memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam meng-
implementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Anjarwati,
2012)
d. Pengendalian Akuntansi
Pengendalian akuntansi di sekolah sangat penting,
terutama dalam pengelolaan inventaris aset sekolah. Pengendalian
akuntansi menurut Herawati (2011), pengendalian akuntansi
adalah perencanaan organisasi serta prosedur dan catatan terkait
dengan pengamanan harta kekayaan organisasi dan reliabilitas
laporan keuangan, sedangkan menurut Kusumaningrum
(2010), pengendalian akuntansi (Accounting Controls) adalah
pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan
menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan.
Hal ini menunjukkan bahwa pengendali an akuntansi
cenderungan untuk menciptakan senjangan anggaran (Yilmaz
dan Ozer, 2011). Penggunaan system pengendalian akuntansi
memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-
keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan
lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas
keberhasilan ter tentu dan memilih alternatif terbaik dalam
setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan
kinerja (Nuraini dkk, 2012:63).
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BAB IV
MANAJEMEN KINERJA SEKTOR PUBLIKA. Rusdiana &Nasihudin70
anajemen kinerja sektor publik (pemerintahan) telah
dimulai sejak dicanangkan penerapan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP) melalui
Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999. Sistem AKIP
mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun rencana
stratejik (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran
serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hasil dari
pelaksanaan rencana stratejik, berupa keluaran (output) dan hasil
(outcome) selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja dan
evaluasi kinerja, sehingga diperoleh informasi umpan balik
sebagai perbaikan kinerja pada periode mendatang. Pelaksanaan
sistem AKIP, selanjutnya disempurnakan dengan dukungan
sistem lainnya yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004) dan Sistem penyusunan
anggaran berbasis kinerja UU Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan UU 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara.
Namun demikian, pelaksanaan sistem AKIP yang telah
didukung dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang
berbasis kinerja tersebut, belum mampu meningkatkan kinerja
instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Sistem AKIP, SPPN dan Sistem Penganggran
M
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Berbasisi Kinerja, masih terbatas pada tataran formal, belum
banyak menyentuh pada tataran substansi kinerja pemerintah
dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Kondisi ini antara lain disebabkan kurang
efektifnya pelaksanaan manajemen kinerja instansi pemerintah,
serta belum adanya dukungan sistem informasi manajemen
kinerja. Harmonisasi antar sub sistem AKIP belum terlaksanana
dengan baik antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN), Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja (SPBK), Sistem
Manajemen Berbasis Kinerja (MBK) serta Sistem Informasi
Manajemen Kinerja (SIM Kinerja).
A. Konsep Dasar Manajemen Kinerja
1. Pengertian Manajemen Kinerja
Secara mendasar, Manajemen kinerja merupakan
rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja,
pemantauan/peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan tindak
lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian
kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan.
Manajemen Kinerja adalah komunikasi yang dilakukan
secara terus menerus, dimana antara bawahan dengan atasan
merupakan suatu mitra, Bacal (2005: 3). Proses ini akan
menghasilkan harapan dan pemahaman yang jelas mengenai
pekerjaan yang dilakukan. Menurut Ruky (2001:6), Manajemen
Kinerja terkait dengan usaha, program dan kegiatan oleh
pimpinan organisasi dalam merencanakan, mengarahkan dan
mengendalikan kinerja pegawai. Selanjutnya, Wibowo (2007: 9),
menyebutkan bahwa manajemen kinerja merupakan suatu
pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan berdasarkan visi bersama dan pendekatan strategis
yang terpadu.
Menurut Udekusuma (2007:104), manajemen kinerja
adalah suatu proses manajemen yang dirancang untuk
menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu
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sedemikian rupa, sehingga baik tujuan individu maupun tujuan
perusahaan dapat bertemu. Dalam hal ini bagi pekerja bukan
hanya tujuan individunya yang tercapai tetapi juga ikut
berperan dalam pencapaian tujuan organisasi, yang membuat
dirinya termotivasi serta mendapat kepuasan yang lebih besar.
Dari beberapa tersebut, dapat disimpulkan bahwa
manajemen kinerja merupakan cara pimpinan organisasi dalam
melakukan komunikasi dengan bawahan guna pencapaian
tujuan organisasi yang ditetapkan. LAN, membatasi pengertian
manajemen kinerja kepada suatu proses dalam membangun
kesepakatan bersama tentang apa dan bagaimana untuk
mencapai tujuan organisasi. (LAN, 2008: 12).
2. Tujuan Manajemen Kinerja
Tujuan dari manajemen kinerja adalah (Williams, 1998;
Armstrong & Baron, 2005; Wibisono, 2006):
a. Mengatur kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan
terorganisir.
b. Mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja
organisasi.
c. Membantu penentukan keputusan organisasi yang berkaitan
dengan kinerja organisasi, kinerja tiap bagian dalam
organisasi, dan kinerja individual.
d. Meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan
dengan perbaikan berkesinambungan.
e. Mendorong karyawan agar bekerja sesuai prosedur, dengan
semangat, dan produktif sehingga hasil kerja optimal.
Manajemen kinerja yang efektif akan memberikan
beberapa hasil, diantaranya adalah:
a. Tujuan yang jelas bagi organisasi dan proses yang benar
untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mengukur, dan
membahas tujuan.
b. Integrasi antara tujuan secara luas yang dibuat oleh
manajemen senior dengan tujuan masing-masing pekerja.
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c. Kejelasan yang lebih baik mengenai aspirasi dan tujuan
organisasi.
d. Pelaksanaan dialog berkelanjutan antara manajemen dengan
pekerja.
e. Pengembangan lingkungan yang lebih terbuka.
f. Perusahaan dapat mencapai hasil yang diinginkan.
g. Mendorong pengembangan pribadi.
Secara spesipik Amstrong (1994:117), menegaskan bahwa
tujuan manajemen kinerja, memiliki empat tujuan yaitu:
a. Tujuan Strategik
Mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi.
Pelaksanaan strategi tersebut perlu mendefinisikan hasil yang
akan dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang dibutuhkan
untuk melaksanakan strategi, mengembangkan pengukuran dan
sistem feedback terhadap kinerja pegawai.
b. Tujuan Administratif
Menggunakan informasi manajemen kinerja khususnya
evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administratif,
penggajian, promosi, pemberhentian pegawai dll.
c. Tujuan pengembangan
Dapat mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil
di bidang kerjanya, pemberian training bagi yang berkinerja
yang tidak baik, penempatan yang lebih cocok.
d. Tujuan Khusus Manajemen Kinerja
Tujuan Khusus Manajemen Kinerja, antra lain:
(1) Guna
Memperoleh peningkatan kinerja suistainable,
(2) Meningkatk
an motivasi & komitmen karyawan,
(3) Memungkin
kan individu untuk mengembangkan kemampuan,
meningkatkan kepuasan kerja dan mencapai potensi pribadi
yang bermanfaat bagi individu & organisasi,
(4) Daya
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dongkrak untuk perubahan yang lebih berorientasi kinerja,
(5) Mengemban
gkan hubungan yang terbuka konstruktif antara individu &
organisasi dalam dialog yang berkesinambungan,
(6) Menyediaka
n kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran kerja,
(7) Memfokusk
an perhatian kepada atribut dan kompetensi yang
diperlukan, Manajer & karyawan membuat kesepakatan
tentang rencana pengembangan,
(8) Menyediaka





nkan karyawan yang berkualitas,
(11) Mendukung
inisiatif manajemen yang berkualitas secara keseluruhan,
(12) Mendemons
trasikan bagaimana individu menghargai karyawan.
3. Fungsi dan Manfaat Manajemen
Kinerja
Armstrong & Baron, (2005; menyatakan bahwa, fungsi
Manajemen Kinerja sebagai proses yang terintegrasi:
a. Manajemen Kinerja;
b. Meningkatkan Kinerja





Kemampuan dan kompetensi; (Amstrong; 1994:119),
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Kelima fungsi manajemen kinerja di atas adalah suatu
yang saling terintegrasi satu denganlainnya. Satu dan lainnya
saling mendukung sehingga akan menguntungkan bagi individu
dan organsasi tempat individu tersebut bernaung. Oleh karena
itu kelima hal itu tidak dapat dipisahkan satu sama liannya.
Wibowo (2010: 33), menyatakan manfaat manajemen
kinerja tidak hanya untuk organisasi ataupun manajer tetapi
juga berguna untuk masing-masing individu anggota organisasi.
a. Untuk Organisasi
Manfaat Manajemen Kinerja Untuk Organisasi, antara lain:
1) Sebagai penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan
tim (kelompok) dan individu dalam memperbaiki
kinerjaSebagai motivasi karyawan
2) Sebagai peningkatan komitmen
3) Sebagai perbaikan proses pelatihan dan pengembangan
4) Sebagai peningkatan keterampilan
5) Sebagai mengupayakan perbaikan dan pengembangan
berkelanjutan
6) Sebagai pengupayaan basis perencanaan karir
7) Sebagai pembangu menahan karyawan untuk pindah
atau minta berhenti
8) Sebagai pendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan
pelanggan
9) Sebagai pendukung program perubahan budaya.
b. Untuk Manjer atau Atasan
Manfaat Manajemen Kinerja Untuk Manajer Atau Atasan
1) Sebagai pengupayaan klasifikasi kinerja dan harapan
perilaku
2) Sebagai penawaran peluang memanfaatkan waktu
dengan berkualitas
3) Sebagai perbaikan kinerja tim dan individu
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4) Sebagai pengupayaan penghargaan nonfinansial untuk
staf
5) Sebagai pengupayaan dasar untuk membantu karyawan
yang mempunyai kinerja rendah
6) Sebagai pengembangan individu
7) Sebagai pendukung kepemimpinan
8) Sebagai motivasi dan pengembangan tim
9) Sebagai pengupayaan kerangka kerja untuk meninjau
kembali kinerja dan tingkat kompetensi
c. Untuk Individu
Manfaat Manajemen Kinerja Untuk Individu
a. Sebagai penjelas peran dan tujuan
b. Sebagai pendorong dan pendukung agar tampil lebih
baik
c. Sebagai pembantu pengembangan kemampuan dan
kinerja
d. Sebagai peluang memanfaatkan waktu yang berkualitas
e. Sebagai dasar objektivitas dan kejujuran untuk
pengukuran kinerja
f. Agar fokus tujuan dan rencana perbaikan cara bekerja
dikelola dan dilaksankaan.
B. Orirntasi Tahapan, Proses Penerapan Manajemen Kinerja
1. Orientasi Kebijakan Penerapan Manajemen Kinerja
Orientasi Manajemen Kinerja adalah bahwa Seluruh
aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur
dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu,
kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja
pemerintahan secara keseluruhan.
Penerapan manajemen yang berorientasi pada
peningkatan kinerja (performance based management) atau
disebut pula “manajemen kinerja” (performance management)
di lingkungan instansi pemerintah membutuhkan suatu proses
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yang sistematis sehingga perlu dibuat desainsistem manajemen
kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja optimal (high
performance). Dalam konteks pemahaman ini, manajemen
kinerja dipandang sebagai cara bagaimana mencapai tingkat
hasil yang diinginkan sesuai dan sinergis dengan yang
ditetapkan atau didesain dalam perencanaan (managing for
result).
Pada dasarnya seluruh instansi pemerintah sebagian besar
berpendapat telah menerapkan sistem manajemen dalam
lingkungan instansinya. Namun, yang penting untuk dicermati,
bagaimanakah implementasinya khususnya dalam
mendorong peningkatan kinerja pegawai, kinerja unit kerja dan
kinerja instansi. Begitu pentingnya masalah kinerja individu ini,
sehingga tidak salah bila inti pengelolaan sumber daya manusia
adalah bagaiman mengelola kinerja SDM.
Disamping membuat pemetaan profil manajemen
pemerintah, kajian ini juga mengeksplorasi pendapat instansi
pemerintah tentang kriteria instansi pemerintah yang memiliki
kinerja tinggi. Beberapa kriteria yang dominan yang dapat
disebut sebagai kriteria utama instansi pemerintah yang
memiliki kinerja tinggi, diantaranya:
a. menjalankan tupoksi secara konsisten,
b. memiliki disiplin, loyalitas dan etos kerja yang tinggi,
c. adanya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan,
d. memiliki manajemen dan prosedur kerja yang jelas,
e. kinerja pelayanan publik yang optimal,
f. memiliki perencanaan secara sistematis dan aspiratif serta
berdasarkan kinerja,
g. memiliki visi dan misi organisasi yang jelas,
h. berorientasi pada hasil kegiatan dan manfaat kegiatan, dan
kriteria lainnya.
Faktor-faktor dalam manajemen pemerintah yang dapat
mendukung pencapaian peningkatan kinerja instansi
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pemerintah, memperlihatkan kondisi yang hampir seragam di
antara instansi pemerintah. Meskipun dengan intensitas
pendapat yang berbeda. Beberapa faktor pendukung tersebut
adalah sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, sarana
dan prasarana yang memadai termasuk anggaran, penerapan
reward and punishment yang adil dan kepemimpinan
(leadership) yang baik.
Sebaliknya untuk faktor-faktor yang dapat menghambat
pencapaian peningkatan kinerja instansi pemerintah di
antaranya adalah penempatan SDM yang kurang tepat,
lemahnya penegakan disiplin pegawai, kompetensi dan skill
pegawai, kelemahan dalam manajemen birokrasi, keterbatasan
anggaran, kurangnya dukungan sarana dan prasarana,
lemahnya koordinasi antar berbagai pihak, dan faktor lainnya.
Sebagian besar berpendapat lingkungan internal (pengaruh
lingkungan internal birokrasi (kompetensi SDM, kelemahan
majemen, reward and punishment tidak jalan, dll) sebagai faktor
penyebab permasalahan di birokrasi pemerintah.
2. Tahapan Manajemen Kinerja
Tahapan Manajemen Kinerja Menurut Williams (1998),
terdapat empat tahapan utama dalam pelaksanaan manajemen
kinerja. Tahapan ini menjadi suatu siklus manajemen kinerja
yang saling berhubungan dan menyokong satu dengan yang
lain.
a. Tahap pertama: directing/planning. Tahap pertama
merupakan tahap identifikasi perilaku kerja dan dasar/basis
pengukuran kinerja. Kemudian, dilakukan pengarahan
konkret terhadap perilaku kerja dan perencanaan terhadap
target yang akan dicapai, kapan dicapai, dan bantuan yang
akan dibutuhkan. Indikator-indikator target juga didefinisi
kan di tahap ini. Menurut Khera (1998), penentuan target/goal
akan efektif bila mengadopsi SMART. SMART merupakan
singkatan dari Spesific, Measureable, Achievable, Realistic,
dan Timebound (Ilyas, 2006: 28). Sebuah target harus jelas apa
Akuntabilas Kinerja Penelitian 79
yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya (spesific),
terukur keberhasilannya (measureable) dan orang lain dapat
memahami/melihat keberhasilannya. Target harus
memungkinkan untuk dicapai, tidak terlalu rendah atau
berlebihan (achievable), masuk akal dan sesuai kondisi/realita
(realistic), serta jelas sasaran waktunya (timebound).
b. Tahap kedua: managing/supporting. Tahap kedua
merupakan penerapan monitoring pada proses organisasi.
Tahap ini berfokus pada manage, dukungan, dan
pengendalian terhadap jalannya proses agar tetap berada
pada jalurnya. Jalur yang dimaksudkan disini adalah kriteria
maupun proses kerja yang sesuai dengan prosedur berlaku
dalam suatu organisasi.
c. Tahap ketiga: review/appraising. Tahap ketiga mencakup
langkah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan flashback/
review kinerja yang telah dilaksanakan. Setelah itu, kinerja
dinilai/diukur (appraising). Tahap ini memerlukan
dokumentasi /record data yang berkaitan dengan obyek yang
dievaluasi. Evaluator harus bersifat obyektif dan netral agar
didapat hasil evaluasi yang valid.
d. Tahap keempat: developing/rewarding. Tahap keempat
berfokus pada pengembangan dan penghargaan. Hasil
evaluasi menjadi pedoman penentu keputusan terhadap
action yang dilakukan selanjutnya. Keputusan dapat berupa
langkah perbaikan, pemberian reward/punishment,
melanjutkan suatu kegiatan/prosedur yang telah ada, dan
penetapan anggaran.
3. Proses Manajemen Kinerja
Preses manajemen kinerja menurut Wibowo (2007:19)
mencakup suatu proses pelaksanaan kinerja dan bagaimana
kinerja dijalankan. Manajemen kinerja diawali dengan suatu
perencanaan tujuan yang diharapkan dan menyusun semua
sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai




Manajemen kinerja membutuhkan berbagai masukan yang
harus diolah supaya dapat saling bersinergi dalam meraih
tujuan organisasi. Masukan tersebut dalam bentuk Sumber Daya
Manusia (SDM), modal, material, peralatan dan teknologi dan
juga metoda serta mekanisme kerja.
Manajemen kinerja memerlukan masukan dalam bentuk
adanya kapabilitas SDM, baik pada perorangan ataupun pada
tim. Kapasitas sumber daya manusia ditunjukkan dalam bentuk
pengetahuan, keterampilan dan kompetensi.
Sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan
keterampilan diinginkan bisa melakukan peningkatan kualitas
proses kinerja ataupun hasil kerja. Sedangkan kompetensi
diperlukan supaya SDM mempunyai kemmapuan yang sesuai
dengan keperluan organisasi menjadikan dapat memberikan
kinerja terbaiknya.
b. Proses
Manajemen kinerja berawal dari perencanaan tentang
bagaimana merencanakan tujuan yang diinginkan di masa yang
akan datang dan merancang seluruh sumber daya dan juga
aktivitas yang diperlukan untuk meraih tujuan.
Jalannya rencana dimonitoring dan diukur kemajuannya
dalam meraih tujuan. Penilaian dan peninjauan kembali
dilakukan untuk mengoreksi dan menetapkan langkah yang
harus ditempuh apabila ada deviasi terhadap rencana.
Manajemen kinerja menjalin terjadinya saling menghargai
kepentingan antara pihak yang terlibat dalam prose kinerja.
Prosedur dalam manajemen kinerja dilaksanakan secara jujur
untuk melakukan pembatasan dampak kerugian pada individu.
Proses manajemen kinerja dilaksanakan secara transparan
utamanya pada orang yang terpengaruh oleh keputusan yang
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timbul dan orang yang memperoleh kesempatan melalui dasar
dibuatnya suatu keputusan.
c. Keluaran
Keluaran merupakan hasil lansung dari kinerja organisasi,
baik berupa barang ataupun jasa. Hasil kerja yang diraih
organisasi harus dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan.
Keluaran dapat lebih besar ataupun lebih rendah dari tujuan
yang sudah ditentukan. Apabila terdapat deviasi akan menjadi
umpan balik dalam perencanaan tujuan yang akan datang dan
implementasi kinerja yang telah dilakukan.
d. Manfaat
Selain memperhatikan keluaran, manajemen kinerja juga
memperhatikan manfaat dari hasil kerja. Dampak hasil kerja
dapat bersifat positif untuk organisasi, seperti karena
keberhasilan seseorang mewujudkan prestasinya akan memberi
dampak terhadap peningkatan motivasi sehingga semakin tinggi
kinerja organisasi.
Tetapi dampak keberhasilan seseorang bisa bersifat
negatif, apabila karena keberhasilannya dia menjadi sombong
yang akan membuat suasana kerja tidak lagi kondusif.
C. Langkah Manajemen Kinerja
Manajemen merupakan langkah-langkah pengelolaan
sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang
meliputi unsur perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengendalian
(Controlling). Kinerja atau performance merupakan suatu hasil
(outcome) organisasi sesuai dengan visi dan misinya.
Kinerja menrupakan hasil yang menggambarkan
nilaimanfaat kehadiran sebuah organisasi yang dirumuskan
dalam visi dan misi. Dengan demikian, manajemen kinerja
merupakan suatu pengelolaan sumber daya organisasi dalam
menghasilkan manfaat baik bagi organisasi maupun pelanggan
sesuai dengan visi dan misinya.
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Untuk menerapkan pola manajemen kinerja tersebut,
berikut disampaikan sepuluh langkah praktis sebagai panduan
manajemen meneraplan polamanajemen berbasis kinerja yang
efektif. Menurut Bacal, (2005: 33), langkah-langkah untuk
mengembangkan system manajemen kinerja antara lain,
sebb.:
Langkah 1 - Penajaman Visi dan Misi
Instansi pemerintah pada saat ini dihadapkan pada suatu
tantangan untuk memberikan suatu pelayanan publik yang
berkualitas dan prima secara ekonomis, efektif dan efisien; di sisi
lain, pemerintah dihadapkan pula pada kendala sumber daya
yang terbatas. Oleh karena itu, organisasi publik seperti instansi
pemerintah dituntut mampu merumuskan dan mempertajam
visi dan misi yang mampu mendorong instansi untuk
memberikan pelayanan prima-berkuakitas dan menyiapkan
organisasi untuk memenuhi kebutuhan masa mendatang
tersebut. Visi dan misi harus mempu memberikan pengaruh
dan menantang seluruh anggota organisasi dan pemangku
kepentingan lainnya (stakeholders) untuk mewujudkan pelayanan
publik tersebut.
Pada saat ini, perumusan visi pada renstra instansi
pemerintah masih merupakan “untaian kata-kata indah, yang
panjang dan penuh dengan paduan nilai-nilai luhur yang
melangit (abstrak)”.
Perumusan visi demikian, selain sulit untuk diingat dan
dipahami, juga tidak memberikan spirit pengaruh yang
menantang bagi organisasi untuk merealisasikan. Perumusan
seperti: “Terwujudnya Kabupaten/Kota sejahtera, demokratis
dan agamis serta dijiwai oleh semangat reformasi menuju
masyarakat madani dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia”, merupakan salah satu contoh perumusan visi dan
terlalu panjang, tidak mudah diingat serta tidak memberikan
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pengaruh yang menanatang untuk merealisasikannya.
Bandingkan dengan salah satu contoh visi Pemerintah Miami-
Dade Country, salah satu negara bagian Florida, USA, yang
merumuskan visinya sebagai berikut: ”Delivering Excellence
Everyday/memberikan pelayanan publik yang prima setiap saat”.
Visi yang baik selain singkat dan mudah untuk diingat,
juga mengandung makna yang memberikan pengaruh,
menantang serta menarik bagi seluruh karyawan, pelanggan dan
stekeholders untuk bersama-sama merealisasikan kondisi ideal
yang diinginkan. Visi juga sebaiknya tetap sepanjang waktu dan
selalu mutakhir dan tidak usang (up-date) sesuai dengan
perkembangan kondisi dan lingkungan stratetji disekitarnya.
(Vincent Gaspersz: 2004, 32-33).
Demikian juga dengan penajaman perumusan misi.
Perumusan misi hendaknya merupakan suatu pernyataan
singkat dan menyeluruh tentang manfaat keberadaan suatu
organisasi publik serta program yang akan dilakukan dalam
rangka merealisasikan visi. Perumusan misi menunjukkan jati
diri organisasi publik, program yang akan dilakukan, untuk
siapa program tersebut dilaksanakan, serta bagaimana sumber
daya disediakan untuk melayani usaha/program tersebut.
(Vincent Gaspersz: 2004, 35)
Kelemahan perumusan misi pada instansi pemerintah
adalah bahwa merumuskan misi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi organisasi serta dirumuskan sesuai dengan bidang
organsasi pada strktur organisasi. Permusan misi seperti
demikian, selain tidak memenuhi kriteria perumusan misi yang
baik, juga menimbulkan perilaku ego-sektoral/ego-bidang yang
justru akan menimbulkan tindakan kontra produktif (entropi)
dalam pencapaian visi organisasi.
Langkah pertama untuk melakukan penajaman visi dan
misi tersebut merupakan langkah awal bagi pimpinan organisasi
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untuk menggerakkan seluruh sumber daya organisasi untuk
bergerak bersama dalam satu tekad, bahasa, dan satu langkah
mewujudkan visi dan misi.
Langkah 2 - Penajaman Prioritas / Pemilihan Focus Area
Gambar: 4.1
Penajaman Prioritas/Pemilihan Focus Area
Sumber: Vincent Gaspersz: 2004
Sebagaimana diungkapkan pada uraian sebelumnya
bahwa instansi pemerintah dewasa ini,disatu sisi dihadapkan
pada tantangan dan tuntutan untuk memberikan pelayanan
publik yang prima dan berkualitas; dan di sisi lainnya instansi
pemerintah juga dihadakan pada kendala keterbatasan sumber
daya publik (anggaran, SDM, dan sarana) untuk memberikan
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan keterbatasan sumber daya tersebut, instansi
pemerintah dituntut untuk mampu menajamkan prioritas pada
bidang (focus area) yang akan diutamakan di dahulukan (First
things First). Dalam pengertian ini, dengan keterbatasan sumber
daya, tidak seluruh bidang tugas harus dilaksanakan oleh
instansi pemerintah pada saat atau pada tahun anggaran yang
sama. Perspektif renstra dengan periode jangka menengah (5
tahunan), menuntun instansi pemerintah untuk lebih
memfokuskan pada bidang tertentu yang mempunyai dampak
(multiplier effect) yang lebih besar bagi pencapaian visi dan misi.
Penajaman prioriotas, bukan berarti mengabaikan sektor atau
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bidang lainnya, tetapi lebih merupakan upaya mensinergikan
pembangunan bidang lain tersebut pada focus area yang
dijadikan prioritas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap
proses bisnis pelayanan publik serta pemetaan strategi (stategic
mapping) perlu mendapatkan perhatian instansi pemerintah
ketika menyusun perencanaan program dan penganggarannya.
Kelemahan dalam praktik penyusunan prioritas program
pada instansi pemerintah dewasa ini adalah proses perencanaan
yang lebih terfokus pada upaya alokasi anggaran pada semua
sektor secara proporsional dan bukan pada capaian kinerja yang
diinginkan dan dijadikan prioritas tahunan. Perencanaan dan
penganggaran yang berbasis kinerja belum menjadi paradigma
dan pola pikir instansi pemerintah. Penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) pada pemerintah daerah masih merupakan
upaya rutinitas tahunan alokasi anggaran per sektor daripada
upaya pencapaian kinerja. Dengan pola pikir demikan, maka
seluruh sektor atau bidang akan menjadi prioritas pada satu
tahun anggaran.
Penyusunan program lebih cenderung memenuhi
kepentingan-kepentingan jangka pendek yang bersifat
“URGENT” dan menomorduakan pertimbangan apakah
program tersebut merupakan program yang “PENTING” dan
layak dijadikan prioritas. Dengan mempertimbangkkan urgensi
dan arti penting program, maka penetapan prioritas dapat
dilakukan secara berturut-turut sebagai berikut:
- Prioritas pertama: Program yang “PENTING” dan belum
“TIDAK URGENT”
- Prioritas Kedua: Program yang “PENTING” dan “URGENT
- Sedangkan program yang “Tidak PENTING” tetapi
“URGENT”, seharusnya mulai dikurangi dan agar dihindari
pelaksanaan program yang “TIDAK PENTING” dan
“TIDAK URGENT”.
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Sebagai contoh : program yang penting dan Belum urgent
seperti pemasangan sistem hidran pemadam kebakaran pada
setiap gedung, sedangkan program yang penting dan urgent
adalah kegiatan pemadaman kebakaran. Penyusunan program
harus lebih memprioritaskan program yang penting tetapi
belum urgent (lebih bersifat pencegahan dan berdampak jangka
panjang), seperti pemasangan sistem hidran pemadam
kebakaran daripada program pemadaman kebakaran, tang lebih
bersifat penanganan masalah (represif dan telah menimbulkan




Sumber: Vincent Gaspersz: 2004
Langkah 3 - Penyusunan Indikator Kinerja yang realistis
Manajemen kinerja berusaha untuk mampu menjawab
keberhasilan atau kegagalan suatu program prioritas dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu,harus
ada ukuran yang akurat, realistis dan menyeluruh untuk
menetapkan tingkat capaian kinerja yang disebut indikator
kinerja.
Ukuran-ukuran kinerja (indikator kinerja) yang
menyeluruh harus terkait dengan misi, tujuan dan sasaran
program prioritas. Ukuran kinerja yang bersifat menyeluruh
harus memperhatikan berbagai aspek sekaligus, baik aspek
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kualitas, kuantitas, efisiensi dan ketepatan waktu. Selain itu,
ukuran kinerja harus memiliki kemampuan untuk mengukur
dengan akurat (measurability), dapat dipercaya (sahih/valid),
memberikan tanggung jawab yang jelas, memperhatikan
prioritas dan berguna untuk pelanggan internal dan eksternal,
pemangku kepentingan (stakeholders) serta pengambil keputusan
(Vincent Gespertsz: 2004 hal. 57). Dengan katalain, ukuran
kinerja (indikator kinerja) harus memenuhi aspek
kualintas,kualitas, efisiensi dan ketepatan waktu. Kriteriaumum
yang sering digunakanadalah kriteria SMART (spesific,
measurable, achivable, result oriented dan timeliness).
Satu hal yang penting harus diperhartikan, bahwa kriteria
kinerja (indikator kinerja) yang ditetapkan sebaiknya merupakan
indikator hasil (outcome) dan bukan sekedar indikator keluaran
(output). Berdasarkan kriteria dan pertimbangan dalam
pemilihan indikator kinerja, Indikator hasil (outcome) lebih
menunjukkan kualitas sebuah keluaran (output) yang dapat
memberikan manfaat (tepat waktu).
Kelemahan penetapan indiaktor kinerja pada instansi
pemerintah sebagian besar menetapkan indikator keluaran
(output) dan bukan hasil (outcome). Indikator keluaran hanya
memberikan gambaran ukuran kuantitatif dan tidak
menunjukkan ukuran kualitas sebuah keluaran. Indikator
demikian, berpotensi besar memberikan gambarran yang
menyesatkan dan mengarahkan kepada hal yang salah dalam
pengambilan keputusan.
Sebagai contoh : Indikator Kinerja: “jumlah kasus yang
ditangani” merupakan indikator keluaran (output) yang hanya
berorientasi pada ukuran kuantitas dan belum memberikan
ukuran kualitatif seperti manfaat. Indikator ini akan
memberikan gambaran yang mengarahkan anggota organisasi
untuk bekerja hanya sekedar meyelesaikan kasus yang diproses
(yang penting selesai) dan mengabaikan kualitas proses
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penangannya. Indikator seperti demikian, seharusnya direvisi
dengan mengarahkan pada indikatorhasil (outcome), seperti:
“jumlah kasus yang dimenangkan di pengadilan”. Indikator ini
lebih menunjukkan ukuran kualitatif, tanpa mengabaikan
ukuran kuantitatif serta ketepatan waktu proses penanganan
kasus; artinya, jika proses penanganan kasus ditangani secara
profesional, maka penanganan kasus tersebut akan mampu
dimenangkan di pengadilan dan memberikan hasil
penyelamatan kerugian keuangan negara.
Langkah 4 - Penganggaran yang Rasional dan Efektif
Manajemen kinerja akan terlaksana dengan baik jika
didukung dengan suatu mekanisme penganggaran yang
berbasis pada pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam tahap sebelumnya (langkah #3). Mekanisme
penganggran ini dikenal dengan istilah Penganggaran Berbasis
Kinerja. Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan metode
penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap
pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan
keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisisiensi dalam
pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil
tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.
(DPKU-BPKP: 2005: 28-29).
Cara untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
tersebut dituangkan dalam strategi berupa kebijakan dan
program kerja/kegiatan yang diikuti dengan pembiayaan pada
setiap tingkat pencapaian tujuan. Elemen-elemen yang penting
untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja
adalah:
a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
b. Pengumpulan informasi yang sistimatis atas realisasi
pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga
dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.
Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat
Akuntabilas Kinerja Penelitian 89
digunakan dalam manajemen perencanaan, pemrograman,
penganggaran dan evaluasi.
Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu
keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis
kinerja, yaitu:
a. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen
organisasi.
b. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.
c. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan
tersebut (uang, waktu dan orang).
d. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas.
e. Keinginan yang kuat untuk berhasil.
Sarana yang harus disiapkan agar pelaksanaan PBK dapat
berhasil antara lain:
a. Indikator kinerja , ukuran keberhasilan yang akan dicapai
dari program/kegiatan yang direncanakan
b. Capaian/target kinerja; ukuran prestasi yang akan dicapai
(kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas);
c. Analisis standar belanja; penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
kegiatan;
d. Standar satuan harga; harga standar setiap satuan unit barang
yang berlaku di suatu daerah dengan SK Kepala Daerah;
e. Standar pelayanan minimal; tolok ukur kinerja (jenis dan
mutu pelayanan dasar)
Langkah 5 - Fit & Proper Test : Participative Leadership
Melalui penerapan manajemen kinerja, maka
kepemimpinan suatu instansi menerapkan Prinsip
Kepemimpinan Partisipatif (Partisipative Leadership). Dalam
prinsip ini, setiap kepemimpinan di instansi yang diseleksi
melalui upaya Fit and proprer Test, akan menerapkan prinsip
partisipatif dengan pokok-pokok sebagai berikut:
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a. Kepemimpinan adalah upaya membimbing seluruh anggota
organisasi mencapai tujuan/ sasaran/ indikator kinerja utama
yang telah ditetapkan (The Leadership is to lead achieving goals)
b. Setiap level kepemimpinan memberikan kontribusi Kinerja
kepada capaian instansi instansi diatasnya. Setiap level
kepemimpinan bertanggung jawab & akuntabel terhadap
pencapaian kinerja.
Sebagai contoh dalam kasus pemerintahan daerah,
Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pencapaian hasil
(outcome). Kepemimpinan dibahawahnya adalah para Kepala
Dinas (eselon II), para Kepala Bidang (eselon III) dan setiap
Kepala Seksi. Setiap jenjang kepemimpinan pemerintahan
daerah mulai dari staf, eselon IV, III, dan II akan memberikan
kontribusi kinerja yang bermanfaat bagi pencapaian kinerja pada
pimpinan level atasnya.
Kondisi ini dapat terjadi, penyusunan indikator kinerja
harus dilakukan mulai dari tingkatan yang paling bawah (Staf /
eselon IV) sampai dengan Kepala Daerah dan DPRD.
Selanjutnya, Kepala SKPD berkewajiban untuk meneruskan
kontrak kinerja nya dengan membagi kinerja tersebut ke masing-
masing level pimpinan.
Melalui penerapan partisipative leadership tersebut, setiap
tingkatan mempunyai peran dan memberikan kontribusi
kinerjanya kepada pimpinan level atasnya.
Langkah 6 - Penandatanganan Kontrak Kinerja
Setiap jenjang kepemimpinan menandatangani Kontrak
Kinerja yang disertai kewenangan penuh terhadap pengelolaan
sumber daya, baik keuangan, sumberdaya manusia serta sarana
dan prasarana.
Dalam struktur pejabat pengelola keuangan negara di
pemerintahan di Indonesia, kewenangan penuh ini diberikan
kepada pejabat Pengguna Anggaran. Pengguna anggaran
berwenang untuk menyusun dokumen anggaran, melaksanakan
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anggaran, memerintahkan pembayaran atas beban anggaran
negara, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara.
Penyusunan kontrak kinerja ini harus jelas mencantumkan
butir-butir kontrak kinerja yang akurat yaitu antara lain
meliputi:
a. Indikator kinerja yang jelas yaitu berupa indikator
kinerja utama (IKU) serta target yang harus dicapai
selama tahun anggaran. Dalam pelaksanaan
akuntabilitas di Indonesia ditetapkan dalam bentuk
Penetapan Kinerja (TAPKIN).
b. Sumber Daya Organisasi yang diberikan oleh pemberi
mandat berupa anggaran, yang dituangkan dalam
bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA
ini disusun oleh penerima mandat mengacu pada target
kinerja yang disepakati dan disanggupi untuk dicapai
sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Penetapan
Kinerja (TAPKIN).
Kontrak kinerja ini harus ditandatanganni antara pemberi
mandat (pimpinan) kepada penerima mandat sebagai pelaksana,
misalnya antara Presiden (Pemberi Mandat) dengan
Menteri/Pimpinan Lembaga (Penerima Mandat), atau Kepala
daerah (Bupati, Walikota, Gubernur) dengan Kepala SKPD
(Kepala Dinas). Selanjutnya, secara hirarkis kontrak kinerja ini
akan diteruskan sampai kepada jenjang kepemimpinan yang
paling bawah, seperti dari Kepala Dinas kepada Kepala Bidang,
Kepala Bidang kepada Kepala seksi, dst.
Langkah 7 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Kinerja
Pelaksanaaan manajemen kinerja yang didukung dengan
anggaran berbasis kinerja akan dapat terlaksana dengan baik,
jika infrastruktur administrasi publik telah terbangun dengan
baik. Selama ini, menerapkan laporan kinerja (LAKIP) tetapi
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belum didasarkan pada sistem informasi manajemen kinerja
yang handal dan kurat. Dengan demikian, hasil yang
dituangkan dalam LAKIP pun masih diragukan keakuratannya.
Oleh karena itu, sudah saatnya dibangun Sistem Informasi
Manajemen Kinerja yang dioperasikan dengan basis teknologi
informasi (TI). Dengan SIM Kinerja ini, akan diperoleh data-
data akurat tentang kondisi kinerja pemerintah yang riil dan
akurat.
SIM kinerja harus dirancang untuk memenuhi penerapan
manajemen berbasis kinerja, baik dalam penyusunan rencana
stratejik, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta
pelaporan kinerja secara terintegrasi dan komprehensif. Dengan
data dan informasikinerja yang akurat tersebut, akan dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan
oleh para manajer pengambil keputusan, baik untuk
meningkatkan kinerja yang akan datang maupun merevisi
rencana kinerja dan anggaran tahun sebelumnya, jika
diperlukan.
Langkah 8 - Pengendalian dan Pemantauan Program (Program
Review)
Kaidah umum dalam manajemen meliputi unsur
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
Pengendalian merupakan salah satu unsur penting dalam
manajemen untuk selalu melihat kesesuaian pelaksanaan
program dengan rencananya. Pengendalian program dilakukan
secara terus menerus, tidak perlu menunggu sampai dengan
selesainya suatu program. Pengendalian secara terus menerus
ini dilakukan melalui proses reviu yang kontinyu dan
berkelanjutan meliputi 3 perspektif reviu program yaitu reviu
relevansi program, reviu efektivitas kinerja program dan reviu
efisiensi program.
a. Reviu atas relevansi program
Reviu atas kesesuaian program terhadap tujuan dan
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sasaran yang akan dicapai. Apakah program dan sasaran yang
dilaksanakan secara logis akan mampu mencapai tujuan dan
sasaran yang ditetapkan. Apakah program yang telah
dilaksanakan telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat
(community needs), sebagai pelanggan utama instansi
pemerintahan.
b. Reviu atas kinerja program
Reviu atas pelaksanaan program dan tingkat capaian
kinerja program terhadap target kinerja yang ditetapkan.
Apakah program telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai
dengan target yang telah ditetapkan? Jika terjadi kesenjangan
capaian kinerja (performence gap),maka dilakukan evaluasi atas
hambatan dan kendala pencapaian target tersebut serta
dicarikan solusi pemecahan masalah untuk mempercepat
pencapaian capaian kinerja.
c. Reviu atas efisiensi program
Reviu atas penggunaan sumber daya organisasi untuk
pelaksanaan program telah dilakukan secara ekonomis dan
efisien? Dalam reviu pengelolaan sumber daya ini perlu
diberlakukannya standar-standar penilaian seperti standar
belanja umum atau standar harga untuk mereviu keekonomisan
suatu pengeluaran dana, sarana dan prasarana. Standar belanja
khusus serta standar pelayanan minimal,juga perlu diterapkan
dalam mengukur tingkat keefisienan pelaksanaan suatu
program/kegiatan.
Hasil dari reviu yang berupa kesenjangan, hambatan dan
kendala harus segera ditindaklanjuti pada saat terjadinya, tanpa
harus menunggu program selesai dilaksanakan. Tindak lanjut
yang dilakukan mungkin berupa perbaikan, serta pemecahan
masalah atas hambatan dan kendala yang dihadapi.
Langkah 9 - Pelaporan Tahunan Akuntabilitas Kinerja
Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sarana
komunikasi dan informafasi untuk melaporkan keberhasilan /
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kegagalan pelaksanaan amanah, tingkat capaian kinerja yang
telah dicapai hingga saat ini, serta evaluasi atas keberhasilan
maupun kegagalan pencapaian kinerja. Beberapa butir penting
yang harus dilaporkan dalam laporan kinerja ini meliputi :
a. Tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi
yang ditunjukkan dari tingkat capaian indikator kinerja
utama (key performance indicator) instansi pemerintah; seperti
kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat, kinerja
peningkatan pelayanan aparatur, kinerja peningkatan daya
saing
b. Tingkat capaian kinerja program yang ditunujukkan dengan
tingkat capaian indikator kinerja sasaran program yang
berorientasi pada pencapaian hasil suatu program (outcome);
seperti capaian indikator kinerja program wajib belajar 12
tahun berupa tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) setiap
jenjang pendidikan, tingkat capaian penurunan tingkat
kematian Balita, dsb.
c. Evalusi atas kesenjangan capaian kinerja (performance gap)
yang melaporkan kesenjangan capaian kinerja yang terjadi
serta hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja, baik
internal maupun eksternal. Informasi atas hasil evaluasi ini
merupakan informasi utama dan sangat penting yang harus
dilaporkan dalam LAKIP, karena informasi ini bermanfaat
bagi manajemen dalam mengambil keputusan guna
merumuskan strategi lanjutan untuk perbaikan peningkatan
kinerja pada periode berikutnya.
d. Akuntabilitas pengelolaaan sumber daya organisasi, baik
sumber daya keuangan, manusia, maupun sarana dan
prasarana. Informasi ini sebagai sarana pertanggungjawaban
atas efisisiensi dan kehematan atas penggunaaan sumber
daya dalam pencapaian kinerja yang telah dilaporkan.
e. Rekomendasi dan saran berupa strategi pemecahan masalah
atas beberapa permasalahan yang telah dilaporkan. Informasi
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ini antara lain memuat alternatif-alternatif strategi yang
disarankan untuk manajemen dalam rangka perbaikan dan
peningkatan kinerja pada periode berikutnya.
Langkah 10 - Performance Evaluation Jangka menengah
Pada akhir tahun atau pada akhir periode rencana stratejik
jangka menengah (renstra/RPJM) dilakukan evaluasi atas
pelaksanaan program sekaligus penilaian kinerja atas hasil
pembangunan yang dilaksanakan selama beberapa periode:
apakah telah mencapai tujuan dan sasaran dalam renstra.
Evaluasi strategi program jangka menegah tersebut meliputi :
a. Evaluasi Kelayakan (Appropriate Evaluation)
Mengevaluasi apakah program-program pemerintah telah
menyentuh kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan
masyarakat (community needs)
b. Evaluasi atas efektivitas program (Effectiveness
Evaluation)
Bagimana pencapaian hasil proses pembangunan ?
Apakah masyarakat telah sejahtera? Apakah pelayanan telah
memuaskan masyarakat ? Apakah kondisi daerah mempunyai
daya saing atau keunggulan untuk dikembangkan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
c. Evaluasi atas efektivias biaya pelaksanaan program dan
Evaluasi atas efisiensi pelaksanaan program(Efficiency &
Cost Effectivness Evaluation)
Bagaimana proses manajerial pemerintahan apakah telah
berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah tata
kelola pemerintahan yang baik yang ditunjukkan dengan
indikator tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
D. Pandangan dasar, Prinsip, Kebijakan, dan Orientasi
Penerapan Konsep Manajemen Kinerja di Indonesia
1. Pandangan Dasar Sistem Manajemen Kinerja
Bacal (1998) mengungkapkan lima pandangan dasar dalam
sistem manajemen kinerja., yaitu:
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a. Model integratif untuk kinerja organisasi. Pada pandangan
ini, manajemen kinerja sebagai suatu struktur sistem
integratif yang saling berkesinambungan antar aspek.
Sehingga, keberhasilan manajemen kinerja ditentukan oleh
keseluruhan aspek yang ada dalam suatu organisasi, tidak
ditentukan bagian per bagian.
b. Fokus pada proses dan hasil. Manajemen kinerja menjadi
suatu sistem yang tidak hanya berorientasi pada hasil
(pandangan tradisional). Proses menjadi salah satu aspek
penunjang yang penting dalam penentuan hasil yang baik.
c. Keterlibatan pihak yang berkaitan dalam pencapaian tujuan.
Pekerja sebagai subyek utama yang melakukan proses bisnis
organisasi secara langsung. Maka dari itu, keterlibatan pihak
yang berkaitan (pekerja) menjadi penunjang dalam
pencapaian tujuan organisasi.
d. Penilaian kinerja objektif dan mengena pada sasaran.
Manajemen kinerja mencakup penilaian kinerja objektif dan
sesuai dengan sasaran tiap bagian organisasi yang berkaitan.
Akhirnya, hal ini berpotensi pada dampak positif dari
penilaian kinerja yang sukses dan terstruktur.
e. Evaluasi dan pembelajaran antara atasan dan bawahan.
Manajemen kinerja yang baik mampu menyediakan suatu
hasil evaluasi kinerja terukur. Hasil evaluasi dapat
memberikan informasi pada pihak terkait (atasan maupun
bawahan). Informasi mengenai hasil evaluasi dapat menjadi
sarana pembelajaran dan penentu tindakan perbaikan di
masa mendatang.
2. Prinsip Dasar Manajemen Kinerja




c. Memiliki tanggung jawab
d. Dirasakan seperti bermain
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e. Terdapat perasaan kasihan
f. Terdapat perumusan tujuan
g. Terdapat konsensus dan kerja sama
h. Sifatnya berkelanjutan
i. Terjadi komunikasi dua arah
j. Memperoleh umpan balik
3. Model Manajemen Kinerja
Model Manajemen kinerja adalah proses tentang
dijalankan dan di ungkapkannya manajemen kinerja dengan
cara yang berbeda beda, dari yang sangat sederhana dan
mendasar sampai pada proses yang mendalam. Menurut
Wibowo (2007:110), ada 5 model manajemen kinerja yang mukin
untuk diterapkan, diantaranya sebagai berikut :
a. Model Deming
Gambar: 4.3
Model Manajemen Kinerja Deming
Sumber: Wibowo (2007)
Model Deming menjelaskan proses manajemen kinerja
dimulai dengan menyusun:
1) Menyusun Rencana
2) Melakukan tindakan pelaksanaan
3) Memonitor jalan dan hasil pelaksanaan
4) Mereview atau peninjauan
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Hasil dari mereview dapat menyimpulkan kemajuan telah
dicapai sesuai dengan rencana. Namun,dapat terjadi deviasi
antara rencana dengan kemajuan yang telah dicapai. Dalam
keadaan seperti itu perlu dilakukan tindakan untuk
memperbaiki kinerja agar tujuan yang direncanakan dapat
tercapai.
b. Model Torrington dan Hall
Torrington dan Hall menggambarkan proses manajemen
kinerja dengan cara merumuskan terlebih dahulu harapan
terhadap kinerja dan hasil dari suatu kinerja. Kemudian,
ditentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk
mencapai tujuan. Setelah itu di lakukan penilaian dan langkah
terakhir pengelolaan terhadap standar kinerja.
Gambar: 4.3
Model Manajemen Kinerja Torrington dan Hall
Sumber: Wibowo (2007)
c. Model Costello
Proses manajemen yang di kemukakan oleh Costello
di mulai dengan perencanaan sehingga dapat dibuat
rencana dalam bentuk kinerja dan pengembangan. Untuk
meningkatkan kinerja degan cara Coaching pada SDM dan
Pengukuran kemajuan kinerja. Coaching dan Review
dilakukan berkala dan akhir tahun untuk meninjau
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pengembangan kinerja. Hasil dari penilaian untuk
menjadikan umpan balik di rencana tahun berikutnya.
Berikut gambaran model Costello:
Gambar: 4.5
Model Manajemen Kinerja Costello
Sumber: Wibowo (2007)
d. Model Armstrong dan Baron
Proses Manajemen kinerja merupakan serangkaian
aktivitas yang di lakukan secara berurutan agar dapat
mencapai hasil yang di harapkan. Siklus manajemen
kinerja sebagai sekuen atau urutanyang di sajikan dalam
bentuk gambar dan penjelasan sebagai berikut:
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Gambar: 4.6
Model Manajemen Kinerja Armstrong dan Baron
Sumber: Wibowo (2007)
Dari gambar: 4.6, Armstrong dan Baron,
menkonsepsikan Manajemen Kinerja, kepada delapan
komponen sebagai berikut:
1) Misi dan tujuan strategis titik awal dari proses manajemen
kinerja dan dijadikan sebagai acuan untuk tingkat di
bawahnya. Perumusan misi dan tujuan organisasi ditujukan
untuk setiap kegiatan harus sejalan dan di harapkan dapat
memberikan kontribusi pada prestasi.
2) Rencana dan Tujuan bisnis dan Departemen merupakan
penjabaran dari misi dan tujuan organisasi.
3) Proses kesepakatan kinerja menjadi mudah jika kedua pihak
menyiapkan pertemuan dengan mereview ulang progress
terhadap sasaran yang disetujui.
4) Rencana Kinerja dan Pengembangan merupakan Eksplorasi
Bersama tentang yang perlu dilakukan dan di ketahui
individu untuk memperbaiki kinerja dan mengembangkan
keterampilan serta kompetensinya, Manajer dapat
memberikan dukungan dan bimbingan.
5) Tindakan Kerja dan Pengembangan: Manajemen kinerja
dapat membantu orang untuk bertindak sehingga mencapai
hasil yang sudah di rencanakan.
6) Monitoring dan Umpan Balik berkelanjutan: Konsep
terpenting manajemen kinerja adalah proses mengelola dan
mengembangkan standar kinerja yang baik dan secara normal
tentang menetapkan arah,monitoring dan mengukur kinerja.
7) Review Formal dan Umpan balik: Dalam melakukan review
secara formal pimpinan memberikan kesempatan individu
untuk memberikan komentarnya. Hasil dari review dapat
memberikan umpan balik bagi kontrak kerja.
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8) Penilaian Kinerja dan Menyeluruh; Dengan memperhatikan
hasil atau prestasi kerja dapat di tetapkan penilaian kinerja
e. Model Ken Blanchard dan Garry Ridge
Model Manajemen Kinerja menurut Ken Blanchard dan
Garry Ridge cukup sederhana dan disebut sebagai sistem.
Menurut Ken Blanchard dan Garry Ridge Manajemen kinerja
yang efektif terdiri dari tiga bagian, yaitu:
1) Perencanaan kinerja
2) Coaching setiap hari
3) Evaluasi kinerja
Dari ketiga bagian tersebut yang paling menyerap waktu
manajer adalah evaluasi kinerja karena manajer harus menilai
kinerja tahunan dari masing-masing orang.
4. Kebijakan Penerapan Manajemen Kinerja di Indonesia
Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah
penataan manajemen pemerintahan pusat dan daerah (provinsi,
kabupaten, kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena
keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan
manajemen di dalam birokrasi pemerintahan untuk
melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif.
Dewasa ini, terminologi “kinerja” menjadi ikon dalam seluruh
tahapan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun
di daerah.
Penerapan dan pembaharuan manajemen berbasis kinerja
di Indonesia sebenarnya telah dilaku kan pemerintah sejak
diterbitkan nya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang
selanjutnya diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 yang terkait dengan Penetap an Kinerja sebagai bagian
yang integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya dalam membangun
kepemerintahan yang berorientasi pada hash'. Sistem AKIP yang
merupakan salah satu wujud dari penerapan manajemen
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berbasis kinerja mencakup:
a. perencana an strategik yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran);
b. perencanaan kinerja yang meliputi sasaran, program,
kegiatan dan indikator kinerja;
c. pengukuran kinerja yang mencakup kinerja kegiatan
dan kinerja sasaran;
d. pelaporan kinerja yang dituangkan dalam dokumen
Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).
Pada perkembangan selanjutnya juga telah diterbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain
mengamanatkan perlunya pengembangan sistem akuntabilitas
yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran,
akun tansi pemerintahan, dan pengawas an.
Terkait dengan penerapan manajemen berbasis kinerja
tersebut, Sjahruddin Rasul (2005) menyatakan bahwa:
"…..Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah
diterapkan di Indonesia memiliki beberapa komponen yang
memenuhi kriteria dalam siklus manajemen berbasis kinerja, yaitu:
(1) perencanaan strategis; (2) rencana kinerja tahun an yang
menekankan komitmen organisasi untuk mencapai basil tertentu
sesuai dengan rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber
daya yang dianggarkan; (3) penetapan (kontrak) kinerja yang
didesain untuk menyediakan sebuah proses meningkatkan komitmen
untuk mengukur kinerja dan membangun akuntabilitas serta
kesediaan untuk membuat organisasi menjadi transparan; (4)
pengukuran dan evaluasi kinerja; serta (5) laporan kinerja yang
dipublikasikan tahun an. (Rasul, 2005: 77).
Implikasi dari itu, berbagai praktik untuk memperbaiki
akuntabilitas dan kinerja pada dasarnya (Sjahruddin Rasul, 2008.
64), mencakup lima tingkatan akuntabilitas, yaitu:
a. Tingkatan Sosial, yaitu bahwa suatu proses konsultasi
public harus ditetapkan untuk membangun visi jangka
panjang dan tujuan yang lugs dari masyarakat. Dalam kaitan
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ini, suatu laporan perkembangan tahunan harus disiapkan
untuk publik;
b. Tingkatan Pemerintah, yaitu pemerintah menyiapkan Renstra
yang mengikhtisarkan prioritas 5 tahun selama berkuasa,
pemerintah juga bisa menyiapkan perencanaan fiskal/
anggaran yang multi-tahun (medium term expenditure
framework), indikator kinerja program rnenjadi bagian dari
proyeksi tahunan, penganggran berbasis kinerja harus
dilakukan, suatu manajemen keuangan yang fleksibel harus
ditetapkan dengan agak kurang menekankan kepada
pengendalian input dan Iebih pada pengendalian hasil
program;
c. Tingkatan Korporat, para menteri dan pimpinan BUMN
menyiapkan Renstra dan business plan terkait dengan
prioritas pemerintah, suatu renstra harus mengidentifikasi
bisnis apa yang ada dalam misi organisasi, tujuan, startegi
untuk mencapainya, suatu business plan dibuat untuk
mengidentifikasi sa saran manajemen dan ukuran kinerja,
program dan kegiatan, serta prakiraan sumber daya yang
digunakan, pelaporan yang efektiof dibuat untuk penyiapan
anggaran pemerintah dan ke lembaga DPR;
d. Tingkatan Program, ukuran kinerja dikembangkan dan
sistem informasi diselaraskan untuk me ngumpulkan data
kinerja, kontrak/ penetapan kinerja harus ditetapkan, kinerja
dimonitor terus menerus, evaluasi program yang kompre
hensif dilaksanakan, value for money audit dilakukan oleh
auditor internal dan/atau auditor eksternal, pelatihan kepada
penanggungjawab program untuk peningkatan implementasi
manajemen ber orientasi hasil dilakukan secara berkelanjutan;
e. Tingkatan individual, penetapan kinerja pegawai atau
individual harus ditetapkan, pen didikan den pelatihan
manajemen kinerja kepada pegawai harus dilakukan secara
berkelanjutan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi
Birokrasi menekankan penyelenggaraan pemerintahan kepada
tiga aspek yaitu kelembagaan, sumber daya manusia dan ketata
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laksanaan. Aspek terakhir disebut juga business process, yang
tidak lain adalah manajemen kinerja.
Dengan bergulirnya reformasi manajemen pemerintahan
yang antara lain ditandai terbitnya Inpres No 7/1999, UU No
25/2004, UU No 17/2003, UU No 1/2004, Inpres No 5/2004, UU
No 32/2004, UU No 33/2004, PP No 6/2006, PP No 39/2006, PP No
40/2006 dan peraturan lainnya, maka penerapan manajemen
yang berorientasi pada peningkatan kinerja atau disebut pula
“manajemen kinerja” di lingkungan instansi pemerintah
merupakan suatu keniscayaan.
Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diemban
kepadanya. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi
pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik
dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi,
dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
BAB V
MODEL MANAJEMEN PERENCANAAN
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erencanaan Penelitian sering pula disebut sebagai desain
Penelitian. Rancangan Penelitian merupakan prosedur
atau langkah-langkah aplikatif Penelitian yang berguna sebagai
pedoman dalam melaksanakan Penelitian ilmiah bagi si peneliti
yang bersangkutan. Rancangan Penelitian harus ditetapkan
secara terbuka sehingga orang lain dapat mengulang prosedur
yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran Penelitian
ilmiah yang telah dilakukan peneliti.
Perencanaan dan penganggaran Penelitian merupakan
kegiatan awal yang dilakukan para dosen/peneliti untuk
menyusun rencana kebutuhan, kegiatan dan rencana
pengeluaran biaya Penelitian , dengan merujuk pada ketentuan
penggunaan keuangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, terutama yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor
33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2017; dan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia, Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya
Keluaran Tahun Anggaran 2017;
Orang yang terlibat dalam penelitian ilmiah dan berperan
sebagai sumber data disebut subjek penelitian. Seringkali subjek
Penelitian berkaitan dengan populasi dan sampel Penelitian
Apabila Penelitian ilmiah yang dilakukan menggunakan sampel
Penelitian dalam sebuah populasi penelitian, maka peneliti
harus berhati-hati dalam menentukannya. Hal ini dikarenakan,
Penelitian yang menggunakan sampel sebagai subjek Penelitian
akan menyimpulkan hasil penelitian yang berlaku umum
terhadap seluruh populasi, walaupun data yang diambil hanya
merupakan sampel yang jumlah jauh lebih kecil dari populasi
penelitian. Pengambilan sampel penelitian yang salah akan
mengarahkan peneliti kepada kesimpulan yang salah pula.
Sampel yang dipilih harus merepsentasikan populasi Penelitian.
P
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Dalam menuju akuntabilaitas kinerja penelitian, bagian ini
menjajikan model Manajemen Perencaan Kegiatan Penelitian
Berbasis Kinerja.
A. Identitas Kegiatan
Secara operasional Rencana kegiatan Penelitian Kesiapan
PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat
Keterangan Pendamping Ijazah, dituangkan dalam bentuk Term
Of Reference (TOR). TOR merupakan outline dari suatu kegiatan,
yang mendiskripsikan tujuan dan struktur suatu kegiatan/
proyek, negosiasi, pertemuan dll sebelum kegiatan dimulai. TOR
dalam kegiatan Penelitian ini, mencakup hal-hal sbb:
1. Nama kegiatan
Judul Penelitian: Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung
Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah:
Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan
Banten.
2. Latar belakang kegiatan
Keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaam Islam Swasta
(PTKIS) di lingkungan KOPERTAIS Wilayah II Jawabarat dan
Banten tidak kurang dari 119 PTKIS, pada umumnya, belum
menerapkan kebijakan SKPI pada lulusannya. Padahal PTKIS,
Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan S-1- yang ditempuh kurang lebih 4 tahun (8
semester) untuk S1, kurang lebih 3 tahun (6 semester) untuk
Diploma. Lulusannya diharapkan sudah memiliki Kompetensi
yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kompetensi (lulusan)
berarti kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi perlu dimiliki oleh
setiap lulusan karena itu, dapat pastikan mereka setelah lulus
akan terjun ke masyarakat dan akan bersaing dengan lulusan
dari perguruan tinggi lainnya. Hal itu, harus dibuktikan dengan
pemilikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
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Bedsakan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip
Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan
Tinggi Keagamaan. Berlaku sejak tangal petetapannya. Tanggal
12 Januari 2016.
Dengan adanya kebijakan tersebut, maka tujuan Penelitian
ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kesiapan;
sumberdaya manusia PTKIS dalam menerapkan SKPI,
infrastruktur pendukung PTKIS dalam menerapkan SKPI, dan
komitmen organisasi PTKIS dalam menerapkan SKPI.
3. Tujuan, penetilian
Mencermati berbagai fenomena dari perkembangan
manajemen pendidikan dan pemanfaatannya di dalam dunia
pendidikan saat ini, maka bagaimana seharusnya pihak-pihak
terkait mengantisipasi perkembangan kebijakan manajemen
pendidikan serta pemanfaatannya tanpa kehilangan kontrol dan
landasan organisasi pendidikan yang antara lain menyangkut
efektivitas dan efisiensinya, khususnya dalam implementasi
kebijakan SKPI di PTKIS, maka Penelitian ini, memeiliki tujuan
umum dan tujuan khusus:
Secara umum, penelitin ini bertujuan untuk memperoleh
gambaran tentang Kesiapan PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan
Banten dalam mendukung Implementasi Kebijakan SKPI..
Secara khusus peneletian ini, bertujuan untuk:
a. Mendeskripsikan bentuk Komunikasi dalam menyiapkan
Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;
b. Mendeskripsikan kekuatan sumberdaya dalam menyiapkan
Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;
c. Mendeskripsikan bentuk disposisi dalam menyiapkan
Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;
d. Mendeskripsikan bentuk struktur birokrasi/organisasi dalam
menyiapkan Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS?
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B. Masukan Proses dan Target yang dihasilkan dari Kegiatan
1. Masukan/input Proses dan cakupan Output kegiatan
Untuk mengetahui tentang masukan/input Proses dan
cakupan Output kegiatan, dapat dilihat pada gambar 1 berikut:
INPUT PROSES OUTPUT
Gambar: 3.1
Masukan Proses dan cakupan Output kegiatan Penelitian
2. Target Hsil Penelitian diharapkan
a. Aspak Penafsiran kebijakan penerapan SKPI
dilingkungan PTKIS
Mendapatkan gambaran penafsiran kebijakan SKPI,
yaitu diperolehnya data informasi menganai pemahaman
khusus dalam mengimplemen tasikan, dikarenakan kebijakan
penerapan SKPI, bisa dikatakan tergolong kebijakan baru di
dunia Pendidikan Tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS.
Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu sangat
menentukan keberhasilan diterapkannya kebijakan ini.
Menafsirkan kebijakan SKPI menjadi program.
b. Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI, di PTKIS
Mendapatkan gambaran pengorganisasian implemetasi
kebijakan penenerapkan SKPI, yaitu diperolehnya data
informasi menganai: (1) desain organisasi dan struktur


























- Sikap atau attitudes
- Struktur birokrasi
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integrasi dan koordinasi; (4) perekrutan dan penempatan
sumber daya manusia, (5) hak, wewenang dan kewajiban, (6)
pendelegasian, (7) pengembangan kapasitas organisasi dan
kapasitas sumber daya manusia, dan (8) Budaya organisasi.
c. Strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS
Mendapatkan gambaran tantang implemetasi kebijakan
penenerapkan SKPI, yaitu diperolehnya data informasi
menganai: (1) struktur dengan strategi; (4) melembagakan
strategi; (5) mengoperasikan strategi; (6) menggunakan
prosedur untuk memudahkan implementasi.
d. Kendala yang dihadapi, dan Solusi dalam
mengiplemetasi Kebijakan SKPI di lingkungan PTKIS;
Mendapatkan gambaran tentang kendala dan solusi
implemetasi kebijakan penenerapkan SKPI, yaitu diperolehnya
data informasi menganai: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya (3)
Sikap (dispositions atau attitudes), dan )4) Struktur birokrasi.
C. Waktu, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
1. Waktu, ksanaan Kegiatan Penelitian
Perencanaan Waktu Kegiatan Penelitian mulai dari
pembuatan TOR Pelaksanaan sampai dengan penyusunan
penyerahan Laporan, direncanakan selama 6 bulan dan akan
dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus
2018. Bedasar pada Surat Perjanjian Kerja No.B 113/Un.05/V.2/
PP.00.9/03/2018. tanggal 21 Maret 2018. Penelitian “Kesiapan
PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten dalam mendukung
Implementasi Kebijakan SKPI” Waktu pelaksanaan selama 6
bulan, mulai tanggal 21 Maret sampai 20 Agustus 2018. Adapun,





Dasar: Surat Perjanjian Kerja No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018. tanggal 21 Maret 2018. Waktu pelaksanaan selama 6 bulan, mulai tanggal 21
Maret sampai 20 Agustus 2018.
Bulan Maret April Mei Juni Juli AgustusNo
Kegiatan Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ket.
1. Perencanaan √
2. Penyusunan TOR Penelitian √ √ √ √
3. Revew Ped/Instumen dg pakar √
5. Studi pendahuluan/observasi √ √ √ √
6. Penyebaran, Instrumen √
7. Penyusunan Bab I-II-III √ √ √
8. Pengumpulan data √ √ √ √ √ √
9. Pengolahan/analisis data √ √ √ √
10. Laporan Kegiatan 60% Termin.I √1
11. Validasi data ke lokasi √ √
12. Penyusuan Laporan √ √ √ √
13. Seminar Hasil Penelitian √
14. Editing/Proses HAKI/Publikasi JI √ √ √
15. Laporan 100% T.II (dg SPJB) √ √2
Ket: √1=Waktu Penyerahan Laporan Antara
√2=Waktu Penyerahan Laporan Antara
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2. Lokasi kegiatan
Lokasi kegiatan Penelitian ini, dilaksanakan di 24 PTKIS
Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, tampak pada tabel
3.2, berikut:
Tabel: 3.2
Sebaran Lokasi Kegiatan Penelitian
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Mathlauul Anwar


















5. FAI Univ Juanda Univ Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor
16720 Telp. (0251) 243357,
Bogor-Jawa
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9. STAI Sukabumi ST J1. Veteran I No. 36 PO
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11. STAI Agus Salim ST Jl. Jend. Urip Sumoharjo










13. STAI KHE. Z
Muttaqin
ST Jl. Baru Maracang Srikan
di No. 35, Purwakarta,
Purwakarta
Jabar
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1 2 3 4 5
14. STAI
Riyaduljannah
ST Jl. Raya Jalancagak Subang-
Jawa Barat
15. STAIS Dharma ST Jl. KH. Hasyim Asy'ari




16. STAI CIrebon ST Komplek Islamic Centre















































Keterangan: 3 Univ ; 3 Ins; dan 18- ST= 24 PTKIS
3. Pelaksana kegiatan
Pelaksana kegiatan Penelitian ini, serta tugas, tanggung
jawabnya, tampak pada tabel 3,3, berikut:
Tabel: 3.3
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D. Anggaran dan sumber Dana
1. Sumber Biaya Penelitian
Kegiatan Penelitian ini, dibiayai ddari Dana DIPA RM
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018. Perencanaan
dan penganggaran Penelitian merupakan kegiatan awal yang
dilakukan tim peneliti untuk menyusun rencana kebutuhan,
kegiatan dan rencana pengeluaran biaya Penelitian, dengan
merujuk pada ketentuan penggunaan keuangan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah, terutama Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia, Nomor 33/PMK.02/2016 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; dan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 106/PMK.02/2016
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
2. Dasar Penyusuna Rencana Anggaran Biaya Penelitian
Perencanaan dan penganggaran Penelitian ini, secara
teknis mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sebagai berikut:
a. Anggaran tidak mencantumkan honorarium peneliti, karena
Penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen
dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. Komponen biaya Penelitian , dapat mencakup biaya sebagai
berikut:
1) Komponen biaya persiapan/pra Penelitian ini, mencakup
pembiayaan:
(a) Penyusunan proposal mencakup narasumber
dalam forum diskusi dengan teman sejawat;
(b) Presentasi proposal, mencakup transportasi,
akomodasi dan narasumber;
(c) Persiapan Penelitian dapat mencakup penyusunan
instrumen, tryout instrumen dan lain sebagainya.
2) Komponen biaya pelaksanaan Penelitian ini, mencakup
pembiayaan:
(a) Pengumpulan data melalui penyebaran instrumen,
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observasi dan wawancara, meliputi belanja bahan,
biaya akomodasi, transportasi, honorarium,
pengumpulan data, dan lain-lain;
(b) Pengumpulan data dan validasi data, melalui focus
group discussion (FGD) mencakup belanja bahan,
akomodasi, transportasi dan lain- lain;
(c) Analisa data melalui teknik Deplhi, aplikasi
analisis data statistik melalui SPSS (Statistical
Product and Service Solutions), MOS (Model
Output Statistics) dan SEM (Structural Equation
Modeling) mencakup belanja bahan, transportasi
dan honoraroium pengolahan data dan lain-lain.
3) Komponen biaya pra pelaksanaan Penelitian ini,
mencakup pembiayaan:
(a) Seminar ekspose hasil Penelitian meliputi biaya
narasumber dan moderator, transportasi,
akomodasi dan belanja bahan
(b) Diseminasi melalui publikasi ilmiah jurnal dan
penerbitan buku hasil Penelitian, biaya layout,
penerjemahan dan pengiriman artikel;
(c) Pengurusan HKI/Paten, pembuatan poster, temu
lapangan, pelatihan profesi mencakup biaya
transportasi, akomodasi, dan sebagainya.
c. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta
pembelanjaan lainnya disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis
dan luas Penelitian;
d. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan Penelitian
dikenakan pajak yang besarannya sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
3. Rencana Pengunaan Biaya Penelitian
Berdasarkan pada Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1056
Tahun 2017, dan Surat Perjanjian Kerja No.B 113/Un.05/V.2/
PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. Biaya Penelitian
“Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan
SKPI”, dialokasikan sebasar Rp. 75.000.0000,- atas dasar itu,
maka rencanaan penggunaan biaya kegiatan Penelitian , dirinci
pada tabel 3.4, berikut:
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Tabel. 3.4








ATK 1 1 PK 503,000 503,000
Foto Copy ref &ref 1 1 PK 707,500 707,500
Konsumsi NS/Peserta 12 1 OA 45,000 540,000
Honor Narasumber Rapat 3 1 JPL 500,000 1,500,000
Uang Saku Peserta Rapat 7 1 OJ 150,000 1,050,000
Jumlah Sub A 4,300,500
B. Pelaksanaan Kegiatan
1. Alat Bahan
ATK 1 1 PK 800,500 800,500
Foto Copy ref &kel adm 1 1 PK 816,500 816,500
Konsumsi NS/Peserta 12 1 OA 45,000 540,000
2. Biaya Perjalan
Uang Harian 37 2 OH 430,000 31,820,000
Tiket PP 27 2 O/P 210,000 11,340,000
Penginepan 13 2 OH 120,000 3,120,000
3. Jasa Profesi
Tenaga Pembantu 7 24 OH 80,000 13,440,000
Honor Narasumber 3 1 JPL 500,000 1,500,000
Transfort Peserta Rapat 1 7 OJ 150,000 1,050,000
Pengolah Data 1 1 PK 1,500,000 1,500,000
Jumlah Sub B 65,927,000
C. Pasca Pelaksanaan
1. Alat Bahan
ATK 1 1 PK 515,000 515,000
Foto Copy &kel adm 1 1 PK 867,500 867,500
Konsumsi NS/Peserta 12 1 OA 45,000 540,000
Transport Lokal 2 1 PK 150,000 300,000
2.Jasa Profesi
Honor Narasumber 3 1 JPL 500,000 1,500,000
Transfort Peserta 7 1 OJ 150,000 1,050,000
Jumlah Sub C 4,772,500
Jumlah Total 75,000,000
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Tabel. 3. 5














1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Pra Kegiatan
ATK 1 1 PK 503,000 503,000 503,000
Foto Copy ref &ref 1 1 PK 707,500 707,500 707,500
Konsumsi NS/Peserta 12 1 OA 45,000 540,000 540,000
Honor Narasumber Rapat 3 1 JPL 500,000 1,500,000 1,500,000
Uang Saku Peserta Rapat 7 1 OJ 150,000 1,050,000 1,050,000
Jumlah Sub A 4,300,500 4,300,500 4,300,500
B. Pelaksanaan Kegiatan
1. Alat Bahan
ATK 1 1 PK 800,500 800,500 800,500
Foto Copy ref &kel adm 1 1 PK 816,500 816,500 816,500
Konsumsi NS/Peserta 12 1 OA 45,000 540,000 540,000
2. Biaya Perjalan
Uang Harian 37 2 OH 430,000 31,820,000 21.500,000 10.320.000
Tiket PP 27 2 O/P 210,000 11,340,000 8.224,000 3.116.000
Penginepan 13 2 OH 120,000 3,120,000 1.800.000 1,320.000
Jumlah Sub B.1 dan B.2 47,636.000 33.884,000 14.760.000
Jumlah Sub. A dan B.1-B.2 51,396,500 38.184.500 14.760.000 14.760.000
Jumlah dipindahkan 51,396,500 38.184.500 14.760.000 14.760.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah pindahan 51,396,500 38.184.500 14.760.000 14.760.000
3. Jasa Profesi
Tenaga Pembantu 7 24 OH 80,000 13,440,000 13,440,000
Honor Narasumber 3 1 JPL 500,000 1,500,000 1,500,000
Transfort Peserta Rapat 1 7 OJ 150,000 1,050,000 1,050,000
Pengolah Data 1 1 PK 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Jumlah Sub B 3 16,490,000 4,050,000 13,440,000 16,490,000
C. Pasca Pelaksanaan
1. Alat Bahan
ATK 1 1 PK 515,000 515,000 515,000
Foto Copy &kel adm 1 1 PK 867,500 867,500 867,500
Konsumsi NS/Peserta 12 1 OA 45,000 540,000 540,000
Transport Lokal 2 1 PK 150,000 300,000 300,000
2.Jasa Profesi
Honor Narasumber 3 1 JPL 500,000 1,500,000 1,500,000
Transfort Peserta 7 1 OJ 150,000 1,050,000 1,050,000
Jumlah Sub C 4,772,500 4,772,500 4,772,500
TOTAL BIAYA 75,000,000 45.000,000 30.000,000 75,000,000
Setiap orang lembaga/organisasi/tim peneliti memiliki cita-cita dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan cita-cita
tersebut diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Akan tetapi rencana tidak akan bergerak kemana-mana jika tidak
dijalankan atau direalisasikan. Sehebat apapun rencana tidak akan ada hasilnya jika tidak direalisasikan. Oleh karena itu
realisasi dari sebuah rencana sangatlah penting dalam berbagai bidang kehidupan, apakah pendidikan, pekerjaan, dan lain
sebagainya, terlebih pada kegiatan penelitian.
BAB VI
MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN
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elaksanaan penelitian pada hakikatnya bertumpu
proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau
rancangan Penelitian yang telah dibuat. Maka daitu,
pelaksanaan Penelitian harus dilakukan secara cermat dan
hati-hati karena akan berhubungan dengan data yang
dikumpulkan, keabsahan dan kebenaran data Penelitian
tentu saja akan menentukan kualitas Penelitian yang
dilakukan. Seringkali peneliti saat berada di lapangan
dalam melaksanakan Penelitian nya terkecoh oleh
beragam data yang sekilas semuanya tampak penting dan
berharga.
Untuk, itu, peneliti harus fokus pada pemecahan
masalah yang telah dirumuskannya dengan mengacu pada
pengambilan data berdasarkan instrumen penelitian yang
telah dibuatnya secara ketat. Berdasarkan cara
pengambilan data terhadap subjek penelitian , data dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu data langsung dan
data tidak langsung. Data langsung adalah data yang
diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber data
(subjek penelitian), sementara data tidak langsung adalah
data yang diperoleh peneliti tanpa berhubungan secara
langsung dengan subjek penelitian yaitu melalui
penggunaan media tertentu misalnya wawancara
menggunakan telepon, dan sebagainya.
Dalam menuju akuntabilaitas kinerja penelitian, bagian ini
P
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menjajikan model Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
Berbasis Kinerja.
A. Konsep dasar Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
1. Pengertian Pelaksanaan Penelitian
a. Memahami Makna Pelaksanaan
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan
terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah
perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana
pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky
mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan
Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin Usman.
2002: 70).
Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata
pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan,
atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme
mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas,
tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara
sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai
tujuan kegiatan.
Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang
dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan
kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan
dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa
yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan
bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses
rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau
kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan
keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau
kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari
program yang ditetapkan semula (Abdullah Syukur. 1987: 40).
Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah
ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan
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suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus
sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun
di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan
beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh
alat-alat penujang.
b. Faktor-faktor yang dapat menunjang program
pelaksanaan
Sebagaimana telah disampaikan di atas, pelaksanaan
merupakan implementasi, biasanya dilakukan setelah
perencanaan sudah dianggap siap. Apabila implemtasi dilihat
dari teori kebijakan, ada beberapa faktor yang dapat menunjang
program pelaksanaan adalah sebagai berikut:
a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat
dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana.
Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan
informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat
komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu,
informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau
kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai
tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan;
c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan
terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi
implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi
implementer program;
d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures),
yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika
hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan,
karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku
(A.Rusdiana, 2015: 138).
Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi
keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya
keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang
satu dan faktor yang lain.
c. Unsur-unsur dalam program pelaksanaan
Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya
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terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:
1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat
dari program perubahan dan peningkatan;
3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan
yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan
pengawasan dari proses implementasi tersebut. (Abdullah
Syukur. 1987: 398).
Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa
pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur
tersebut.
2. Pelaksanaan Penelitian
a. Memahami Makna Penelitian
Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis
untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan mencari
jawaban dari masalah yang diteliti dilakukan secara ilmiah.
Purwanto (2010:163) mendefinisikan “Penelitian adalah cara
penemuan kebenaran atau pemecahan masalah yang dilakukan
secara ilmiah”. Dalam penelitian ada tiga syarat penting yang
harus dimiliki yaitu, penelitian harus sistematis, penelitian harus
terencana, dan penelitian harus mengikuti konsep ilmiah.
Sistematis diartikan dalam penelitian harus dilaksanakan
berdasarkan urutan yang paling sederhana hingga yang paling
kompleks sampai tercapainya tujuan dari penelitian yang efektif
dan efisien.
Terencana diartikan sebelum melaksanakan penelitian
sudah di konsep apa yang akan dilaksanakan dan apa yang akan
diteliti dari masalah yang ada, sehingga penelitian dapat
terlaksana sesusai dengan rencana yang dibuat sehingga tidak
memerlukan biaya dan waktu yang sia-sia.
Mengikuti konsep ilmiah atinya penelitian yang dilakukan
harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan atau
ditentukan mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian
dengan tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses
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pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis
dan logis untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu. Pengumpulan
dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik
yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, eksperimental atau
noneksperimental, interaktif atau noninteraktif.
Metode-metode tersebut telah dikembangkan secara
intensif, melalu berbagai uji coba sehingga telah memiliki
prosedur yang baku. Penelitian dapat di tinjau dari beberapa
segi diantaranya:
1) Dari segi proses penelitian merupakan berbagai kegiatan
yang meliputi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan,
menganalisa data, serta interpretasi dan pengambilan
kesimpulan.
2) Dari segi pendekatan penelitian merupakan kegiatan
dengan mempergunakan pendekatan-pendekatan ilmiah
(metode ilmiah).
3) Dari segi tujuan suatu penelitian dilakukan untuk
menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam
rangka memecahkan permasalahan- permasalahan baik
untuk kebutuhan secara praktis maupun teoritis. Penelitian
merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan,
mengembangkan dan menguji teori.
Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan
pengetahuan, Welberg (1986) mengemukakan lima langkah
pengembangan pengetahuan melalui penelitian, yaitu:
1) Mengidentifikasi masalah penelitian
2) Melakukan studi empiris
3) Melakukan replikasi atau pengulangan
4) Menyatukan (sintesis) atau mereviu
5) Menggunakan dan mengevaluasi (McMillan dan
Schumacher, 2001: 6).
Penelitian dapat pula diartikan sebagai cara dan proses
penemuan melalui pengamatan atau penyelidikan yang
bertujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau persoalan
sebagai suatu masalah yang diteliti.
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Kerlinger (1986) mengemukakan, penelitian adalah proses
penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol,
empiris, dan berdasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban
sementara. Hasil penemuan tersebut, baik discovery atau
invention. Hasil temuan sesuatu yang memang sudah ada
dengan dukungan fakta biasa disebut discovery.
Sukardi (2005) mengatakan, discovery diartikan sebagai
hasil temuan memang sebetulnya sudah ada. Ia mencontohkan,
misalnya penemuan Benua Amerika. Lebih lanjut ia menjelaskan
bahwa invention dapat diartikan sebagai penemuan hasil
penelitian yang betul-betul baru dengan dukungan fakta,
misalnya hasil kloning dari hewan yang sudah mati dan
dinyatakan punah, kemudian diteliti untuk menemukan jenis
yang baru. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif
memiliki dasar positivis dan banyak diterapkan dalam bidang-
bidang ilmu pengetahuan alam, sosial, ekonomi dan pendidikan.
b. Ciri-ciri Pelaksanaan Penelitian
Sukardi (2005) mengemukakan beberapa ciri penelitian
yang memiliki dasar positivis, antara lain sebagai berikut:
a. Menekankan objektivitas secara universal dan tidak
dipengaruhi oleh ruang dan waktu
b. Menginterpretasi variabel yang ada melalui peraturan
kuantitas atau angka
c. Memisahkan antara peneliti dengan objek yang hendak
diteliti
d. Menekankan penggunaan metode statistik untuk mencari
jawaban permasalahan yang hendak diteliti Suatu kerja
penelitian menuntut obyektivitas, terfokus, memerlukan
proses yang intensif, sistematis, dan lebih formal, baik di
dalam proses atau pengukuran maupun penganalisaan dan
penyimpulan hasil-hasilnya.
Suatu kerja penelitian bisa juga dilakukan dalam rangka
penemuan dan pengembangan pengetahuan. Metode ilmiah
mengikuti proses identifikasi masalah, pengembangan hipotesis,
melakukan observasi, menganalisis, dan kemudian
menyimpulkannya.
Proses-proses dimaksud dapat digunakan secara informal
dalam kehidupan sehari- hari dan belum tentu bisa disebut
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suatu kerja penelitian. Dalam metode ilmiah yang dipentingkan
ialah aplikasi berfikir deduktif-induktif didalam pemecahan
suatu masalah. Contoh: di suatu ruang praktek, seorang dokter
sedang melakukan kegiatan mendiagnosis penyakit pasiennya.
Dilihat dari cara kerjanya, dokter tersebut bisa disebut
melakukan metode ilmiah, tetapi belum dapat disebut
melakukan suatu kerja penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan
itu dilandasi oleh metode keilmuan.
Metode keilmuan merupakan gabungan antara
pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional
memberikan kerangka berfikir yang koheran dan logis.
Sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka
pengujian dalam memastikan suatu kebenaran dengan cara yang
ilmiah itu diharapkan data yang objektif, vaild dan reliabel.
Objektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang
sama. Valid berarti adanya ketepatan antara data yang
terkumpul oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya.
Sedangkan reliabel berarti adanya keajekan data yang didapat
dari waktu ke waktu.
Untuk jelasnya, anda dapat memahami pengertian atau
batasan dari istilah penelitian itu sendiri dengan memperhatikan
beberapa ciri suatu kerja penelitian antara lain sebagai berikut
ini.
1) Penelitian dirancang dan diarahkan guna memecahkan
sesuatu masalah tertentu sebagai jawaban terhadap suatu
masalah yang menjadi fokus penelitian;
2) Penelitian memiliki nilai deskripsi dan prediksi serta hasil
temuannya terhadap sampel yang terfokus pada suatu
kelompok atau situasi objek tertentu yang spesifik yang
penekanannya pada pengembangan generalisasi, prinsip-
prinsip, serta teori-teori.
3) Penelitian memerlukan instrumen dan prosedur
pengumpulan data yang valid sehingga membuahkan hasil
analisis/penemuan yang akurat dan terpercaya.
4) Penelitian berkepentingan bukan sekedar mensistesa atau
mengorganisasi hal- hal yang telah diketahui sebelumnya
tetapi lebih diarahkan untuk penemuan baru
5) Penelitian dirancang dengan prosedur-prosedurnya secara
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teliti dan rasional
6) Penelitian menuntut keahlian untuk mengetahui secara
memadai permasalahn yang diselidikinya
7) Penelitian yang mengggunakan hipotesis, tekanannya pada
pengujian hipotesis, bukan pada pembuktian hipotesis
8) Penelitian menuntut kesabaran dan tak dilakukan secara
tergesa-gesa.
9) Penelitian memerlukan pencatatan dan pelaporannya
dilakukan secara teliti dan cermat, baik terhadap prosedurnya
maupun hasil-hasil dan kesimpulannya disajikan atas dasar
bukti-bukti yang ada secara objektif, hati-hati, dan cermat
sehingga dapat dijadikan bahan yang berharga.
c. Penelitian Pendidikan
Dalam dunia pendidikan, dengan penelitian bisa
membawa pengertian yang semakin baik terhadap perilaku
orang perseorangan, termasuk subjek didik atau pendidik,
proses belajar mengajar serta siuais atau kondisi yang bisa
membuat lebih berhasilya proses pendidikan. Pada ilmu-ilmu
tingkah laku, penelitian mengarah pada pengembangan dan
pengujian teori-teori tingkah laku.
Pemahaman terhadap tingkah laku peserta didik maupun
pendidik semakin diperlukan dari hasil-hasil penelitian dalam
bidang pendiidkan, baik dari segi ilmu maupun prakteknya.
Pada umumnya penelitian-penelitian pendidikan tergolong
penelitian jenis terapan guru mengembangkan generalisasi-
generalisasi yang berkenaan dengan proses belajar mengajar dan
bahan-bahan mengajar.
Karena itu, penelitian pendidikan memberikan
perhatiannnya pada pengembangan dan pengujian teori- teori
tentang bagaimana peserta didik (pelajar, mahasiswa)
berperilaku dalam seting pendidikan.
Berangkat dari hakikat penelitian yang dikemukakan di
atas, penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang
sistematis untuk memperoleh pengetahuan (to discover
knowledge) dan pemecahan masalah (problem solving)
pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan
maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi
berdasarkan penafsiran data tersebut.
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Penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk
mendapatkan informasi yang berguna dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses
kependidikan dalam lingkungan formal, pendidikan informal
maupun pendidikan nonformal. Menemukan prinsip-prinsip
umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk
menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-
kejadian dalam lingkunagn pendidikan merupakan tujuan dari
suatu kerja penelitian.
3. Esensi Pelaksanaan Penelitian berbasis Kinerja
Pelaksanaan penelitian pada hakikatnya bertumpu
proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau
rancangan penelitian yang telah dibuat. Maka dari itu,
pelaksanaan Penelitian harus dilakukan secara cermat dan
hati-hati karena akan berhubungan dengan data yang
dikumpulkan, keabsahan dan kebenaran data penelitian
tentu saja akan menentukan kualitas penelitian yang
dilakukan. Seringkali peneliti saat berada di lapangan
dalam melaksanakan penelitian nya terkecoh oleh
beragam data yang sekilas semuanya tampak penting dan
berharga.
Untuk, itu, peneliti harus fokus pada pemecahan
masalah yang telah dirumuskannya dengan mengacu pada
pengambilan data berdasarkan instrumen penelitian yang
telah dibuatnya secara ketat.
Berdasarkan cara pengambilan data terhadap subjek
penelitian, data dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu data langsung dan data tidak langsung. Data
langsung adalah data yang diperoleh secara langsung oleh
peneliti dari sumber data (subjek Penelitian), sementara
data tidak langsung adalah data yang diperoleh peneliti
tanpa berhubungan secara langsung dengan subjek
penelitian yaitu melalui penggunaan media tertentu
misalnya wawancara menggunakan telepon, dan
sebagainya.
Dalam menuju akuntabilaitas kinerja penelitian, bagian ini
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menjajikan model Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
Berbasis Kinerja. Arinya manajemen Penelitian. Penelitian yang
bermutu dapat dihasilkan melalui proses yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana
Boptn Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
Untuk itu, perlu pelaksanaan yang meliputi seleksi proposal,
pendampingan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. (lamp.
Kep.Dirjen Pendis no 291/2017).
Berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Nomor 7177 Tahun 2017. Tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018, tanggal 28
Desember 2017. bahwa Laporan Penelitian mutlak diwujudkan
dan diukur dalam bentuk laporan akademik, yaitu laporan hasil
pelaksanaan Penelitian . terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:
1) Laporan pelaksanaan Penelitian dengan cara mengisi buku
harian (log book). Buku harian ini berisi tentang catatan-
catatang kegiatan Penelitian .
2) Laporan Hasil Penelitian; dalam bentuk buku. Laporan inti
sebagaimana dimaksud pada huruf a di-lay out dalam bentuk
buku siap dipublikasikan dengan ukuran B5 (18x 25cm),
dengan ukuran spasi 1,15 s.d 1,5 pt. (old).
3) Laporan Output/Draft Artikel; Laporan yang sudah diformat
dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke Jurnal.
Laporan jenis ini mengikuti sistematika sesuia dengan
ketentuan Jurnal Nasional dan internasional.
4) Laporan Out come, yaitu laporan yang mengatur tentang out
come program sesuai ketentuan besaran dana bantuan yang di
berikan.
B. Prosedur dan Proses Penelitian
Prosedur pengumpulan data didasarkan pada prinsip
yang dianjurkan oleh Naturalictic Approach yang melekat pada
tradisi ilinu. sosial (Lofland & Lofland,1984: 44), mengarah pada
situasi dan kondisi setting Penelitian, kejadian yang dialami oleh
subyek Penelitian individu atau, kelompok atas dasar latar
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belakang (biografi, histori dan hubungan) personal atau
kelompok yang tedalin. Menurut Lofland & Lofland, proses ini
mencakup tiga tahap kegiatan, yaitu:
1. Persiapan memasuki kancah Penelitian (getting in)
Agar proses pengumpulan data dan informasi berjalan
sesuai rencana, peneliti terlebih dahulu telah menyiapkan segala
sesuatu diperlukan, baik kelengkapan bersifat administratif
maupun semua masalah dan persoalan berhubungan dengan
setting dan subyek peneltian untuk mencari relasi awal. Ketika
berusaha memasuki lokasi penelitian. Peneliti harus menempuh
pendekatan informal dan formal, serta juga harus mampu
menjamin hubungan yang akrab dengan informan.
Untuk itu, agar diperoleh suatu data yang valid, peneliti
melakukan adaptasi dan proses belajar dari sumber data
tersebut dengan berlandaskan yang etis dan simpatik sehingga
bisa mengurangi jarak antara peneliti dengan para informan.
Peneliti berperilaku dengan sopan, baik dalam kata bahasa dan
bertindak. Pada tahap ini yang diutamakan adalah bagaimana
peneliti dapat diterima dengan baik pada waktu memasuki
setting area. Hal ini, peneliti memerlukan persiapan dan
pembekalan. Pembekalan dilkukan melalui FGD, Pakar dan
teman sejawat, dilaksakan tanggal 12 April 2018.
4. Ketika berada di lokasi Penelitian (getting along)
Disaat peneliti mernasuki situasi lokasi Penelitian , maka
hubungan yang terjalin harus tetap dipertahankan. Kedudukan
subyek harus dihormati dan diberikan kebebasan untuk
mengemukakan semua persoalan, data serta informasi yang
diketahui, peneliti tidak boleh mengarahkan dan melakukan
intervensi terhadap worldview subyek Penelitian . Imajinasi dan
daya nalar peneliti harus diasah dan dikembangkan untuk
menangkap apa yang disampaikan, tindakan apa yang
dilakukan, apa yang dirasakan serta kerangka mental dari dalam
yang dimiliki subyek (emic). Berdasarkan emic yang diperoleh,
peneliti mencoba memahami, menafsirkan dan mencoba untuk
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membuat pemaknaan baru atas worldview peneliti etic.
5. Pengumpulan data (logging to data)
Untuk mengumpulkan informasi dan data yang
diperlukan, maka peneliti dengan menggunakan tiga teknik
pengumpulan data, yang terdiri dari: (a) Observasi; (b)
wawancara secara mendalam dan (c) dokumentasi, sehingga
thick description didapatkan. Adapun perankat instumen yang
diaiakan antara lain:
a. Instrumen Observasi
Lembar IPD I : Observasi
Judul Penelitian: Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaam Islam
Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan




2. Objek yang diamati:
Kondisi lokasi PTKIS, dan aktivitas kesiapan dalam
mendukung implementasi kebijakan SKPI.
3. Lokasi & Sumber : 24 PAI PTKIS
Substansi Materi Observasi:
1. Kondisi geografis lokasi penelitian:
a. Letak wilayah PTKIS di Wilayah II pada umumnya
b. Letak wilayah geografis PTKIS sampel di Jawa Barat dan
Banten;
c. Letak Geografis PTKIS sampel dalam konteks lingkungan
setempat.
2. Alat bantu: 1). perekam; (2) catatan; (3) photo.
3. Identitas Program Studi PAI PTKIS sampel:
a. Status dan tahun pendirian Program Studi PAI
b. Jumlah Mahasiswa
c. Jumlah Lususan
d. Junlah Dosen/Tenaga Pendidik
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e. Jumlah Tenaga Kependidikan
f. Luas Tanah
g. Ruang Kelas
4. Kondisi Fasilitas dan sarana PTKIS sampel:
a. Kondisi bangunan lokasi PTKIS sampel;
b. Kondisi sarana fisik terkait teknologi informasi: Komputer,
fasilitas internet, telpon, printer, dll.
c. Fasilitas alat komunikasi dengan sumber informasi: Web-
site, internet; e-mail; whats-app, telpon, dll
d. Fasilitas kerja tim kerja administrasi: Ruangan kerja;
fasilitas computer, internet, printer, dll
5. Aktivitas Manajemen mendukung implementasi kebijakan
SKPI, di PTKIS sampel:
a. Pengarahan dari pimpinan (jika ada)
b. proses pelatihan (jika ada)
c. Kegiatan Rapat/workshop (jika ada)
6. Bukti pisik yang ada di PTKIS sampel:
a. Produk draft/bundel berkas aktivitas kesiapan implemen
tasi kebijakan SKPI;
b.Proses: spanduk kegiatan/artefak yang menandakan






Lembar IPD II: Pedoman Wawancara
Judul Penelitian: Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaam Islam
Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan
SKPI: Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa
Barat Dan Banten.
Ketentuan Wawancara:
1. Pelaku wawancara: Peneliti
2. Sumber utama : Pimpinan PTKIS yang ditetapkan
sebagai sampel
3. Sumber pelengkap : Pelaksana / Tim Teknis PTKIS sampel
4. Bentuk/ jenis : (1)Terstruktur semi tertutup (tersedia draft
pertanyaan, dan sebagian pertanyaan
sudah tersedia jawaban pilihan); (2)
Terbuka: terkait ide, proses, dan masalah
masalah yang muncul dalam proses
5. Alat bantu : (1). perekam; (2) catatan; (3) photo
Substansi Materi Wawancara:
1. Pemahaman PTKIS tehadap Penerapan SKPI
- Respon terhadap Kebijakan SKPI
- Menafsirkan kebijakan SKPI menjadi program
- Pengarahan program yang tepat agar dapat diterima dan
ksanakan;
2. Panafsiran PTKIS tehadap Penerapan SKPI
- Desain dan struktur organisasi ;
- Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan;
- Integrasi dan koordinasi;
- Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia;
- Hak, wewenang dan kewajiban;
- Pendelegasian (Sentralisasi dan Desentralisasi);
- Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas
sumber daya manusia;
- Budaya organisasi
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3. Pengorganisasian penerapan kebijakan SKPI, di PTKIS;
- Perlengkapan rutin bagi pelayanan,
- Pembiayaan atau lainnya yang disesuaikan dengan
tujuan
- Pedoman/Panduan/juklak/juknis atau kelengkapan
program lainnya
4. Strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS;
- menyusun struktur dengan strategi;
- melembagakan strategi;
- mengoperasikan strategi;
- menggunakan prosedur untuk memudahkan
implementasi.









- Sumber daya (resources),
- Sikap (dispositions atau attitudes)
- Struktur birokrasi (bureucratic structure).
Ketua Tim Peneliti,
H. A. Rusdiana
Instrumen Catatan lapangan, penulisan wawancara
Pencatatan data dan penulisannya dilakukan dengan cara
memanfaatkan bentuk-bentuk instrumen Penelitian,
diantaranya: Instrumen Catatan lapangan, penulisan wawancara
Model instrumen untuk wawancara, di siapkan format
instrumen, sebagai berikut:
MODEL CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA
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Waktu : ....... ...................................................................
Tempat : Kantor ................................................................
Yang diwawancara: ...........................................................................
Topik Wawancara :
Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaam Islam Dalam Mendukung
Implementasi Kebijakan SKPI: Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii
Jawa Barat Dan Banten.
TRANSKRIP WAWANCARA
Saya ........., datang ke ................, Hari .........tanggal.......pukul ......
diterima oleh salah ......... staf, sambil menunggu waktu pimpinannya
sedang melayani tamu lain, sekitar pukul ......, saya menuju ruang
Rapat /kantor............ kemudian saya adakan wawancara.
Saya menginformasikan maksud dan tujuan kedatangan Saya. Saya
diterima dengan ramah oleh ....... dan ......., kami berdua berjabatan
tangan dan bertegur safa. Saya disuruh duduk di sofa ruang keja




: Saya ingin mendapatkannya secara lebih
komprehensif. (petanyaan sesuai dengan









: Saya ingin mendapatkannya secara lebih
komprehensif. (petanyaan sesuai dengan









Model Catatan Lapangan Hasil Wawancara
Dokumen Peneliti (Kesiapan…….)
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d. Instumen Pemetaan Data
Lembar IPD III: Pedoman Pengambilan Dokumrn Data
Judul Penelitian: Kesiapan Pendidikan Tinggi Keagamaam Islam
Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan
SKPI: Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa
Barat Dan Banten.
Nama Instansi : ..........................................
Alamat : ............................................
Tujuan Pengumpulan Data/Dokumen:
Pengumpulan data ini bertujuan bertujuan untuk
mengumpulkan data dalam rangka Penelitian terapan dan
pengembangan Perguruan Tinggi yang berjudul: Kesiapan
Pendidikan Tinggi Keagamaam Islam Dalam Mendukung
Implementasi Kebijakan SKPI: Studi di PTKIS Kopertais Wilayah
Ii Jawa Barat Dan Banten.
Secara khusus Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
masalah-masalah yang mencakup:
1. Pemahaman Pimpinan PTKIS tehadap Penerapan SKPI
2. Panafsiran Pimpinan PTKIS tehadap Penerapan SKPI
3. Pengorganisasian Sistem dalam Implementasi kebijakan
SKPI, di PTKIS
4. Strategi Penerapan Kebijakan SKPI di PTKIS
5. Kendala, dan Solusi dalam mengiplemetasi Kebijakan SKPI
di PTKIS
a. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan SKPI di
PTKIS;
b. Sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan SKPI di
PTKIS;
c. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan SKPI di PTKIS;
d. Struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan SKPI di
PTKIS;
Petunjuk pelaksanaan pengumpulan Data/Dokumen:
Seluruh materi pengumpulan data ini disampaikan dalam
rangka penulisan disertasi. Penulis menjamin kerahasiaan
jawaban. Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi setiap pertanyaan
secara objektif. Penulis akan sangat gembira apabila Bapa/Ibu
berkenan untuk melampirkan data penunjang.
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Form. Model Isian Data
Model instrumen untuk pemetaan data, di siapkan format
instrumen, sebagai berikut:
Kelembagaan Tenaga SaprasN


























b. Instumen beberapa dokumen penting
1) Aspek Landasan, Tujuan Implementasi Kebijakan SKPI
Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Ptkis
(a) Landasan Yuridis yang memayungi Implementasi
Kebijakan SKPI
(1)Jelaskan landasan yuridis yang memayuni SKPI bagi
PTKIS yang harus dilaksanakan oleh PTKIS (lampirkan
bukti dokumen)
(2)Sebutkan harapan-harapan atau keluhan yang dirasakan
oleh Kopertais selama ini dari isi kebijakan SKPI
(b) Tujuan Kebijakan SKPI
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(1)Jelaskan tujuan implementasi kebijakan SKPI bagi PTKIS
yang harus dilaksanakan oleh PTKIS (lampirkan bukti
dokumen)
(2)Sebutkan anfaat yang dirasakan oleh PTKIS selama ini
dari isi kebijakan SKPI
(c) Dasar-dasar pertimbangan Implentasi Kebijakan SKPI
(1)Jelaskan dasar-dasar pertimbangan perencanaan
kebijakan SKPI bagi PTKIS yang harus dilaksanakan oleh
PTKIS (lampirkan bukti dokumen)
(2)Sebutkan harapan-harapan atau keluhan yang dirasakan
oleh PTKIS selama ini dari isi kebijakan SKPI
(d) Sasaran Perencanaan Kebijakan
(1)Jelaskan sasaran perencanaan kebijakan SKPI bagi PTKIS
yang harus dilaksanakan oleh Kopertais (lampirkan bukti
dokumen)
(2)Sebutkan harapan-harapan atau keluhan yang dirasakan
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oleh PTKIS selama ini dari isi kebijakan SKPI
2) Aspek faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Impletasi
Kebijakan Tersebut.
(a)Komunikasi dan Informasi Kebijakan SKPI
Jelaskan bentuk komunikasi dan informasi dalam
implentasi kebijakan SKPI-PTKIS (lampirkan bukti
dokumen)
(b)Disposisi/kesiapan implementator dalam Implentasi
Kebijakan SKPI
Jelaskan bentuk disposisi/kesiapan, mencakup; kejujuran,
keterbukaan, konsistensi terhadap norma dalam
implentasi kebijakan SKPI-PTKIS (lampirkan bukti
dokumen)
(c) Stuktur Birokrasi dalam Implentasi Kebijakan SKPI
Jelaskan Struktur birokrasi, mencakup;
fragmentasi/penyebaran tugas dan tanggung jawab., dan
Standars Oprsional Prosedur (SOP) (lampirkan bukti
dokumen)
3) Aspek Dampak Impletasi Kebijakan SKPI PTKIS
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Tuliskan dan Jelaskan dampak Kinerja SKPI mencakup;
dampak kuantitas dan dampak kualitas (lampirkan bukti
dokumen)
4) Aspek Masalah yang dihadapi dalam
Mengiplementasikan Kebijakan SKPI Dalam
Mewujudkan Akuntabilitas PTKIS
(a)Jelaskan tentang kesesuaian antara program dengan
kebutuhan kelompok (lampirkan bukti dokumen)
(b)Jelaskan tentang kesesuaian antara tugas program
dengan kemampuan organisasi pelaksana (lampirkan
bukti dokumen)
(c) Jelaskan tentang kesesuaian antara program dengan apa
yang dapat dilakukan kelompok sasaran (lampirkan bukti
dokumen)
(d)Sebutkan harapan atau keluhan tentang kesiapan aparat
A. Rusdiana &Nasihudin140
pelaksana SKPI pada PTKIS (lampirkan bukti dokumen)
5) Aspek Langkah Strategis yang harus dilakukan oleh PTKIS
dalam menanggulangi masalah implementasi SKPI dalam
Mewujudkan Akuntabilitas PTKIS
(a)Tulis dan jelaskan Rencana Strategi penanggulangan
masalah (lampirkan bukti dokumen)
(b) Tuliskan Visi, Misi, Tujuan dan Program pengembangan
SKPI PTKIS (lampirkan bukti dokumen)
Gambar/Form. 6.2.
Model Instrumen untuk pemetaan data
Dokumen Peneliti (Kesiapan…….)
C. Pelaksanaan Kegitan Penelitian
Pelaksaan pengupulan data Penelitian Kesiapan PTKIS
Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan
Pendamping Ijazah, dilaksanakan di 24 PTKIS Kopertais
Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Kegiatan ini dilaksanakan
melalui tiga tahap, yaitu:
1. Kegian Observasi
Kegiatan oservasi Penelitian ini, dilaksanakan di 24 PTKIS
Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Waktu
peleksanaan tanggal 21 April sd 9 Mei 2018, rician kegiataan
pada tabel 6.1, berikut:
Tabel 6.1















2. IAIB Serang Jl. Ki Fathoni no 12/51
Serang
sda













6. IAIN Laroiba JI, Raya Leuwiliang
No. I Bogor
sda
7. FAI Univ Juanda Jl. Tol Ciawi No. 1,
Bogor
A.Rusdiana
8. STAI Karisma JI. Raya Siliwangi No.
39 Curug, Sukabumi
sda





Jln. Ps. Hayam No. 32
Cilaku -Cianjur
sda








13. STAI KHE. Z
Muttaqin








15. STAIS Dharma Jl.KH. Hasyim Asy'ari
Segeran Indramayu
A.Rusdiana
16. STAI CIrebon JI. Tuparev No. 111
Cirebon
sda
















J1. DR. Sukardjo No.
47 Tasikmalaya
sda
1 2 3 4 5
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No. 117 Leles Garut
sda





09/05/018 Jl. Trs. Jend. Sudirman
Kb Rumput Cimahi
sda
Keterangan Lengkap pada Log Book
2. Kegiatan Dokumentasi/Data
Kegiatan Dokementasi Penelitian ini, dilaksanakan di 24
PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, dilasanakan
dengan dua tahap yaitu penyebaran intrumen dan pengebilan
hasil. Adapum waktu penyebaran daftar isian (tahap I)
dilaksanan tanggal 15 Mei sd 5 Juni 2018, rician kegiataan pada
tabel 6.2, berikut:
Tabel 6..2














2. IAIB Serang Jl. Ki Fathoni no 12/51
Serang
sda


















Jl. Tol Ciawi No. 1,
Bogor
A.Rusdiana
8. STAI Karisma JI. Raya Siliwangi No.
39 Curug, Sukabumi
sda
1 2 3 4 5
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9. STAI
Sukabumi


















13. STAI KHE. Z
Muttaqin








15. STAIS Dharma Jl.KH. Hasyim Asy'ari
Segeran Indramayu
A.Rusdiana
16. STAI CIrebon JI. Tuparev No. 111
Cirebon
sda
















J1. DR. Sukardjo No.
47 Tasikmalaya
sda







No. 117 Leles Garut
sda





05/06/018 Jl. Trs. Jend. Sudirman
Kb Rumput Cimahi
sda
Keterangan Lengkap pada Log Book
3. Kegiatan Wawancara dan Pengambilan Data Isian
Kegiatan wawancara dan pengambilalan data
(dokementasi Penelitian tahap I), dilaksanakan di 24 PTKIS
Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, dilasanakan secara
bersamaan dengan kegiatan wawancara. Adapum waktu
kegiatan tersebut dilaksanan tanggal 25 Juni sd 10 Juli 2018,
rician kegiataan pada tabel 6.3, berikut:
Tabel 6.3
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2. IAIB Serang 26/06/018 Jl. Ki Fathoni no 12/51
Serang
sda


















27/06/018 Jl. Tol Ciawi No. 1,
Bogor
A.Rusdiana




















30/06/018 Ponpes As hiddiqiyah
Cilamaya Krawang
sda
13. STAI KHE. Z
Muttaqin





03/07/018 Jl. Raya Jalancagak
Subang
sda
15. STAIS Dharma 02/07/018 Jl.KH. Hasyim Asy'ari
Segeran Indramayu
A.Rusdiana
16. STAI CIrebon 03/07/018 JI. Tuparev No. 111
Cirebon
sda
















07/07/018 J1. DR. Sukardjo No.
47 Tasikmalaya
sda
1 2 3 4 5
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10/07/018 J1. Raya Tutungan No.
117 Leles Garut
sda





10/07/018 Jl. Trs. Jend. Sudirman
Kb Rumput Cimahi
sda
Keterangan Lengkap pada Log Book
4. Kegiatan Pengolahan Data Penelitian
Kegiatan ini, dilakukan setelah data terkumpul semuanya
(data hasil observasi, wawancara, dan dokumen isian), dari 24
PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Kegiatan
pengolahan data dilaksanakan di Kampus UIN Bandung, oleh
Tim dengan melibatkan petugas khusus. Adapum waktu
kegiatan tersebut dilaksanan selama tigahari tanggal 13 Juli sd 15










1 2 3 4
1. Universitas Mathlauul Anwar 13/07/018 A.Rusdiana
2. IAIB Serang Nasihudin
3. STAI Fatahilah Muhardi
4. STAI Al-Karimiyah
5. STAI Latansa Masiro
6. IAIN Laroiba
7. FAI Univ Juanda
8. STAI Karisma
9. STAI Sukabumi 14/07/018 A.Rusdiana
10. STAI Nurul Hikmah Nasihudin
11. STAI Agus Salim Muhardi
12. STAI As Sidiqiyah




1 2 3 4
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17. FKIS UNSIA 15/07/018 A.Rusdiana
18. STAI Putra Galuh Nasihudin
19. STAIMA Banjar Muhardi
20. STAINU Tasikmaya
21. IAIC Cipasung
22. STAI Siliwangi Garut
23. STAI Al-Falah
24. STAI Siliwangi Cimahi
Keterangan Lengkap pada Log Book
5. Kegiatan Validasi Data
a. Validasi Data dengan Informan
Kegiatan ini, dilakukan setelah data terolah semuanya
(data hasil observasi, wawancara, dan dokumen isian), dari 24
PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Kegiatan
validasi data (member check) dilaksanakan di 24 PTKIS
Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten, oleh Tim dengan
melibatkan informan asal. Adapum waktu kegiatan tersebut
dilaksanan mulai tanggal 14 Juli sd 3 Agustus 2018, rician
kegiataan pada tabel 6.5, berikut:
Tabel 6.5














2. IAIB Serang 14/07/018 Jl. Ki Fathoni no 12/51
Serang
sda


















16/07/018 Jl. Tol Ciawi No. 1,
Bogor
A.Rusdiana
8. STAI Karisma 17/07/018 JI. Raya Siliwangi No.
39 Curug, Sukabumi
sda
1 2 3 4 5
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9. STAI
Sukabumi















21/07/018 Ponpes As hiddiqiyah
Cilamaya Krawang
sda
13. STAI KHE. Z
Muttaqin





24/07/018 Jl. Raya Jalancagak
Subang
sda
15. STAIS Dharma 23/07/018 Jl.KH. Hasyim Asy'ari
Segeran Indramayu
A.Rusdiana
16. STAI CIrebon 24/07/018 JI. Tuparev No. 111
Cirebon
sda
















28/07/018 J1. DR. Sukardjo No.
47 Tasikmalaya
sda





31/07/018 J1. Raya Tutungan No.
117 Leles Garut
sda





31/07/018 Jl. Trs. Jend. Sudirman
Kb Rumput Cimahi
sda
Keterangan Lengkap pada Log Book
b. Validasi Data dengan Teman Sejawat dan Ahli
Kegiatan ini, dilakukan setelah data validasi (member
check) dengan informan asal dari 24 PTKIS Kopertais Wilayah II
Jawa Barat dan Banten, melaui edititing. Kegiatan validasi data
(member check) dengan teman sejawat dan ahli, dilaksanakan
melalui focus group discussion (FGD), dengan tujuan untuk
memastikan bahwa lapora peneleitian ini telah memenuhi
tuntutan/kekentuan ilmiah dan memenuhi tuntutan/
ketentuan administratif surat perjanjian kerja Penelitian
No.B 113/Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018.
Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus
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2018, dengan melibatkan ahli lulsan PLPA 2 0rang, pakar
adminitrasi/manajemen pendidi kan 1 orang, unsur SPI 1 orang
serta dihadiri teman sejawat 9 orang. Kegiatan FGD, ini
menghasilkan rekomendasi kesefahaman pakar dan teman
sejawat, yang memastikan bahwa Laporan Penelitian: Kesiapan
PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di
PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten” dianggap valid,
kredibel, dan dapat dipertangjawabkan secara ilmiah maupun
secara administratif. Kesefahaman itu dituangkan dalam bentuk
berita acara rapat (BA terlampir).
D. Pelaporan Penelitian
Pelaporan penelitian merupakan bentuk pertanggung
jawaban dari peneliti atau pelaksana kegiatan kepada atasan,
sponsor, atau pembaca bahwa Penelitian atau kegiatan sudah
dilaksanakan. Sementara itu, laporan penelitian dan laporan
kegiatan mengemban fungsi penting. Kedua jenis laporan ini
mempunyai fungsi informatif, fungsi pertanggungjawaban,
fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. (1)
fungsi informatif, laporan dapat digunakan sebagai sumber
informasi bagi pembaca atau siapa pun yang berkepentingan
dengan laporan; (2) fungsi pertanggungjawaban; laporan
merupakan bentuk pertanggungjawaban dari peneliti atau
pelaksana kegiatan kepada atasan, sponsor, atau pembaca
bahwa Penelitian atau kegiatan sudah dilaksanakan; (3) fungsi
pengawasan; laporan dapat menjadi sarana untuk melakukan
pengawasan kepada peneliti atau pelaksana kegiatan tanpa
harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan, dan (4)
fungsi pengambilan keputusan; laporan dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai
sesuatu agar keputusan itu tidak salah sasaran.
Berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Nomor 7177 Tahun 2017. Tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018, tanggal 28
Desember 2017. bahwa Laporan Penelitian mutlak diwujudkan
dan diukur dalam bentuk laporan akademik, yaitu laporan hasil
pelaksanaan Penelitian . terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:
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a. Laporan pelaksanaan Penelitian dengan cara mengisi buku
harian (log book). Buku harian ini berisi tentang catatan-
catatang kegiatan Penelitian .
b. Laporan Hasil Penelitian; dalam bentuk buku. Laporan inti
sebagaimana dimaksud pada huruf a di-lay out dalam bentuk
buku siap dipublikasikan dengan ukuran B5 (18x 25cm),
dengan ukuran spasi 1,15 s.d 1,5 pt. (old).
c. Laporan Output/Draft Artikel; Laporan yang sudah diformat
dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke Jurnal.
Laporan jenis ini mengikuti sistematika sesuia dengan
ketentuan Jurnal Nasional dan internasional.
d. Laporan Out come, yaitu laporan yang mengatur tentang out
come program sesuai ketentuan besaran dana bantuan yang di
berikan, di antaranya adalah:
1) Hasil Penelitian di submit dalam jurnal nasional, jurnal
nasional terakreditasi atau jurnal international; dan/atau
2) Hasil Penelitian diformat dalam bentuk ukuran buku
yang di rencanakan untuk publikasi oleh lembaga
penerbit skala nasional/internasional bereputasi akan
lebih baik jika sudah ber- ISBN.
Kebijakan UIN Sunan Gunung Djati melalui Instruksi
Kerja Penelitian dan Publikasi Ilmiah Pusat Penelitian dan
Penerbitan UIN SGD Bandung tahun 2018, bahwa jenis laporan
akhir Penelitian ditentukan sebagai berikut: (1) Logbook
Penelitian; (2) Artikel ilmiah; (3) Buku hasil Penelitian; (4) Hak
Kekayaan Intelektual; dan (5) Laporan keuangan.
1. Logbook Penelitian
Log book merupakan bagian penting dan tak terpisahkan
dalam laporan Penelitian yang akuntabel, transparan dan
objektif dalam arti tepat guna, tepat sasaran, tepat hasil, dan
tepat waktu. Posisinya sebagai laporan hasil pelaksanaan
Penelitian .
Secara substansial log book Penelitian, berupa catatan
harian Penelitian memiliki fungsi audit kinerja yang diserahkan
secara formal oleh peneliti pada laporan antara dan laporan
akhir dihadapan reviewer. bagi penilaian akuntabilitas,
transparansi dan objekti vitas. Oleh karena itu, tim peneliti
meiliki kewajiban untuk menyusun log book.
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Log book Penelitian; “Kesiapan Perguruan Tinggi
Keagamaam Islam Swasta Dalam Mendukung Implementasi
Kebijakan SKPI”, disusun dan disajikan dalam dua bentuk yaitu
bentuk manual dan bentuk ringkasan.
a. Log Book Bentuk Manual
Log book bentuk manual, dimaksukan dalam rangka
memeuhi bukti otentik pencatatan secara detail setiap langkah
aktivitas dalam proses Penelitian . Pencatatan dimulai sejak
penerimaan surat perjanjian kerja tanggal 21 Maret 2018
(Gambar 3.1), sampai penyerahan laporan Penelitian tangal 20
Agustus 2018, ditunjukkan pada (gambar 6.6) berikut:
Gambar 6.3. Form. Materi Log Book Awal
Gambar 6.4, (bagian belakang gambar 6.4) menujukkan
telah dimilikinya kontrak kerja Penelitian dan rancangan jadwal
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kegiatan:
Gambar 6.5
Materi Lampiran Log Book Awal
Gambar 6.6 di bawah, menujukkan kegiatan Penelitian




Materi Log Book Penelitian pada tahap Wawancara
Selanjutnya gambar 6.7 (lampiran gambar 6.6),
menujukkan hasil transkrip wawancara Pa Nasihudin
wawancara tanggal 25 Juni 2018, dengan informan UNMA
Pandeglang, dan Pa Rusdiana wawancara dengan informan
STAI Fatahilah Serpong, beikut:
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Gambar 6.7
Materi Lampiran Log Book pada tahap Wawancara (dilengkapi
dengan transkrip hasil wawancara)
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Gambar 6.8, menujukkan tanda berakhirnya kegiatan
Penelitian tanggal 20 Agustus 2018, beikut:
Gambar 6.8. Materi Log Book Akhir Kegiatan
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Selajutnya, pada bagian belakang form (gambar 6.9)
ditempelkan bukti penerimaan laporan, dari Lemlit tanggal 20
Agustus 2018, berikut:
Gambar 4.10.
Materi Log Book Akhir
Log Book manual, selengkapnya ada pada lampiran 1.
b. Log Book Bentuk Ringkasan
Log book bentuk ringkasan, dimaksukan dalam rangka
memeuhi: (1) kebutuhan informasi petunjuk/arah dan sekaligus
panduan peneliti dalam pelaksanaan penelitian sesuai standar;
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(2) sebagai catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh,
keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain
sebagainya.
Dengan dimilikinya ringkasan log book bentuknya
landscape, dapat membantu peneliti dalam menggungakanya
lebih efektif dibanding log book manual dan pertkal. Pencatatan
secara detail setiap langkah aktivitas dalam proses penelitian.
Ringkasan dimulai sejak penerimaan surat perjanjian kerja
tanggal 21 Maret 2018 (Gambar 3.1), sampai penyerahan laporan




Ringkasan Log Book , selengkapnya ada pada lampiran 1.
2. Artikel Ilmiah/Jurnal
Menulis dan mempublikasikan karya Ilmiah bagi sebagian
besar pendidik (dosen) masih menjadi persoalan serius. Tidak
sedikit dosen yang tertunda, dan terhalang karir dan
kepangkatannya disebabkan oleh tidak terpenuhinya publikasi
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ilmiah ini. padahal publikasi ilmiah menjadi syarat wajib dan
bagian tidak terpisahkan dari pengembangan profesionalisme
dan kompetensi berkelanjutan dosen. Hal ini sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi. Nomor 17 Tahun 2013. Tentang
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Tagihan angka
kredit yag disyaratkan digunakan sebagai salah satu persyaratan
peningkatan karir, dan kemudian sebagai acuan pemberian
penghargaan secara adil, professional dan sebagai bentuk
pengakuan terhadap profesi, serta kemudian memberikan
peningkatan kesejahteraan.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014, tersebut
dengan jelas mengatur prosedur peningkatan karir/jabatan bagi
dosen, bahwa karya ilmiah dan publikasi ilmiah adalah bagian
unsur yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir dosen,
meskipun realitasnya unsur tersebut paling sulit dipenuhi oleh
sebagian dibandingkan dengan unsur-unsur lain. Hal ini
sebabkan belum terbangunya budaya meneliti, dan menulis di
kalangan para dosen. Para dosen lebih banyak menghabiskan
waktunya untuk kegiatan pembelajaran di kelas, dan pelatihan-
pelatihan pembelajaran. Sementara menggali problem dan
menelitinya, kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah
dan dipublikasikan di lembaga-lembaga pempublikasi, seperti
jurnal, seminar, konferensi dan lain-lain masih sangat minim
dilakukan.
Begitu pentingnya karya ilmiah/jurnal bagi dosen, sampai-
sampai Direktur Jenderal Pendidikan Islam memposiaikan
jurnal sebagai salah satu bentuk Laporan Outcome dari
penelitian, disamping laporan lainnya, format buku, dan
memeroleh hak paten sebagai perlindungan kekayaan
intelektual untuk beberapa hasil penelitian. Kebijakan tersebut,
tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri Tahun 2018 .
Atas dasar kebijakan itu, tim peneliti pada penelitian
”Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan
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SKPI: Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten”,
memeiliki kewajiban untuk merealisasikannya. Adapun upaya
yang dilakukan untuk memenuhi tahgihan penelitian tersebut,
sampai saat ini tim sudah menyiapkan draf, untuk siap submit,
direcakan masuk Jurnal internasional terindeks scopus, brtikut
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Abstract
ality education is an irreplaceable and inevitable instrument for change because
cation is a procedure of civilization and progress. The application of the Diploma
mpanion Certificate can improve the transparency of academic qualifications and
profession of college graduates. The main reason for the research was to find out
readiness of the Islamic Religious College in supporting the implementation of the
licy of applying the Diploma Companion Certificate. This study aims to identify the
diness of Private Islamic Religious Higher Education in applying the Diploma
mpanion Certificate. This policy has actually been implemented since August 2014.
is study uses a qualitative approach, research procedures that produce descriptive
a in the form of speech or writing and the behavior of the people observed. A
alitative approach is expected to get an in-depth description of the words, writing
behavior of the people observed. Data analysis is done through; data collection,
a reduction, data presentation, and verification. The results showed that; human
ources PTKIS Region II West Java and Banten are not ready to apply the Diploma
mpanion Certificate, because it is still in the learning stage; infrastructure as a
port in implementing policies is still minimal, and organizational commitment, has
t fully supported the implementation of the SKPI,
ywords: human resources, infrastructure, organizational commitment.
Introduction
e development of society and the world of work in the global era demands
reasingly competent human resources. Therefore, the government
nsiders it necessary to produce qualified graduates, both in the field of hard
lls and soft skills. Because university graduates in Indonesia according to
Organization for Economic Cooperation and Development report,A. Rusdiana &Nasihudin8
Gambar 6.7
Potongan artikel Jurnal Ilmiah siap submit
Artikel lengkap, pada lampiran: 2
rporate organizations/institutions are very difficult to get graduates who are
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3. Buku Hasil Penelitian
Format buku, merupakan tagihan outcome penelitian
ketiga. Untuk memenuhi tagihan itu, tim peneliti pada
penelitian ”Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi
kebijakan SKPI: Studi di PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan
Banten”, telah berupaya melakukan kegiatan:
a. Buku Laporan Penelitian Ber ISBN
Gambar 6.7. Bagian-bagian buku Laporan Penelitian
terdiri atas:
Coper ISBN Ceter
Testimoni/Apresiasi dari Koordinatorat Kopertai Wil II (Disyaratkan dalam
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Gambar 6.7.
Bagian-bagian buku Laporan Penelitian
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b. Poster Ilmiah
Poster merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan
penelitian; “Publish or perish” [Nature 463, 142-143 (2010)
doi:10.1038/463142a], adalah sebuah frase yang sudah tidak
asing lagi dalam publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah hal
yang penting dilakukan oleh seorang ilmuan atau klinisi sebagai
bentuk tanggung jawab dan komunikasi dengan ilmuan, klinisi
lain, atau publik mengenai apa yang telah mereka lakukan.
Berbagai media publikasi telah tersedia saat ini, salah satunya
adalah melalui poster ilmiah”.
Atas dasar itu, tim peneliti “Kesiapan PTKIS dalam mendukung
Implementasi kebijakan SKPI”, menempatkan poster pada
bagian akhir laporan (sebagai lampiran), tampak pada gambar:
3.8, berikut:
Gambar: 6.8. Poster Penelitian
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c. HAKI
Produk hasil penelitian diarahkan untuk memeroleh paten
sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk beberapa
hasil penelitian. (Disyaratkan dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017). Upaya
kearah paten bagi hasil penelitian Ilmu sosial menjadi satu
keniscayaan, namun memerlukan kajian lebih spesipik dan
mendalam, juga memerlukan waktu dan biaya. Paling tidak tim
peneliti “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi
kebijakan SKPI”, menempatkan HAKI pada bagian akhir
laporan, sejajar dengan poster (sebagai lampiran), tampak pada
gambar: 3.9, berikut:
Gambar: 6.9 HAKI Penelitian
Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI
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Penempatan HAKI dan Poster Penelitian, tampak pada
gambar 3.10, berikut:
Gambar: 6,10. Penempatan HAKI dan Poster Penelitian
d. Buku Ajar Berbasis Penelitian
Salah satu temuan Penelitian ”Kesiapan PTKIS dalam
mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan
PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”, adalah
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan
merupakan faktor-faktor yang harus diidentifikasi, di analisis
dan diantisipasi sebelum pelaksanaan terimplementasi melalui
pendekatan masalah implementasi melalui analisis lingkungan.
Dengan analisis lingkungan akan diketahui secara jelas dan pasti
faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan organisasi yang
dapat mencakup saluran distribusi yang handal. Akan tetapi,
tidak kalah pentingnya untuk dikenali secara tepat adalah
berbagai kelemahan yang mugkin terdapat dalam organisasi.
Kelemahan manajerial, fungsional, operasional, struktur atau
bahkan yang bersifat psikologis.
Aspek penting yang paling dominan bertumpu pada sikap
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dan keterampilan skill SDM. Dengan kata lain, “bagaimana
jadinya mereka bertugas membentuk manusia terampil, apabila
memera tidak terampil”? untuk itu, penulis menganggap bahwa
pendidikan keterampilan menjadi penting untuk dikembangkan
di lembaga pendidikan tinggi khususnya di PTKIS Kopertais
Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dengan itu bukan saja dapat
memberikan pembelajaran kapada para mahasiswanya, akan
lebih penting lagi pembelajaran ini berguna bagi para
penyelenggaranya. Bukan kah Nabi Muhammad mengajarkan
IBDA’BINAFSIK: (Solusi Praktis Rasulullah SAW dalam
Mengatasi Krisis Multi Dimensional).
Atas dasar itu, penulis meyakini bahwa pendidikan yang
mendukung pembangunan adalah pendidikan yang bermutu,
yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta
didik, sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan
memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. Konsep
pendidikan seperti itu terasa semakin penting ketika seseorang
harus memasuki dunia kerja dan kehidupan di masyarakat,
karena yang bersangkutan harus mampu menerapkan apa yang
dipelajari di sekolah untuk menghadapi probiema yang
dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Didalam buku ini, penulis mengajak para pendidik/calon
pendidik sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan, untuk
menciptakan kesimbangan pada pendidikan, terutama dalam
mempersiapkan para anak didik tidak hanya mempunyai nilai
yang tinggi didalam ujian nasional tetapi setelah mereka lulus
kelak mempunyai kemampuan untuk menciptakan lapangan
pekerjaan bagi dirinya, lebih bersyukur bila dia mampu
mengajak orang lain lain sehingga pengangguran berkurang,
tanamkan pada diri mereka bahwa mereka mempunyai nilai jual
yang tinggi apabila mempunyai suatu keahlian (keterampilan).
Naska buku ini, telah disampaikan dan telah kontrak terbit
dengan Penerbit Reputasi Nasional IKAPI, sejak tanggal 7 Juli
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2018, tampak pada gambar 6.11, berikut:
Gambar 6.11
Potongan Bab Buku Sampai Kontrak Terbit
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e. Buku Panduan Teknis
Salah satu temuan lain dari Penelitian ”Kesiapan PTKIS
dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di
lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”,
ditemukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini
kebijakan penerapan SKPI pada PTKIS, bertumpu pada empat
variabel baik langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi
proses implementasi kebijakan, salah satunya yaitu:
“komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana
kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan, hal ini
menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi
dan konsistensi informasi yang disampaikan”; (Edwar II, 1980).
Di lapangan, peneliti tidak menemukan satu pun yang
menyangkut kejelasan informasi kebijakan, dimaksudkan sejenis
(pedoman, panduan, atau pentunjuk teknis), apaun namanya
yang jelas guid semacam itu menurut teori implemtasi kebijakan
menjadi penting sebagai penjabaran teknis dari suatu kebijakan,
terlih kebijakan penepan SKPI, khususnya bagi PTKIS.
Atas dasar itu, penulis tergerak untuk menginisiasi adanya
“Buku Panduan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)” ini,
disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang
Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan
Tinggi. Lebih spesifik untuk PTKI, Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah,
Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
Perguruan Tinggi Keagamaan. Peraturan Menteri ini mulai
berlaku sejak tanggal 12 Januari 2016.
Buku ini berisi uraian mengenai bidang kegiatan
ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang diberi nilai beserta
besaran nilai per kegiatan.
Dasar pijakan dalam “Buku Panduan Surat Keterangan
Pendamping Ijazah (SKPI)” ini, yaitu:
1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi.
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3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi.
4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat
Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
6) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat
Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi
Keagamaan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak
tanggal 12 Januari 2016.
7) Laporan Penelitian ”Kesiapan PTKIS dalam mendukung
Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS
Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”,
Didalam panduan ini, penulis mengajak para pendidik,
pengelola pendidikan untuk untuk berinteraksi dengan
kebijakan menciptakan tercapainya kebijakan SKPI, Harapan
kami, dari buku “Panduan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
(SKPI)” ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika
PTKIS. Untuk itu, penyajian buku ini terdiri atas empat bab,
yang memuat:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini, memuat Latar belangang, landasan filosofi dasar
pengembangan kebijakan penerapan SKPI
BAB II. MODEL SISTEM PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KEMAHASISWAAN BERBASIS SKPI
A. Visi Misi, Tujuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
B. Kebijakan dan Pola Pengembangan Kemahasiswaan
C. Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan
D. Program Kegiatan Kemahasiswaan yang relevan dengan Surat
Keterangan Pendamping Ijazah
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C. Evaluasi Hasil Kegiatan
BAB. IV. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
A. Predikat
B. Penilaian dan Validasi
C. Bukti-Bukti Kegiatan Kemahasiswaan
D. Kehadiran Mahasiswa dalam Kegiatan Kemahasiswaan
RutinTerjadwal
E. Kegiatan Berikut Bobot serta Dasar Penilaian Satuan Kredit
Prestasi Mahasiswa
DAFTAR LAMPIRAN
1. Lembaran Penghitungan Surat Keterangan Pendamping
Ijazah (SKPI) Lampiran
2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
Sampul Buku Panduan Sistem Penyelenggaraan Kegiatan
Kemahasiswaan berbasis SKPI, pada gambar 6.12, berikut:
Gambar 6.12
Buku Panduan Kegiatan Kemahasiswaan Berbasis SKPI
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4. Laporan Keuangan
a. Dasar, Tujuan, dan Ketentuan Penyusunan Laporan
keuangan Penelitian
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan
suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat
digunakan untuk menggambarkan kinerja lembaga/perusahaan
tersebut. Laporan keuangan dalam konteks ini, adalah bagian
dari proses pelaporan penelitian.
Tujuan Laporan Keuangan, Menurut Standar Akuntansi
Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini
memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun,
laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang
mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan
ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh
keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk
menyediakan informasi nonkeuangan.
Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah
dilakukan manajemen (bahasa Inggris: stewardship), atau
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang
telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat
demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi.
Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan
atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau
keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti
manajemen.
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Atas dasar itu, Laporan keuangan penelitian ”Kesiapan
PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di
lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”,
merupakan kewajiban pertanggungjawaban tim peneliti atas
amanah Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati
Bandung Nomor B. 061.D/ Un.05/V.2/Kp.02.3/05/2017. tanggal 19
April 2017. tentang Dosen-dosen yang mendapat pembiayaan
terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi. Di tindaklajuti
dengan surat perjanjian kerja Penelitian No.B 113/Un.05/
V.2/PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. Dilengkapi dengan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ketua Tim penelitian
”Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan
SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa
Barat dan Banten”, tanggal 21 Maret 2018.
Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK
(Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan)
tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Tim penelitian ”Kesiapan PTKIS dalam mendukung
Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS
Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”, berdasar pada:
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
2) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211
Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri Tahun 2018, tanggal 29 Desember 2017:
3) Ketentuan Perpajakan:
Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan
terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN
maupun APBD. Jenisjenis pajak antara lain: Materai, PPH
21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.
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(a)Materai: Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi
materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan
Tarif Bea Materai dan Permenkeu Nomor
55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna
Benda Materai, dengan perincian sebagai berikut:
- Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp 250.000,- tanpa
dibubuhi Materai.
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-s.d. Rp.
1.000.000,-dibubuhi Materai 3.000,-
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,-
dibubuhi Materai 6.000,-
(b)Pajak Penghasilan (PPh 21)
Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor
36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu
nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-
57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium
dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan
kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%;
Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan
ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan
NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok,
menggunakan NPWP ketua tim.
(c)Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)
Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22,
Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/201 1). Belanja bahan
(pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll)
dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu
bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang
dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak
penghasilan pasal 22).
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- Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai
transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama
jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta
rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak
Pertambahan Nilai) perhitungan
PPN DN = (100/110) x nilai transaksi x 10 %)
- Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko
yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,-
(dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn
Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
- Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko (100/110)
x nilai transaksi x 1,5 %
- Perhitungan PPN dengan NPWP (100/110) x nilai
transaksi x 10 %) (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22
dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP
toko).
(d)Pajak Penghasilan (PPh 21)
Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)
Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36
tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244 / PMK.
03/ 2008).
- Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp.
1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2%,
(dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-
dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal
23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP
PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)
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- Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun
nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak
dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang
menggunakan NPWP toko dan distempel toko)
Contoh: perhitungan Konsumsi,
- Apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A,
maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi: nilai
kuitansi 0–2 juta=tidak dikenai pajak, sedangkan nilai
kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP
rumah makan=nilai transaksi x 1,5%
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering
A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena
PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi x
2 %. (Lamp. Kep Dirjen Pendis Nomor 7211 Tahun 2017).
b. Pagu Pengeluaran/Penggunaan Biaya Penelitian
Atas dasar beberapa pereturan dan ketentuan di atas,
Laporan keuangan penelitian ”Kesiapan PTKIS dalam
mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan
PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”, merupakan
kewajiban pertanggungjawaban tim peneliti atas amanah Surat
Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor B.
061.D/ Un.05/V.2/Kp.02.3/05/2017. tanggal 19 April 2017. tentang
Dosen-dosen yang mendapat pembiayaan terapan dan
Pengembangan Perguruan Tinggi. Di tindaklajuti dengan Surat
Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/ 2018,
tanggal 21 Maret 2018. Dilengkapi dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak Ketua Tim penelitian ”Kesiapan PTKIS
dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di
lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”,
tanggal 21 Maret 2018. Maka pengeluaran biaya/biaya yang
harus dipertanggungjawabkan tim, mengacu pada rencana
pengeluaran biaya, tampak pada tabel 3.6, berikut:
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Tabel 4.7








ATK 1 1 PK 503,000 503,000
Foto Copy ref &ref 1 1 PK 707,500 707,500
Konsumsi NS/Peserta 12 1 OA 45,000 540,000
Honor Narasumber Rapat 3 1 JPL 500,000 1,500,000
Uang Saku Peserta Rapat 7 1 OJ 150,000 1,050,000
Sub Total A 4,300,500
B. Pelaksanaan Kegiatan
1. Alat Bahan
ATK 1 1 PK 800,500 800,500
Foto Copy ref &kel adm 1 1 PK 816,500 816,500
Konsumsi NS/Peserta 12 1 OA 45,000 540,000
2. Biaya Perjalan
Uang Harian 37 2 OH 430,000 31,820,000
Tiket PP 27 2 O/P 210,000 11,340,000
Penginepan 13 2 OH 120,000 3,120,000
3. Jasa Profesi
Tenaga Pembantu 7 24 OH 80,000 13,440,000
Honor Narasumber 3 1 JPL 500,000 1,500,000
Transfort Peserta Rapat 1 7 OJ 150,000 1,050,000
Pengolah Data 1 1 PK 1,500,000 1,500,000
Sub Total B 65,927,000
C. Pasca Pelaksanaan
1. Alat Bahan
ATK 1 1 PK 515,000 515,000
Foto Copy &kel adm 1 1 PK 867,500 867,500
Konsumsi NS/Peserta 12 1 OA 45,000 540,000
Transport Lokal 2 1 PK 150,000 300,000
2.Jasa Profesi
Honor Narasumber 3 1 JPL 500,000 1,500,000
Transfort Peserta 7 1 OJ 150,000 1,050,000
Sub Total C 4,772,500
TOTAL BIAYA 75,000,000






c. Realisasi Pengeluaran Biaaya Biaya Penelitian
Realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam
Jaringan (KBBI Daring) adalah proses menjadikan nyata;
perwujudan; wujud;kenyataan; pelaksanaan yang nyata.
Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:21) “realisasi adalah suatu
proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan
yang nyata”.
Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
realisasi adalah proses agar yang direncanakan menjadi sesuai
dengan kenyataan. Dibidang akuntansi realisasi bermakna
“uang” yaitu konversi dari aktiva, barang dan jasa menjadi cash
atau piutang (receivable) yang melalui tahapan penjualan.
Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa
pengertian realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk
mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Dimulai dari cita-
cita sehingga seseorang dapat menetapkan target yang ingin
dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana
untuk mewujudkannya, kemudian baru rencana tersebut
direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata.
Setelah selesai kemudian dilakukan evaluasi terhadap
hasil yang telah dicapai, apakah sudah sesuai dengan target atau
tidak.Dalam melakukan evaluasi digunakan alat ukur baik alat
ukur kualitatif maupun kuantitatif sehinggadiketahui hasil yang
pasti mengenai pencapaian yang telah diraih.Dari hasil yang
jelas dan terukur inilah kita dapat mengetahui seberapa berhasil
realisasi dari rencana yang telah dibuat.
Realisasi pengeluaran keuangan Penelitian, merupakan
tagihan atas realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan
kegiatan penelitian yang berhubungan dengan segala aktivitas
kontruksi dan proyeksi dana keuangan di masa mendatang
sesuai dengan alokasi dananya.
Target pencapaian penelitian meliputi output dan outcome.
Laporan output dicantumkan dalam kontrak penelitian meliputi
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log book penelitian, laporan keuangan, sertifikat HKI (Hak
Kekayaan Intelektual), buku hasil penelitian, dan draft
artikel/paper hasil penelitian. Laporan output dapat berupa
potensi luaran lainya, seperti bahan ajar, modul, model, TTG,
poster, kebijakan, rekayasa sosial, prototype, dan lain-lain.
Adapun laporan outcome berupa publikasi ilmiah paper hasil
penelitian pada jurnal nasional atau jurnal internasional.
Laporan outcomedapat ditingkatkan secara lebih produktif dalam
bentuk buku ber-ISBN, prosiding konferensi internasional, paten
dan sebagainya.
Berdasar pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Penelitian,
Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati
Bandung Tahun 2016. Ketentuan spealisasi pengeluaran
keuangan Penelitian, direalisasikan melalui dua tahapan yaitu
pelaporan antara dan pelaporan akhir.
1) Laporan Keuangan Antara
Laporan antara dimaksudkan sebagai monitoring dan
evaluasi untuk inventarisasi kendala-kendala yang terjadi di
lapangan. Reviu laporan antara berfungsi memberikan feed back
atau saran dan rekomendasi dalam rangka antisipasi kendala-
kendala tersebut agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai
target yang telah ditetapkan. Reviu laporan antara dapat
dimanfaatkan untuk mengarahkan penelitian agar terlaksana
secara akuntabel, tranparan, rasional, objektif, efektif, efisen,
tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.
(a)Cash flow realisasi anggaran 60%
Laporan keuangan berupa cash flow realisasi anggaran 60%
sesuai standar biaya masukan (SBM) Tahun 2018. Laporan
keuangan disertai dengan lampiran kelengkapan berkas, seperti
Surat Izin, SPPD, nominatif, kwitansi (invoice), dan lain-lain.
Sekaligus juga peneliti agar menyampaikan rancangan estimasi




Cash flow Realisasi Anggaran 60%
Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI
No MAK URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO PPH
Diterima Dana Kegiatan 45,000,000
A Pra Penelitian 4,390,500
1 521211 Belanja Bahan 1,840,500 40,609,500
2 524111 Belanja Perjalanan dalam kota - -
3 522151 Belanja Jasa Profesi 2,550,000 - 93,250
B Pelaksanaan Penelitian 36,844,500
1 521211 Belanja Bahan 1,910,500 3,765,000
2 524111 Belanja Perjalanan dalam kota - -
3 524114 Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota - -
4 522151 Belanja Jasa Profesi 2,550,000 - 293,250
5 524111 Belanja Perjalanan dalam Negeri/Luar Kota 32,384,000 -
C Pasca Pelaksanaan Penelitian 4,069,000
1 521211 Belanja Bahan -
2 524111 Belanja Perjalanan dalam kota -
3 522151 Belanja Jasa Profesi -
4 524111 Belanja Perjalanan dalam Negeri/Luar Kota -
Jumlah 45,000,000 41,235,000 3,765,000 586,500
Keterangan: Bandung, 24 Maret 2018
Biaya berdasar SPK 75.000.000 Ketua Tim Peneliti,
Termen I 60% 45.000.000 ttd.,





Pengeluaran biaya penelitian 60% (tahap I) penelitian
“Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan
SKPI”, mengacu pada Cash flow Realisasi Anggaran 60%, tediri
atas belanja bahan dan belanja profesi.
(1) Pengeluaran Biaya Pra Penelitian/Persiapan
Kegiatan pra penelitian/persiapan dilakukan sejak tanggal
22 Maret sd 12 April 2018, dengan biaya pengeluan tampak pada
tabel 3. 8, berikut:
Tabel 4. 9
Rekapitulasi Biaya Persiapan Penelitian
N
o Tanggal Uraian Pengeluaran Kegiatan Volume
Jumlah
(Rp)
1 22 Maret 2018
Pembelian ATK dari Toko Buku dan
ATK "NURJAYA" Ujungberung 1 Pkt 503,000
2 22 Maret 2018
Penggandaan Bahan rujukan dan
Pembahasan Desain dan IPD dari
Foto Copy "LATANSA" Cipadung
1 Pkt 707,500
3 11 April 2018
Pembelian ATK dari Toko Buku
ATK "NURJAYA" Ujungberung 1 Pkt 975,500
4 11 April 2018
Penggandaan Bahan Pembahasan
Desain dan IPD dari Foto Copy
"LATANSA" Cipadung
1 Pkt 305,000
5 12 April 2018
Pembelian Konsumsi Rapat
Pembahasan Desain dan IPD
Penelitian dari Warung Nasi
"TRESNA" Cibiru-Bandung
1 Pkt 630,000
6 12 April 2018
Honorarium Pembahas Desain dan
IPD Penelitian 3 Org 1,500,000
7 12 April 2018
Uang Saku Peserta Rapat Pembahas
Desain dan IPD Penelitian 7 Org 1,050,000
Jumlah Biaya 5,671,000
Ket: SPJ lengkap terlampir pada Lampiran 3
(2) Pengeluaran Biaya Pelaksanaan Penelitian
Kegiatan pelaksanaan penelitian (termasuk dalam laporan
antara/60%) dilakukan sejak tanggal 19 April sd 21 Juni 2018,
dengan biaya pengeluan tampak pada tabel 3. 9, berikut:
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Tabel 4.10
Rekapitulasi Biaya Persiapan Penelitian
N
o Tanggal Uraian Pengeluaran Kegiatan Volume
Jumlah
(Rp)
1 19 April 2018
Biaya perjalanan dinas 2 orang
untuk kegiatan Observasi ke 24
Lokasi Penelitian
1 Pkt 8.785,000
2 07 Mei 2018
Biaya perjalanan dinas 2 orang
untuk kegiatan Penyebaran IPD ke
24 Lokasi Penelitian
1 Pkt 8.785,000
3 06 Juni 2018
Biaya perjalanan dinas 2 orang





Pembahasan draft laporan antara




laporan antara 3 Org 1,500,000
7 21Juni 2018
Uang Saku Peserta Rapat Pembahas
draft laporan antara 7 Org 1,050,000
Jumlah Biaya 35,869,000
Ket: SPJ lengkap terlampir pada Lampiran 3
Total biaya pengeluaran Laporan antara (60%), tahap I ,
yaitu:
-Biaya Persiapan........ Rp. 5,671,000
-Biaya Persiapan........ Rp. 35,869,000
Total Rp. 41.540,000
2) Laporan Akhir
Laporan akhir merupakan realisasi anggaran 100% dana
bantuan penelitian sesuai besaran biaya penelitian di dalam
kontrak, Laporan keuangan lengkap dengan invoice atau
kwitansi/bukti pembelanjaan mencakup uraian, satuan, volume
dan besaran biaya berdasarkan acuan Standar Biaya Masukan
(SBM) Tahun Anggaran 2017.
(a) Cash flow Realisasi Anggaran 100%
Laporan Akhir keuangan (100%), sama halnya dengan
laporan antara, namun cash flow realisasi anggaran 100% sesuai
standar biaya masukan (SBM) Tahun 2018. Laporan keuangan
disertai dengan lampiran kelengkapan berkas, seperti Surat Izin,
SPPD, nominatif, kwitansi (invoice), dan lain-lain. cash flow
realisasi anggaran 100%, tampak pada tabel 3.10, berikut:
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Tabel 4.11
Cash flow Realisasi Anggaran 100%
Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI
No MAK URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO PPH
Diterima Dana Kegiatan 75,000,000
A Pra Penelitian 4,390,500
1 521211 Belanja Bahan 1,840,500 70,609,500
2 524111 Belanja Perjalanan dalam kota -
3 522151 Belanja Jasa Profesi 2,550,000 280,500
B Pelaksanaan Penelitian 36,844,500
1 521211 Belanja Bahan 1,910,500 4,069,000
2 524111 Belanja Perjalanan dalam kota -
3 524114 Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota
4 522151 Belanja Jasa Profesi 17,140,000 335.500
5 524111 Belanja Perjalanan dalam Negeri/Luar Kota 47,140,000
C Pasca Pelaksanaan Penelitian 4,069,000
1 521211 Belanja Bahan 1,519.000
2 524111 Belanja Perjalanan dalam kota
3 522151 Belanja Jasa Profesi 2,550,000
4 524111 Belanja Perjalanan dalam Negeri/Luar Kota 280,500
Jumlah 75,000,000 75,000,000 - 916,500
Bandung, 24 Maret 2018
Ketua Tim Peneliti,
ttd.,
Dr. H.A. Rusdiana, MM
NIP. 196104211986021001
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(b) Pengeluaran Biaya Pra Penelitian/Persiapan
Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal 22 Maret sd





o Tanggal Uraian Pengeluaran Kegiatan Volume
Jumlah
(Rp)
1 2 3 4 5
a. Pra Penelitan
1 22 Mar 2018
Pembelian ATK dari Toko Buku dan
ATK "NURJAYA" Ujungberung
1 Pkt 503,000
2 22 Mar 2018
Penggandaan Bahan rujukan dan
Pembahasan Desain dan IPD dari Foto
Copy "LATANSA" Cipadung
1 Pkt 707,500
3 11 April 2018
Pembelian ATK dari Toko Buku ATK
"NURJAYA" Ujungberung
1 Pkt 975,500
4 11 April 2018
Penggandaan Bahan Pembahasan Desain
dan IPD dari Foto Copy "LATANSA"
Cipadung
1 Pkt 305,000
5 12 April 2018
Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan
Desain dan IPD Penelitian dari Warung
Nasi "TRESNA" Cibiru-Bandung
1 Pkt 630,000
6 12 April 2018
Honorarium Pembahas Desain dan IPD
Penelitian
3 Org 1,500,000
7 12 April 2018
Uang Saku Peserta Rapat Pembahas




1 19 April 2018
Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk
kegiatan Observasi ke 24 Lokasi
1 Pkt 8.785,000
2 07 Mei 2018
Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk
kegiatan Penyebaran IPD ke 24 Lokasi 1 Pkt 8.785,000
3 06 Juni 2018
Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk
kegiatan Penyebaran IPD ke 24 Lokasi
1 Pkt 14.814.000
4 .21Juni 2018
Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan
draft laporan antara Warung Nasi
"TRESNA" Cibiru-
1 Pkt 630,000
5 21Juni 2018 Honorarium Pembahas laporan antara 3 Org 1,500,000
7 21Juni 2018
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Jumlah dipindahkan…..
1 2 3 4 5
Jumlah pindahan 35,869,000
8 19 April 2018
Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk
kegiatan Observasi ke 24 Lokasi
Penelitian 1 hari
1 Pkt 8.785,000
9 07 Mei 2018
Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk
kegiatan Penyebaran IPD ke 24 Lokasi
Penelitian selama 1 hari
1 Pkt 8.785,000
10 06 Juni 2018
Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk
kegiatan Penyebaran IPD ke 24 Lokasi
Penelitian selama 2 hari
1 Pkt 14.814.000
11 .21Juni 2018
Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan








Uang Saku Peserta Rapat Pembahas draft
laporan antara
7 Org 1,050,000
12 5 Juli 1018
Biaya perjalanan dinas 2 orang untuk
kegiatan Penyebaran IPD ke 24 Lokasi
Penelitian selama 2 hari
1 Pkt 14.814.000
13 12 Juli 2018 Honorarium Pembantu lapangan 24 Org 13,440,000
12 Juli 2018 Honor Pengolah Data 1 Org 1,500,000
Jumlah Biaya Pasca Pelaksanaan Penelitian 66,540,500
b. Pasca Pelaksanaan Penelitan/Penyelesaian
14
11 Agus 2018
Pembelian Konsumsi Rapat Pembahasan
laporan antara Warung Nasi "TRESNA"
Cibiru
1 Pkt 630,000
15 11 Agus 2018 Honorarium Pembahas laporan antara 3 Org 1,500,000
16 11 Agus 2018 Uang Saku Peserta Rapat Pembahas draft
laporan antara
7 Org 1,050,000
17 15 Agus 2018 Penggadaan Laporan 1 Pkt 889,000
Jumlah Biaya Pasca Pelaksanaan Penelitian 4,069.000
Rekapitulasi biaya pengeluaran penelitian (100%), yaitu:
-Biaya Pra pelaksanaan........ Rp. 4,390,500,-
-Biaya Pra pelaksanaan........ Rp. 66,540,500,-
-Biaya Pasca Pelaksanaan..... Rp. 4,069.000;-
Total Biaya Pengeluaran Rp. 75.000,000’-
Terbilang: Tujuhpuluh Lima Juta Rupiah
Intinya, realisasi adalah langkah penting dalam setiap
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perencanaan. Betapa sering kita lihat rencana hebat yang tidak
menghasilkan apa-apa karena tidak pernah direalisasikan. Atau
kalaupun direalisasikan akan tetapi tidak sesuai dengan rencana
atau asal-asalan sehingga hasilnya sangat jauh dari yang
diharapkan. Istilah realisasi digunakan dalam berbagai bidang
seperti bisnis, akuntansi, pemasaran, dan lain sebagainya untuk
mengetahui seberapa besar pencapaian yang telah diraih untuk
kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.
A. Rusdiana & Nasihudin174
BAB VII
MANAJMEN EVALUASI PROGRAM
KEGIATAN PENELITIANAkuntabilitas Kinerja Penelitian 175
valuasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan
untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana
dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.
Sedangkan evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang
sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu
objek. Evaluasi program merupakan suatu proses. Secara
eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan
secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah
dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai
berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai
model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang
berbeda, sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama.
Ada banyak model evaluasi program yang dikembangkan oleh
para ahli yang dapat dipakai untuk mengevaluasi program.
Model-model tersebut di antaranya : Discrepancy Model
(Provus), CIPP Model (Daniel Stufflebeam’ s), Responsive
Evaluation Model (Robert Stake’s), FormativeSumatif Evaluation
Model (Michael Scriven’s), Measurement Model (Edward L.
Thorndike dan Robert L. Ebel), dan Goal-Free Evaluation
Approach (Michael Scriven’ s).
Kegiatan penilaian dalam evaluasi program tidak hanya
E
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dilaksanakan pada akhir kegiatan program, tetapi sebaiknya
dilakukan sejak awal, yaitu dari penyususnan rancangan
program, pelaksanaan program dan hasil dari program tersebut.
Berbagai model evaluasi tersebut dapat digunakan tergantung
kepada tujuan evaluasi yang ditetapkan. Namun demikian,
perlu juga diketahui bahwa keberhasilan suatu evaluasi program
secara keseluruhan bukan hanya dipengaruhi penggunaan yang
tepat pada sebuah model evaluasi melainkan juga dipengaruhi
oleh berbagai faktor.
A. Pentingnya Evaluasi Program Penelitian
1. Hakekat Penelitian
Penelitian adalah usaha untuk menemukan,
mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,
yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah. Penelitian
adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan
masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah
(Emzir, 2007: 3). Penelitian sebagai aktivitas keilmuan yang
dilakukan karena ada kegunaan yang ingin dicapai, baik untuk
meningkatkan kualitas kehidupan manusia maupun untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan (Hamidi,2007:6). Menurut
Soerjano Soekanto penelitian adalah kegiatan ilmiah yang
berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara
metodologis, sistematis, dan konsisten.
Menurut Suharsimi Arikunto (2004:1) evaluasi adalah
kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya
sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk
menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.
Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan
informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker
untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan
evaluasi yang telah dilakukan.
Dalam evaluasi terdapat perbedaan yang mendasar
dengan penelitian meskipun secara prinsip, antara kedua
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kegiatan ini memiliki metode yang sama. Perbedaan tersebut
terletak pada tujuan pelaksanaannya. Jika penelitian bertujuan
untuk membuktikan sesuatu (prove) maka evaluasi bertujuan
untuk mengembangkan (improve). Terkadang, penelitian dan
evaluasi juga digabung menjadi satu frase, penelitian evaluasi.
Sebagaimana disampaikan oleh Sudharsono (1994: 3) penelitian
evaluasi mengandung makna pengumpulan informasi tentang
hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang dilaksanakan
secara sistematik dengan menggunakan metodologi ilmiah
sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan
obyektif.
2. Pentingnya Evaluasi Program Peneltian
Pemahaman mengenai pengertian evaluasi program dapat
berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariatif
oleh para pakar evaluasi. Pengertian evaluasi menurut
Stufflebeam yang di kutip oleh Ansyar (1989) bahwa evaluasi
adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang
berguna untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif
pengambilan keputusan. Selanjutnya The joint committee on
Standars For Educational Evaluation(1994) , mendefinisikan bahwa
evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang
keberhasilan suatu tujuan.
Sedangkan Djaali, Mulyono dan Ramli (2000)
mendefinisikan bahwa Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu
berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan kemudian
diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi. Rutman and
Mowbray 1983, mendefinisikan evaluasi adalah penggunaan
metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcomes suatu
program yang berguna untuk proses membuat keputusan.
Chelimsky (1989), mendefinisikan evaluasi adalah suatu
metode penelitian yang sistematis untuk menilai
rancangan,implementasi dan efektifitas suatu program.
Wirawan (2006) Evaluasi adalah proses mengumpulkan dan
menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya
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dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk
mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Dari definisi
evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah
penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai
rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka
pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas
suatu program.
Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi,
yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan
dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Evaluasi
program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi pengambil
keputusan. Alasannya adalah dengan masukan hasil evaluasi
program itulah para pengambil keputusan akan menentukan
tindak lanjut dari program yang sedang atau telah
dilaksanakan.
3. Alasan Dilaksanakannya Penelitian Evaluasi Program
Penelitian
Penelitian evaluasi program dilakukan karena beberapa
alasan, diantaranya:
a. Pemenuhan ketentuan undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya,
b. Mengukur efektivitas dan efesiensi program,
c. Mengukur pengaruh, efek sampingan program,
d. Akuntabilitas pelaksanaan program,
e. Akreditasi program,
f. Alat mengontrol pelaksanaan program,
g. Alat komunikasi dengan stakeholder program,
h. Keputusan mengenai program ;
1) Diteruskan
2) Dilaksanakan di tempat lain
3) Dirubah
4) Dihentikan
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4. Tujuan Penelitian Evaluasi Program Penelitian
Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan
tertentu. demikian juga dengan evaluasi. Menurut Suharsimi
Arikunto (2004 : 13) ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum
dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program
secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan
pada masing-masing komponen. Implementasi program harus
senantiasa di evaluasi untuk melihat sejauh mana program
tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program
yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi,
program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat
efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru
sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data.
Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan
data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan
(decision maker) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan,
memperbaiki atau menghentikan sebuah program.
Secara umum penelitian evaluasi program diperlukan
untuk merancang, menyempurnakan dan menguji pelaksanaan
suatu praktik program yang dilakukan oleh calon peneiti. Dalam
suatu rancangan program baru, kegiatan memerlukan data hasil
evaluasi program yang lalu untuk membantu perencanaan
hingga proses kegiatan program yang baru.
Program atau kegiatan pendidikan adalah sesuatu yang
dinamis, berubah dan berkembang sesuai dengan
perkembangan ilmu dan tuntutan perubahan masyarakat
(audience). Sehingganya untuk mengetahui perubahan,
kelayakan dan berjalanya program tersebut maka perlu diuji
program tersebut. Melanjutkan program atau kegiatan yang tidk
layak, hanya akan membuang – buang biaya, waktu dan tenaga
saja.
Secara lebih rinci tujuan penelitian evaluatisi program
adalah:
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a. Membantu perencanaan untuk pelaksanaan program.
b. Membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan
atau perubahan program.
c. Membantu dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau
penghentian program karena dipandang program tersebut
tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana
sebagaimana yang diharapkan.
d. Menemukan fakta-fakta dukungan dan penolakan terhadap
program.
B. Metode Model-Model Evaluasi
Pengertian metode, berasal dari bahasa Yunani yakni
methodos yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan.
Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau
objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban
yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk
keabsahannya (Rosdy Ruslan,2003:24). Sutrisno Hadi (1987:3)
mengungkapkan
Ada banyak model yang bisa digunakan dalam melakukan
evaluasi program khususnya program pendidikan. Meskipun
terdapat beberapa perbedaan antara model-model tersebut,
tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan
yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang dievaluasi
sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan.
(Suharsimi Arikunto dan Cecep Safruddin Abdul Jabbar:
2004). Menurut Stephen Isaac dan Willian B. Michael (1984:7)
model-model evaluasi dapat dikelompokan menjadi enam yaitu:
1. Goal Oriented Evaluation
Dalam model ini, seorang evaluator secara terus menerus
melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan.
Penilaian yang terus-menerus ini menilai kemajuan-kemajuan
yang dicapai peserta program serta efektifitas temuan-temuan
yang dicapai oleh sebuah program. Salah satu model yang bisa
Akuntabilitas Kinerja Penelitian 181
mewakili model ini adalah discrepancy model yang
dikembangkan oleh Provus. Model ini melihat lebih jauh tentang
adanya kesenjangan (Discrepancy) yang ada dalam setiap
komponen yakni apa yang seharusnya dan apa yang secara riil
telah dicapai.
2. Decision Oriented Evaluation
Dalam model ini, evaluasi harus dapat memberikan
landasan berupa informasi-informasi yang akurat dan obyektif
bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu yang
berhubungan dengan program. Evaluasi CIPP yang
dikembangkan oleh stufflebeam merupakan salah satu contoh
model evaluasi ini. Model CIPP merupakan salah satu model
yang paling sering dipakai oleh evaluator. Model ini terdiri dari
4 komponen evaluasi sesuai dengan nama model itu sendiri
yang merupakan singkatan dari Context, Input, Process dan
Product.
Evaluasi konteks (context evaluation) merupakan dasar
dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan
(rationale) dalam penentuan tujuan (Baline R. Worthern & James
R Sanders : 1979) Karenanya upaya yang dilakukan evaluator
dalam evaluasi konteks ini adalah memberikan gambaran dan
rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan (goal).
Evaluasi input (input evaluation) merupakan evaluasi
yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan
bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam
mencapai tujuan program.
Evaluasi proses (process evaluation) diarahkan pada
sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut sudah
dilaksanakan. Ketika sebuah program telah disetujui dan
dimulai, maka dibutuhkanlah evaluasi proses dalam
menyediakan umpan balik (feedback) bagi orang yang
bertanggungjawab dalam melaksanakan program tersebut.
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Evaluasi Produk (product evaluation) merupakan bagian
terakhir dari model CIPP. Evaluasi ini bertujuan mengukur dan
menginterpretasikan capaian-capaian program. Evaluasi produk
menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada input.
Dalam proses ini, evaluasi produk menyediakan informasi
apakah program itu akan dilanjutkan, dimodifikasi kembali atau
bahkan akan dihentikan.
3. Transactional Evaluation
Dalam model ini, evaluasi berusaha melukiskan proses
sebuah program dan pandangan tentang nilai dari orang-orang
yang terlibat dalam program tersebut.
4. Evaluation Research.
Sebagaimana disebutkan diatas, penelitian evaluasi
memfokuskan kegiatannya pada penjelasan dampak-dampak
pendidikan serta mencari solusi-solusi terkait dengan strategi
instruksional.
5. Goal Free Evaluation.
Model yang dikembangkan oleh Michael Scriven ini yakni
Goal Free Evaluation Model justru tidak memperhatikan apa
yang menjadi tujuan program sebagaimana model goal oriented
evaluation. Yang harus diperhatikan justru adalah bagaimana
proses pelaksanaan program, dengan jalan mengidentifikasi
kejadian-kejadian yang terjadi selama pelaksanaannya, baik hal-
hal yang positif maupun hal-hal yang negatif.
6. Adversary Evaluation.
Model ini didasarkan pada prosedur yang digunakan oleh
lembaga hukum. Dalam prakteknya, model adversary terdiri
atas empat tahapan yaitu:
a. Mengungkapkan rentangan isu yang luas dengan cara
melakukan survey berbagai kelompok yang terlibat dalam
satu program untuk menentukan kepercayaan itu sebagai
isu yang relevan.
b. Mengurangi jumlah isu yang dapat diukur.
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c. Membentuk dua tim evaluasi yang berlawanan dan
memberikan kepada mereka kesempatan untuk
berargumen.
d. Melakukan sebuah dengar pendapat yang formal. Tim
evaluasi ini kemudian mengemukakan argument-argumen
dan bukti sebelum mengambil keputusan.
e. Memberikan sumbangan dalam pemahaman proses
psikologis, sosial, politik, dalam pelaksanaan program serta
faktor – faktor yang mempengaruhi program.
f. Menyebarluaskan program, karena program tersebut sudah
berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan
lagi di tempat waktu yang lain.
C. Desain dan Prosedur Evaluasi Program Penelitian
1. Desain Evaluasi Proram Penelitian
Desain evaluasi program yang menggunakan pendekatan
kualitatif agak berbeda dengan desain penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif dikenal banyak orang mempunyai ciri
fleksibel dalam metode pengumpulan datanya dan pada saat
proses berlangsung bias saja penelitinya mengembangkan
datanya sejauh itu masih dalam konteks menggali informasi
yang nantinya dapat digunakan untuk membangun teori baru.
Sedangkan pada evaluasi program informasi apa yang akan
dikumpulkan telah ditetapkan pada awal penentuan desain dan
sedapat mungkin pada saat pengumpulan informasi tidak terjadi
perluasan pencarian informasi dengan alasan mencari titik jenuh
kepusan peneliti dalam mengumpulkan informasi (Royse,
David et al, 2006).
Karakteristik lain yang ada pada penelitian yang
menggunakan pendekatan kualitatif seperti posisi peneliti dalam
konteks penelitian, unit informasi dan unit analisis, tipe
informasi yang dikumpulkan, analisis data serta cara
menyimpulkan juga digunakan dalam evaluasi program yang
bersifat kualitatif.
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Format rancangannya mencakup konteks atau pernyataan
tentang apa yang mendasari perlunya dilakukan evaluasi
terhadap suatu program, kemudian apa tujuan dilakukannya
evaluasi program. Selanjutnya akan disepakati dahulu asumsi
yang relevan, aturan-aturan dalam pengumpulan informasi serta
cara pengumpulan informasi, pengorganisasian data, analisis
data, serta verifikasi data (Creswell, John.W, 1994).
Pada pendekatan kualitatif, karakteristik yang menonjol
adalah pada posisi evaluator dalam pelaksanaan evaluasi.
Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi tentang suatu
program, evaluator walaupun bukan bagian dari pelaku di
dalam program, tetapi pada pendekatan kualitatif evaluator
harus berada dalam program dan mempunyai aksesibilitas yang
tinggi terhadap semua komponen program. Tujuan utama
evaluasi program dengan pendekatan kualitatif adalah
mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu
program di semua aspeknya (Royse, David et al, 2006).
Pendekatan ini menekankan pada mendapatkan
pemahaman lebih luas dan cenderung membentuk perspektif
yang tak berujung dari suatu fenomena atau kejadian tertentu.
Tujuan utama digunakannya pendekatan ini adalah menemukan
kekuatan dan kelemahan program dari berbagai sudut pandang.
Berbeda dengan pendekatan kuantitatif pertanyaan yang
menjadi focus evaluasi tidak menggambarkan adanya variable,
data yang dikumpulkan akan ditampilkan dalam bentuk
natative, tidak terlalu mementingkan metode sampling, dan
pengolahan data tidak selalu menggunakan uji statistika
tertentu. Biasanya pada pengolahan data akan dipilih cara yang
lebih banyak menyatakan kualitas interaksi antara satu data
dengan data lainnya dalam konteks menggambarkan situasi dan
kondisi pada saat fenomena tertentu muncul.
Kesimpulannyapun dinyatakan dalam bentuk pernyataan
yang berbentuk deskripsi sehingga orang dapat melihat suatu
gambaran yang utuh tentang suatu program.
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2. Prosedur Evaluasi Program Penelitian
Prosedur evaluasi program berdasarkan pendekatan
kualitatif biasanya mulai dari mendesain, lalu menentukan
sample, mengumpulkan data, kemudian dianalisis. Perbedaan
yang mencolok antara pendekatan kuanlitatif dan kuantitatif
adalah prosedur dalam mengumpulkan data tidak mengikuti
alur tertentu yang linier artinya pengumpulan data bisa maju
dan mundur sesuai dengan kebutuhan informasi dan keperluan
penelusuran untuk mendapatkan semua informasi yang
diperlukan. Ada cara untuk mencegah evaluator kehilangan
focus yaitu dengan menggunakan FQE (Focused Qualitative
Evaluation).
Alat pengumpul data yang digunakan pada pendekatan
ini bisa berupa catatan tentang kasus-kasus, pedoman
wawancara, kuesioner, transkripsi rekaman suara, video, atau
berupa foto, sosiogram, reka ulang, judicial review. Data yang
terkumpul biasanya diberi kode dan diorganisasikan sedemikian
rupa berdasarkan tingkat relevansinya dengan suatu fenomena
atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam program. Data
tersebut nantinya akan dianalisis dengan cara mengelompokkan
berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam program. Data akan
disajikan dalam bentuk cerita yang rinci lengkap dengan analisis
situasi dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Evaluasi semacam ini biasanya diperlukan pada
program-program tentative atau pilot project yang masih ingin
dicari kekuatan dan kelemahannya. Hasil evaluasi nentinya akan
digunakan untuk keperluan pengembangan program dengan
cakupan yang lebih luas.
3. Tahapan dan Pendekatan Evaluasi Program Penelitian
Royse, David et al, (2006), menyarankan tahap-tahap
evaluasi program dengan pendekatan kualitatif secara garis
besar adalah:
a. Menentukan tujuan evaluasi, jangka waktu evaluasi, dan
factor pendukung lain seperti aksesibilitas ke dalam
program.
b. Menentukan unit analisis yang merujuk kepada individu
yang terlibat dalam program (panitia, peserta, penyandang
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dana, pengguna output program, unsure pendukung
program).
c. Menentukan sample, jenis data yang akan dikumpulkan, cara
menganalisis data, dan cara menyimpulkan.
Gambar 5.1, siklus prosedur evaluasi program yang
menggunakan pendekatan kualitatif yang digagas Royse, David
et al, (2006), sebagai berikut:
Gambar: 7.1
Siklus Prosedur Evaluasi Program Penelitian Menggunakan
Pendekatan Kualitatif
Sumber: Royse, David et al (dimodifikasi oleh penulis)
D. Pelaksanaan Evaluasi Program Penelitian
Untuk menuju akuntabilitas pelaporan penelitian
Penelitian “Kesiapan PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten
dalam mendukung Implementasi Kebijakan SKPI”. Kegiatan
penilaian dalam evaluasi program tidak hanya dilaksanakan
pada akhir kegiatan program, tetapi dilakukan sejak awal, yaitu:
1. Evaluasi Penyususnan rancangan program Penelitian
Tujuan FGD ini, dimiliknya Rekomendasi/kesepahaman
dari pakar dan teman sejawat, yang memastikan Pedoman
Penelitian telah valid, kredibel dan akuntabel. Dilaksanakan
pada hari Kamis, 12 April 2018, gambar 5.2, berikut:
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Notulensi Kegiatan Rapat
Persiapan : Revew Desain dan penyusunan IPD Penelitian
Kamis, 12 April 2018
Rapat dimulai jam 16. 30, dipimpin oleh ketua Tim peneliti Dr.H. A.
Rusdiana, MM, notulis Drs. Nasihudin, M.Pd/sebagai Anggota Peneliti.
Rapat ini dihadiri dua orang pembahas yaitu Dr. H. Koko Abdul Kodir, MA;
Drs. H Yaya Suryana, M.Ag., dan DR. Ara Hidayat, MPd. Dan dihadiri pula
oleh tujuh orang peserta undanngan yaitu: Dindin Efendi, SHI; Ahmad
Zaeni, S.Sos. I; Deden Ali Murtado, S.Pd.I; Zenal Mutakin; Gilang, Aditia P,
ST; Muhammad Alek, S.Sos.I; Nursaadah, S.Pd.I. (daftar hadir terlampir).
Dalam rapat ini dibahas beberapa permasalah Persiapan pelaksanaan:
Revew Desain dan penyusunan IPD Penelitian, diantaranya antara lain:
1. Penentuan tanggal mulainya pengurusan izin dan survey awal ke
lokasi penelitian berikut pengurusan administrasinya.
2. Penentuan dan pembagian tugas siapa yang akan berangkat ke
masing-masing lokasi penelitian
3. Apa saja yang akan dijadikan instrumen penelitian dan bagaimana
menyusunnya
Hasil rapat merekomendasikan bahwa:
1. Pengurusan izin dan survey awal ke lokasi penelitian dilaksanakan
secepatnya, dan bila memungkinkan mulai besok sudah dapat
kejelasan.
2. Pembagian tugas yang akan berangkat ke masing-masing lokasi
penelitian disesuaikan dengan kondisi kegiatan masing-masing
anggota, artinya fleksibel, siapa saja yang kebetulan hari itu ada
waktu, maka dia yang berangkat.
3. Instrumen penelitian dibuat berdasarkan teori dan metode yang ada
dan berdasarkan kepada tujuan pokok penelitian yang sudah
ditentukan, sedangkan menyusun instrumen dilakukan secara berurut
sesuai dengan data dan keperluan yang akan digali.
Pada jam 18.00. Rapat diskor selama 30 menit untuk sholat maghrib
terlebih dahulu dan makan, dan setelah shalat Maghrib rapat dilanjutkan
kembali. Pada jam 21.30 rapat ditutup oleh pimpinan rapat dan diakhiri
dengan membaca hamdalah. Setelah itu copy break&snack.
Gambar: 7.2
Notulensi Kegiatan Rapat Evaluasi Perencanaan Penelitian
Sumber: Dokumen Penelit
2. Evaluasi Program Pelaksanaan
Tujuan FGD ini, dimiliknya Rekomendasi/kesepahaman
pakar dan sejawat, yang memastikan bahwa Laporan Antara,
Penelitian ini, telah valid, kredibel dan akuntabel, gambar.5.3,
berikut:
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Notulensi Kegiatan Rapat
Pembahasan Hasil Penelitian Antara
Kamis, 21 Juni 2018
Rapat dimulai jam 16. 30, dipimpin oleh ketua Tim peneliti Dr.H. A.
Rusdiana, MM, notulis Drs. Nasikudin, M.Pd/sebagai Anggota Peneliti.
Rapat ini dihadiri tiga orang pembahas yaitu Dr. H. Koko Abdul Kodir, MA;
Drs. H Yaya Suryana, M.Ag.;Dr. Ara Hidayat, M.Pd., dan Dr.H. Syamsudin, RS,
M.Ag. Dan didiri pula oleh tujuh orang peserta undanngan yaitu: Dindin
Efendi, SHI; Ahmad Zaeni, S.Sos. I; Deden Ali Murtado, S.Pd.I; Zenal Mutakin;
Gilang, Aditia P, ST; Muhammad Alek, S.Sos.I; Nursaadah, S.Pd.I. (daftar
hadir terlampir).
Dalam rapat ini dibahas beberapa permasalah Penyelasaian Pelaksanaan:
Pembahasan Hasil Penelitian, diantaranya antara lain :
1. Penyusunan laporan penelitian: Konten penelitian secara Akademik;
2. Teknik/Substansi/Sisitimatika penyusunan Laporan Penelitian;
3. Administrasi, waktu penyelesaiai Laporan penelitian, Biaya dan apa
saja yang harus dilaporkan berdasarkan kontrak/perjanjian
penelitian
Hasil rapat merekomendasikan bahwa:
1. Secara akademik, laporan penelitian telah dibuat berdasarkan teori
dan metode, dan berdasarkan kepada tujuan pokok penelitian yang
sudah ditentukan;
-Secara teknis, sitimatiaka penyusunan laporan penelitian telah sesuai
dengan manual prosesur yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan
penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Secara Administratif laporan penelitian 60 % telah diselesaiakan
sesuia kontrak penelitian yaitu terdiri dari:laporan antara berupa (1)
Log Book Penelitian, (2) Laporan Keuangan, (3) Pendaftaran
Sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual). dan (4) Draf Jurnal.
3.
Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan 60 % tetah
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pada jam 18.00. Rapat diskor selama 30 menit untuk sholat maghrib
terlebih dahulu dan makan, dan setelah shalat Maghrib rapat dilanjutkan
kembali. Pada jam 21.30 rapat ditutup oleh pimpinan rapat dan diakhiri
dengan membaca hamdalah. Setelah itu copy break&snack.
Gambar: 7.3
Notulensi Kegiatan Rapat Evaluasi Laporan Penelitian Antara
Sumber: Dokumen Penelit
3. Evaluasi pada Akhir Program Penelitian
Tujuan FGD ini, dimiliknya: Rekomendasi/kesepahaman
pakar dan sejawat, yang memastikan bahwa Laporan Peneliitian
“Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan
SKPI: Studi pada PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat Dan
Banten. Dianggap telah valid, kredibel dan dapat dipertanggung
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jawabkan secara ilmiah maupun administratif. Dilaksanakan
hari Sabtu, tangga 11 Agustus 2018. Gamar. 5.4, berikut:
Notulensi Kegiatan Rapat
Penyelasaian Pelaksanaan: Pembahasan Hasil Penelitian
Sabtu, 11 Agustus 2018
Rapat dimulai jam 16. 30, dipimpin oleh ketua Tim peneliti Dr.H. A.
Rusdiana, MM, notulis Drs. Nasikudin, M.Pd/sebagai Anggota Peneliti.
Rapat ini dihadiri tiga orang pembahas yaitu Dr. H. Koko Abdul Kodir, MA;
Drs. H Yaya Suryana, M.Ag.;Dr. Ara Hidayat, M.Pd., dan Dr.H. Syamsudin, RS,
M.Ag. Dan didiri pula oleh tujuh orang peserta undanngan yaitu: Dindin
Efendi, SHI; Ahmad Zaeni, S.Sos. I; Deden Ali Murtado, S.Pd.I; Zenal Mutakin;
Gilang, Aditia P, ST; Muhammad Alek, S.Sos.I; Nursaadah, S.Pd.I. (daftar
hadir terlampir).
Dalam rapat ini dibahas beberapa permasalah Penyelasaian Pelaksanaan:
Pembahasan Hasil Penelitian, diantaranya antara lain :
1. Penyusunan laporan penelitian: Konten penelitian secara Akademik;
2. Teknik/Substansi/Sisitimatika penyusunan Laporan Penelitian;
3. Administrasi, waktu penyelesaiai Laporan penelitian, dan apa saja
yang harus dilaporkan berdasarkan kontrak/perjanjian penelitian
Hasil rapat merekomendasikan bahwa:
1. Secara akademik, laporan penelitian telah dibuat berdasarkan teori
dan metode, dan berdasarkan kepada tujuan pokok penelitian yang
sudah ditentukan;
-Secara teknis, sitimatiaka penyusunan laporan penelitian telah sesuai
dengan manual prosesur yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan
penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Secara Administratif laporan penelitian telah diselesaiakan sesuia
kontrak penelitian yaitu terdiri dari: (1) Laporan penelitian format A-
4 terdiri dari 226 halaman pokok (dan dilengkapi dengan lampiran,
sebanyak 20 halaman); (2) excecutive summary (uk. B-5), sebanyak 28
halaman pokok; (3) Dumy Buku (B5), terdiri dari 223 halaman pokok.
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan tetah sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pada jam 18.00. Rapat diskor selama 30 menit untuk sholat maghrib
terlebih dahulu dan makan, dan setelah shalat Maghrib rapat dilanjutkan
kembali. Pada jam 21.30 rapat ditutup oleh pimpinan rapat dan diakhiri
dengan membaca hamdalah. Setelah itu copy break&snack.
Gambar: 7.4
Notulensi Kegiatan Rapat Evaluasi Laporan Penelitian Antara
Sumber: Dokumen Penelit
Kegiatan penilaian dalam evaluasi program tidak hanya
dilaksanakan pada akhir kegiatan program, tetapi sebaiknya
dilakukan sejak awal, yaitu dari penyususnan rancangan
program, pelaksanaan program dan hasil dari program tersebut.
Penilaian hasil program tidak cukup hanya pada hasil jangka
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pendek (output) tetapi dapat menjangkau hasil dalam jangka
panjang (outcome and impact program). Berbagai model
evaluasi tersebut dapat digunakan tergantung kepada tujuan
evaluasi yang ditetapkan. Namun demikian, perlu juga
diketahui bahwa keberhasilan suatu evaluasi program secara
keseluruhan bukan hanya dipengaruhi penggunaan yang tepat
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aporan Pertanggung Jawaban (LPJ) adalah salah satu
kegiatan pelaporan seluruh kegiatan yang telah terlaksan
mulai dari awal hingga selesainya kegiatan. hal hal yang
biasanya dilaporkan mulai dari kendala, cara mengatasi hingga
dana anggaran yang telah digunakan. terkadang didalam
organisasi LPJ dijadikan ajang perdebatan, argumen pro dengan
kontra yang saling berselisi sehingga tak jarang LPJ yang
dilaporkan harus diterima secara Bersyarat.
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) adalah puncak
kesuksesan. Suatu kegiatan yang terlaksana dikatakan sukses
jika telah melewati proses LPJ, bukan semerta-merta selesainya
kegiatan dikatakan sukses. Selain LPJ suksesnya kegiatan dilihat
dari selesainya semua kendala, tidak adanya panitia yang saling
cekcok, pinjam uang yang belum dibayar.
Pembuatan LPJ juga harus segera dibuat oleh penerima
mandat/pelaksana setelah kegiatan kerana masih panasnya
kegiatan yang terlaksana. Laporan pertanggung-jawaban atau
laporan kegiatan atau adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal
pelaksana suatu kegiatan yang harus disampaikan oleh
penerima mandat kepada pihak yang memberi tugas sebagai
pertanggungjawaban kegiatan yang berlangsung. Selain itu,
laporan pertanggungjawaban juga memiliki definisi sebagai
suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan
memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu
unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi
derajatnya. Hal demikian, dalam konteks ekonomi disebut
akutansi pertanagungjawaban.
L
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A. Konsep Dasar Laporan Pertangungjawan
1. Memahami Esensi makna Laporan dan Pelaporan
a. Makna Laporan
Laporan merupakan suatu bentuk pertanggung
jawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan.
Berikut ini merupakan pengertian laporan yang
disampaikan oleh beberapa ahli. Menurut Keraf (2001: 284),
laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis
menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu
badan karena tanggung jawab yang dibebankan
kepadanya.
Menurut Mulyadi (2008: 5), menuliskan, laporan
adalah keluaran sistem informasi akuntansi dan berbentuk
hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor
komputer. Menurut Rama dan Jones (2008: 250),
berpendapat, laporan adalah presentasi data yang telah
terformat dan terorganisasi dengan baik.
Dapat disimpulkan bahwa laporan adalah dokumen
yang terbentuk dari data yang ada pada database
yangtelah terformat dan terorganisir dengan baik sehingga
dapat digunakan untuk mendapatkan informasi.
b. Makna Pelaporan
Adapun makna “pelaporan” memiliki satu (1) arti.
Pelaporan berasal dari kata dasar lapor. Pelaporan
memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga
pelaporan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat,
atau semua benda dan segala yang dibendakan. (KBI,
2008). Arti, “pelaporan” berarti proses, cara, perbuatan
melaporkan. reporting (pelaporan) menurut Luther M.
Gullick dalam bukunya Papers on the Science of
Administration, merupakan salah satu fungsi manajemen
berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan
atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang
bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat
yang lebih tinggi. baik secara lisan maupun tertulis
Akuntabilitas Kinerja Penelitian 193
sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh
gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang
member laporan. Selain itu, pelaporan merupakan catatan
yg memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan
hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau
berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagian, 2003: 77).
c. Pebedaan antara Makna Laporan dan Pelaporan
Perbedaan laporan dan pelaporan, dapat dibedakan
antara pengertian, Contoh; “Pelaporan keuangan” (bahasa
Inggris: financial reporting) dan “laporan keuangan”
(bahasa Inggris: financial reports). Pelaporan Keuangan
meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan
dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek
tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya
penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah
atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor),
peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip
Akuntansi Berterima Umum atau Generally Accepted
Accounting Principles/GAAP).Laporan keuangan hanyalah
salah satu medium dalam penyampaian informasi. Bahkan
seharusnya harus dibedakan pula antara statemen (bahasa
Inggris: statement) dan laporan (bahasa Inggris: report).
(Wikipedia).
Substansi, perbedaan contoh laporan keuangan dan
pelaporan keuangan, antara lain:
1) Laporan Keuangan mencatat informasi keuangan suatu
perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat
digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan
tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan
keuangan.
2) Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan
dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan.
Adapun, laporan dibuat oleh semua personal yang
mendapat tugas dari atasan. Laporan bukan merupakan
monopoli para atasan saja. Karena atasan harus membuat
laporan kepada atasannya lagi. Laporan yang disampaikan
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kepada atasan tidak harus berupa uraian lengkap seperti
memorandum akhir jabatan, atau tidak juga seperti laporan
penelitian yang wujudnya tebal dengan sistematika baku, tetapi
dapat disusun mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai
yang paling lengkap.
d. Penegasan Makna Pelaporan
Ada, beberapa hal yang dapat difahami dari
substansi, pelaporan, yaitu:
1) Pelaporan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan
bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan
dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu
periode tertentu.
2) Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan
tersebut bertanggung jawab. Pelaporan adalah aktivitas yang
berlawanan arah dari pengawasan, Jika pengawasan
dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal
yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka
pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan
tersebut.
3) Pelaporan tidak dibawa langsung oleh atasan pada waktu
mengadakan pengawasan, tetapi “diantar” oleh bawahan
baik dibawa sendiri maupun dikirim.
Dalam konteks ini, tidaklah berlebihan jika penulis
menempatkan laporan keuangan penelitian merupakan bagian
dari kinerja pelaporan penelitian. Itulah kemudian buku ini
diberi judul ”Akuntabilitas Kinerja Pelaporan Penelitian”.
e. Pencatatan Sebagai Pertanggungjawaban
Pelaporan tidak lepas dari pencatatan sebab sebelum
diadakannya pelaporan dari bawahan kepada atasannya atau
dari suatu intansi daerah ke instansi pusat haruslah dilakukan
pencatatan mengenai hal yang akan dilaporkan kemudian
dilakukan perekapan kemudian dilaporkan. Apabila, dalam
dunia kesehatan khususnya kesehatan masyarakat pencatatan
(recording) dan pelaporan (reporting) berpedoman pada sistem
pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP). Dalam
dunia penelitian dikenal dengan Log Book.
Beberapa definisi pencatatan dan pelaporan, menurut
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bebarapa ahli antara lain: Menurut Kron dan Gray (1987:332),
Pencatatan dan pelaporan adalah mengkomunikasikan secara
tertulis kepada tim kesehatan lain yang memerlukan data
kesehatan atau data epidemiologi secara teratur. Menurut Kozier
dan Glenora ERB, (2010:112), pencatatan dan pelaporan adalah
dokumen formal dan legal yang dibuat secara tertulis tentang
data-data kesehatan.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan
bahwa pencatatan dan pelaporan dalam kesehatan merupakan:
1) Suatu kegiatan mencatat dengan berbagai alat/media tentang
data kesehatan yang diperlukan sehingga terwujud tulisan
yang bisa dibaca dan dipahami isinya.
2) Salah satu kegiatan administrasi kesehatan yang harus
dikerjakan dan dipertanggungjawabkan oleh petugas
kesehatan (khususnya Epidemiolog).
3) Kumpulan informasi kegiatan upaya pelayanan kesehatan
yang berfungsi sebagai alat/sarana komunikasi yang penting
antar petugas kesehatan.
Tujuan Pencatatan dan Pelaporan menurut Potter dan
Perry (Sutomo, 2010; 175-80) adalah:
1) Komunikasi; Bertujuan sebagai alat komunikasi yang efektif
antar petugas kesehatan sehingga kesinambungan informasi
dan upaya pelayanan kesehatan dapat tercapai.
2) Pendidikan; Bertujuan sebagai informasi tentang gambaran
penyakit atau masalah kesehatan dan pemecahannya.
3) Pengalokasian dana; Dapat digunakan untuk merencanakan
tindakan dan kegiatan yang tepat dengan dana yang
tersedia.
4) Evaluasi; Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap
hasil intervensi yang diberikan.
5) Dokumen yang sah; Bertujuan sebagai bukti nyata dan legal
yang dapat digunakan bila didapatkan adanya penyim
pangan serta bila diperlukan untuk keperluan pengadilan.
6) Jaminan mutu; Bertujuan agar dapat memberikan jaminan
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kepada masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan yang
diberikan.
7) Penelitian; Bertujuan sebagai sumber data yang sangat
bemanfaat untuk kepentingan penelitian atau riset.
8) Analisis; Bertujuan sebagai dasar analisis masalah kesehatan
pada individu, keluarga maupun masyarakat.
9) Feed back; Dapat digunakan sebagai umpan balik dalam
rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.
Manfaat pencatatan sebagai dasar untuk pelaporan adalah
sebagai berikut (Manullang, 2006: 77):
1) Memberi informasi tentang keadaan masalah/kegiatan.
2) Sebagai bukti dari suatu kegiatan/peristiwa.
3) Bahan proses belajar dan bahan penelitian.
4) Sebagai pertanggung jawaban.
5) Bahan pembuatan laporan.
6) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
7) Bukti hukum.
8) Alat komunikasi dalam penyampaian pesan serta
meningkatkan kegiatan peristiwa khusus.
2. Laporan Pertanggungjawaban
a. Esensi Makna Laporan pertanggung jawaban
Laporan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban
atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Pengertian
laporan yang disampaikan oleh beberapa ahli, diantaranya Keraf
(2001: 284), mendefinisikan “laporan” adalah suatu cara
komunikasi di mana penulis/pelapor menyampaikan informasi
kepada seseorang atau suatu badan karena tanggungjawab yang
dibebankan kepadanya.
Menurut, Soegito (Wardani, 2008: 109), Laporan berisi
informasi yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan
fakta yang ditemukan. Data disusun sedemikian rupa sehingga
akurasi informasi yang kita berikan dapat dipercaya dan mudah
dipahami Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan
bahwa laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi
yang didukung oleh data yang lengkap sesuai dengan fakta
sehingga informasi yang diberikan dapat dipercaya serta mudah
dipahami. Dalam penyampaiannya, laporan dapat bersifat lisan
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maupun tertulis, itulah kebudian disebut pertangunjawaban.
b. Kebijakan Laporan pertanggung jawaban
Dalam konteks Pemerintahan, pertangungjawaban,
meupakan salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara
adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun
dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah
diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-
undang No.17 tahun 2003, tentang keuangan daerah yang
mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara/anggaran
pendapatan belanja daerah (APBN/APBD) disusun dan disajikan
sesuai dengan standard akuntasi pemerintah yang ditetapkan
oleh pemerintah.
Penerbitan pedoman standar akuntansi pemerintahan
(PSAP) merupakan awal masing-masing pihak untuk bersama-
sama mewujudkan good governance melalui penerapan standar
akuntansi pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan
pertanggung jawaban pelaksaaan APBN/APBD oleh semua
instansi pemerintah penggunaan anggaran baik dipusat maupun
di daerah. Selama ini terdapat beberapa peraturan yang
digunakan sebaga rujukan pemerintah daerah dalam
penyusunan laporan keuangan.
Ketidakseragaman ini akan membuat perbedaan dalam
penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Kondisi
demikian membuat laporan keuangan pemerintah daerah tidak
akan dapat memenuhi keterbandingan baik secara internal
maupun eksternal. Padahal karakteristik kualitatif laporan
keunangan seperti yang disampaikan kepada kerangka
konseptual akuntansi pemerintah yang baru ini adalah dapat
dibandingkan.
Pasal 32 ayat (1) UU 17 tahun 2003 menyatakan bahwa
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bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan. Sedangkan pasal 184 ayat (2) dan (3)
UU 32 tahun 2004 intinya menyatakan bahwa laporan keuangan
pemerintah derah disusun dan disajikan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan yang dietapkan dengan peraturan
pemerintah.
Dari dua pasal tersebut diatas maka jelaslah pentingnya
diterapkan standar akuntansi pemerintahan dalam pelaksanaan
penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal ini
direspon pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan
pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi
pemerintahan.
c. Jenis dan Unsur-unsur Laporan Pertangungjawaban
1) Laporan formal
Laporan Formal (Ilmiah) adalah laporan yang disusun
melalui tahapan berdasarkan teoritertentu dan meng- gunakan
metode ilmiah yang sudah disepakati oleh para ilmuwan
(E.Zaenal Arifin,1993).
Dan menurut Nafron Hasjim & Amran Tasai (1992)
Karangan ilmiah’Penelitian Ilmiah, adalah tulisan yang
mengandung kebenaran secara obyektif karena didukung oleh
data yang benar dan disajikan dengan penalaran serta analisis
yang berdasarkan metode ilmiah.
Laporan formal terdiri dari:
Bagian Pendahuluan
- Halaman judul
- Halaman pengesahan (jika perlu)
- Halaman motto / semboyan (jika perlu)
- Halaman persembahan (jika perlu)
- Kata pengantar
- Daftar isi
- Daftar tabel (jika ada)
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- Daftara gambar (jika ada)
- Daftar grafik (jika ada)
- Abstrak
Bagian Isi
Bab I : Pendahuluan
1.1 Latar belakang
1.2 Identifikasi masalah
1.3 Pembatasan masalah / ruang lingkup penelitian
1.4 Rumusan masalah
1.5 Tujuan dan manfaat
Bab II : Kajian pustaka
Bab III : Metode penelitian
Bab IV : Pembahasan




- Indeks atau daftar istilah
2) Laporan Non formal
Laporan Informal adalah laporan yang ditulis secara
popular, yaitu menggunakan kata–kata sederhana, kadang–
kadang diselingi dengan kalimat humor/lucu, yaitu laporan
yang tidak memenuhi beberapa unsur formal. Laporan ini
bersifat pribadi yang disesuaikan dengan kepentingan
penulisannya.
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- Pelaksanaan
- Urusan kerja












1. Memahami Laporan Pertanggungjawaban
Laporan pertanggungjawaban atau sering di singkat
dengan LPJ adalah bagian wajib bagi organisasi baik di dalam
kampus, maupun luar kampus ketika selesai menjalankan
program ataupun event. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) di
buat sebagai bentuk pertanggung jawaban legal dan tertulis oleh
atas pelaksanaan kegiatan. Di mana di dalamnya tertadapat
beberapa pokok laporan seperting arus keluar masuk keuangan,
agenda yang di laksanakan dan pencapaian dari kegiatan
tersebut. Hal demikian dalam bahasa ekomi disebut juga
akutansi pertanggungjawaban (Mulyadi 2001: 218).
Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada
pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung
jawab atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Konsep
akuntansi pertanggungjawaban menjadi pedoman departemen
akuntansi untuk mengumpulkan, mengukur dan melaporkan
kinerja sesungguhnya, kinerja yang diharapkan dan selisih yang
timbul dalam setiap pertanggungjawaban. Akuntansi
Pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang
disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan
biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat
pertangungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat
ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab
atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan
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Mulyadi (2001: 218). Definisi tersebut mengatakan bahwa
akuntansi pertanggungjawaban mengelompokkan organisasi
atas pusat-pusat pertanggungjawaban, sehingga apabila terjadi
penyimpangan atas anggaran, maka pihak manajemen dapat
mencari orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang
terjadi.
Akuntansi pertanggungjawaban muncul sebagai akibat
dari adanya pendelegasian wewenang. Pendelega sian
wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer lebih atas
kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu
pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer pemberi
wewenang pada waktu wewenang tersebut akan dilaksanakan.
Menurut Trisnawati (2006: 5), ada tiga alasan mengapa manajer
mendelegasikan wewenangnya, yaitu: (1) banyaknya pekerjaan
seorang manajer sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh
manajer tersebut; (2) mengikutsertakan bawahan serta
memberikan kesempatan dalam menunjukkan prestasinya di
perusahaan; dan (3) perlunya orang-orang untuk
menggantikannya apabila manajer tidak berada dalam
perusahaan.
2. Tujuan Laporan Pertanggungjawaban
Dari beberapa pendapat di atas dapat memeberi
pembelajara bahwa pelaksaan penelitian yang dilaksana kan
oleh para dosen UIN SGD Bandung merupakan ujud
pedelegasian wewenang Rektor UIN SGD, melalui Surat
Keputusan Nomor B. 061.D/Un.05/V.2/ Kp.02.3/05/2017, tanggal
19 April 2017. tentang Dosen-dosen yang mendapat pembiayaan
terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi. Di tindaklajuti
dengan Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/Un.05/V.2/
PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018.
Atas dasar beberapa peraturan dan ketentuan di atas,
Laporan pertagungjawaban kegiatan penelitian ”Kesiapan
PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di
lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”,
merupakan kewajiban pertanggungjawaban tim peneliti atas
amanah Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati
Bandung Nomor B. 061.D/ Un.05/V.2/Kp.02.3/05/2017. tanggal 19
A. Rusdiana & Nasihudin202
April 2017. tentang Dosen-dosen yang mendapat pembiayaan
terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi. Di tindaklajuti
dengan Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/Un.05/V.2/
PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. Dilengkapi dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ketua Tim penelitian
”Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan
SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa
Barat dan Banten”, tanggal 21 Maret 2018.
3. Dasar pertanggungjawaban Penelitian
Pertanggungjawabab kegiatan penelitian ”Kesiapan PTKIS
dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di
lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”,
berpijak pada ketentuan dan Dasar Hukum yang ditetap, Puslit,
sebagai berikut:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018
tentang Perubahan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2018.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Negeri Tahun 2018;
c. Keputusan Senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor
d. Un.05/Snp./Kp.07.6/018 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
e. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Nomor 004/Un.05./V.2/Kp.02.3/01/2017 tentang Pedoman
Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
f. Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Nomor B. 061.D/ Un.05/V.2/Kp.02.3/05/2017. tanggal 19 April
2017. tentang Dosen-dosen yang mendapat pembiayaan
terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi;
g. Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/ Un.05/V.2/
PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018.
4. Waktu Pertanggungjawaban Penelitian
Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan
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Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun
Anggaran 2018; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri Tahun 2018.
5. Saknsi Pertanggung Jawaban Penelitian
Baedasar pada Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/
Un.05/V.2/PP.00.9/ 03/2018, tanggal 21 Maret Pasal 15: INGKAR
JANJI (WANPRESTASI), ditentukan sbb:
1. PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi ketentuan dan
prosedur yang ditetapkan maka akan dinyatakan gugur oleh
PIHAK PERTAMA dalam pengusulan pendanaan penelitian;
2. Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji (wanprestasi)
menyangkut keterlambatan penyerahan laporan output
penelitian setelah batas akhir masa kontrak yang telah
ditetapkan, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi
bahwa peneliti atau kelompok peneliti tidak boleh
mengajukan pendanaan penelitian pada kegiatan penelitian
tahun berikutnya;
3. PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan sebagai penerima dana
penelitian yang tidak menyerahkan laporan output penelitian
sebagian atau seluruh satuan laporan output penelitian
melampaui tahun anggaran berjalan maka harus
mengembalikan dana penelitian yang diberikan dan tidak
dapat mengakses dana penelitian tahun selanjutnya;
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaporkan tagihan outcome
publikasi paper hasil penelitian pada masa waktu yang telah
ditetapkan setelah berakhirnya masa kontrak, maka PIHAK
PERTAMA mengunci peneliti atau kelompok peneliti yang
bersangkutan tidak dapat mengakses sistem pendanaan
penelitian selama 5 (lima) tahun berturut-turut sampai
dipenuhinya tagihan outcome penelitian tersebut yang berupa
publikasi hasil penelitian sesuai sasaran jurnal yang
ditetapkan dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah
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yang dikelurkan oleh LP2M UIN Sunan Gunung Djati
Bandung.
C. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
1. Pengenalan Dasar Penyusunan LPJ
Akhir dari suatu kegiatan bukan berarti akhir dari kerja
atau tanggung jawab panitia/tim pelaksana kegiatan tersebut.
Dengan pemikiran bahwa berakhirnya kegaitan berarti berakhir
pula semua beban bagi panitia/Tim, adalah pemikiran yang
tidak professional dan tidak bertanggung jawab. Langkah ideal
yang seharusnya dilakukan panitia/tim pelaksana setelah
berakhirnya suatu kegiatan adalah melakukan evaluasi yang
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah
mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkpan serta
mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian hasil
evaluasi ini dituangkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban
(LPJ) Kegiatan.
Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan-laporan
yang menerangkan hasil dari aplikasi konsep akuntansi
pertanggung jawaban. Laporan pertanggungjawaban berguna
sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan
kegiatan dan hasil-hasil yang dapat dicapai dari kegiatan
tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan bagi perbaikan-perbaikan dan peningkatan
kualitas pelaksaaan kegiatan pada masa yang akan datang.
Di dalam pengumpulan atau pelaporan pendapatan atau
biaya, tiap bidang pertanggungjawaban harus dipisahkan antara
pendapatan/biaya terkendali dan pendapatan/biaya tidak
terkendali. Maka dari itu Laporan Pertagungjawaban Penelitian
menjadi kewajiban Tim Peneliti., Sebagimana ketentuan pada
Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/ Un.05/V.2/PP.00.9/
03/2018, tanggal 21 Maret Pasal 14 Pertanggungjawaban, ayat
(1) Segala jenis laporan penelitian, baik laporan substansi
akademik maupun laporan non-akademik administrasi
penggunaan biaya penelitian merupakan tanggung jawab
PIHAK KEDUA. Kemudian ayat (2) Jika di kemudian hari
dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan penelitian
oleh lembaga yang berwenang baik pemeriksa internal maupun
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pemeriksa eksternal dan terdapat temuan yang tidak wajar,
maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Tujuan dan Isi Penyusunan
Secara umum, tujuan dari laporan pertanggungjawaban
adalah untuk memberikan informasi kepada para pemimpin
tentang hasil-hasil pelaksaan sesuai pekerjaan yang beradadalam
lingkup tanggung jawabnya dan memberikan motivasi kepada
manajer untuk mengambil suatu tindakan dalam upaya
meningkatkan hasil.
Secara khusus tujuan dari penyusunan pembuatan LPJ ini
adalah:
a. Sebagai pengukur kemampuan serta untuk mempertanggung
jawabkan hasil kerja pelaksana;
b. Menjelaskan secara rinci kronologis kegiatan, pra kegiatan,
saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan;
c. Mengetahui kendala-kendala serta kekurangan-kekurangan
yang dihadapi oleh pelaksana;
d. Menjadi masukan atau saran untuk pelaksana kegiatan
berikutnya agar dapat meningkatkan kualitas kegiatan serta
tidak mengulangi kesalahan, kekurangan yang pernah
dilakukan;
e. Mempertangggung jawabkan keuangan kegiatan sehingga
dana masuk dan keluar dapat diketahui secara rinci.
f. Sebagi bukti bahwa Kegiatan penelitian ini dianggap
akuntabel.
Adapun isi laporan pertanggungjawaban harus sesuai
dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Laporan
pertanggungjawaban harus mencantumkan semua pendapatan/
biaya yang sesungguhnya diterima disertai dengan jumlah
pendapatan/biaya yang di anggarkan. Selisih anggaran dapat
menguntungkan ataupun merugikan. Namun tidak semua
selisih yang merugikan harus diperhatikan karena waktu yang
dimiliki terbatas.
Agar tujuan pertanggungjawaban tercapai, maka harus
diperhatikan lima prinsip dasar membuat laporan, menurut
Wilson dan Campbell (2007:550) diterjemahkan oleh Tjintin F.
Tjandra, adalah sebagai berikut: (a) harus diterapkan konsep
“pertanggungjawaban” (b) sedapat mungkin harus diterapkan
A. Rusdiana & Nasihudin206
prinsip -prinsip “pengecualian” (c) secara umum angka-angka
harus dapat dipertimbangkan; (d) sejauh yang dilaksanakan,
data harus semakin ringkas untuk jenjang pemimpin yang
semakin tinggi; (e) laporan–lapor an pada umumnya harus
mencakup komentar-komentar interpretatif atau jelas dengan
sendirinya.
Kelima prinsip diatas merupakansuatu sistem pelaporan
yang baik. Selain itu ada berbagai faktor lain yang dapat
membantu untuk membuat tanggapan dan pembaca laporan
lebih baik menurut Wilson dan Campbell (2007:550),
menyarakan, bahwa: (a) laporan harus tepat waktu; (b) laporan
harus sederhana dan jelas; (c) laporan harus dinyatakan dalam
bahasa dan istilah yang dikenal oleh pimpinan yang akan
memakainya; (d) informasi harus disajikan dalam urutan yang
logis; (e) laporan harus akurat; (f) bentuk penyajian harus
disesuaikan dengan pimpinan yang akan menggunakannya; (g)
selalu distandarisasikan, apabila mungkin; (h) rancangan
laporan harus mencerminkan sudut pandang pimpinan; (i)
laporan harus berguna; (j) biaya penyiapan laporan harus
dipertimbangkan; dan (k) perhatian yang diberikan untuk
penyiapan laporan harus sebanding dengan manfaatnya.
3. Substansi Laporan Pertanggung Jawaban Penelitian
Secara teknis pertanggungjawaban penetian Kesiapan
PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di
lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”,
diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/
Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. Pasal 14,
tentang PERTANGGUNGJAWABAN. , pada ayat 1 dan 2.
Ayat: 1 “Segala jenis laporan penelitian, baik laporan substansi
akademik maupun laporan non-akademik administrasi
penggunaan biaya penelitian merupakan tanggung jawab
PIHAK KEDUA.”
Ayat: 2 “Jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan dan audit
terhadap laporan penelitian oleh lembaga yang berwenang
baik pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal dan
terdapat temuan yang tidak wajar, maka hal tersebut
merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA”.
Bersarkan ayat 1 di atas, bahwa pertangungjawaban
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kegiatan penelitian terdiri atas “laporan substansi akademik
maupun laporan non-akademik administrasi penggunaan biaya
penelitian” Dengan demikian jenis pertangjawaban penelitian
a. Laporan Substansi Akademik
Yang dimasud Laporan Substansi Akademik, yaitu
Laporan Ilmiah adalah laporan yang disusun melalui tahapan
berdasarkan teori tertentu dan menggunakan metode ilmiah
yang sudah disepakati oleh para ilmuwan (E.Zaenal Arifin,1993).
Dan menurut Nafron Hasjim & Amran Tasai (1992) Karangan
ilmiah adalah tulisan yang mengandung kebenaran secara
obyektif karena didukung oleh data yang benar dan disajikan
dengan penalaran serta analisis yang berdasarkan metode
ilmiah.
Penyusunan laporan akademik penelitian ditentukan
berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri Tahun 2018.
b. Laporan Non Akademik/administrasi penggunaan biaya
penelitian
Yang dimasud Laporan non akademik, yaitu “Laporan
Teknis”. Laporan tentang hal teknis penyelenggaraan kegiatan
suatu badan atau instansi. Laporan teknis mengandung data
obyektif tentang sesuatu.data obyektif dalam laporan teknis itu
juga mengandung sifat ilmiah, tetapi segi kepraktisannya lebih
menonjol.sehingga yang dimaksud dengan laporan teknis
adalah suatu pemberitahuan tentang tanggung jawab yang
dipercayakan,dari si pelapor (perseorangan, tim, badan, atau
instansi) kepada si penerima laporan tentang teknis
penyelenggaraan suatu kegiatan (E.Zaenal Arifin,1993). Dan
menurut Muljanto Sumardi (1982) Dalam laporan teknik
A. Rusdiana & Nasihudin208
manusia menggunakan bahasa tulis untuk mengkomunikasikan
gagasan, paham, serta hasil pemikiran dan penelitian.
Kewajiban pertanggungjawaban kinerja peneliti “Kesiapan
PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di
lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”,
ditentukan pada Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/
Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. pasal 7, ayat
(1) Seluruh laporan terkait pelaksanaan pekerjaan penelitian
wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA dalam bentuk: (a) Laporan Antara; dan (b) Laporan
Akhir;
4. Bentuk Laporan Pertanggung Jawaban Penelitian
a. Laporan Pertangungjawaban antara
Laporan antara dimaksudkan sebagai monitoring dan
evaluasi untuk inventarisasi kendala-kendala yang terjadi di
lapangan. Reviu laporan antara berfungsi memberikan feed back
atau saran dan rekomendasi dalam rangka antisipasi kendala-
kendala tersebut agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai
target yang telah ditetapkan. Reviu laporan antara dapat
dimanfaatkan untuk mengarahkan penelitian agar terlaksana
secara akuntabel, tranparan, rasional, objektif, efektif, efisen,
tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.
(a) Tujuan Laporan antara
Tujuan Laporan antara, ditentukan sebagai berikut:
1. Monitoring
dan evaluasi serta rekomendasi pelaksanaan penelitian;
2. Penilaian
laporan kemajuan (progress) pelaksnaan penelitian;
3. Pengendalia
n dan audit mutu kinerja penelitian.
(b) Berkas Pertanggungjawavab Laporan antara
Bekas laporan antara berupa dokumen ukuran kertas A4
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atau Legal tidak boleh dijilid cukup dijepit menggunkan Paper
Fastener dengan terlebih dahulu dibolongi memakai Perforator
untuk kemudian terakhir dihimpun ke dalam Ordner. Berkas
laporan antara penelitian ditentukan dalam (Juknis Laporan
Antara Penelitian 2018), sebagai berikut:
(1) Log Book Penelitian
Log book penelitian merupakan catatan harian penelitian
secara komprehensif dan terintegrasi yang menggambarkan (a)
jadwal kegiatan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian lapangan
dan (c) realisasi anggaran penelitian. Format log book penelitian
menampilkan (a) waktu pelaksanaan, (b) kegiatan yang
dilaksanakan, (c) kemajuan yang dicapai, dan (d) kedala-kedala
yang terjadi di lapangan. Untuk fungsi penunjang administrasi,
log book penelitian disertai dengan lampiran kelengkapan berkas
hasil tahapan penelitian, seperti progress akademik, release
kegiatan, dokumentasi, dan sebagainya. Log book penelitian
ditandatangani oleh ketua dan anggota peneliti. Tata cara
penyusunan log book
(2) Laporan Keuangan
Laporan keuangan berupa cash flow realisasi anggaran 60%
sesuai standar biaya masukan (SBM) Tahun 2018. Laporan
keuangan disertai dengan lampiran kelengkapan berkas, seperti
Surat Izin, SPPD, nominatif, kwitansi (invoice), dan lain-lain.
Sekaligus juga peneliti agar menyampaikan rancangan estimasi
realisasi anggaran penelitian 40%. Format penyusunan laporan
keuangan lihat Pedoman Pengelolaan Keuangan Penelitian
LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung
(3) Sertifikat HKI
Permohonan sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
diajukan ke Puslitpen LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung
untuk diusulkan ke Dirjen KI Kemenkumham RI. Laporan HKI
dibuktikan dengan sertifikat yang secara resmi dikeluarkan oleh
Kemenkumham RI. Pengusulan Sertifikat HKI .
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Adapun, Laporan penggunaan anggaran sebesar 70% dan
sisanya rencana realisasi keuangan sebesar 30%.
(c) Waktu, tempat Penyerahan dan Reviu Pertanggungjawavab
Laporan antara
- Waktu dan Tempat Penyerahan Laporan Antara
- Laporan Antara pada poin diserahkan pada tanggal 26 Juni
2018;
- Reviu laporan antara dilaksanakan pada hari Selasa 26 Juni
2018 Pukul 08.00-17.00 WIB. bertempat di Aula Mini LP2M
Gedung Lecture Hall Lantai 1 UIN Sunan Gunung Djati
Bandung.
b. Laporan Pertangungjawan Akhir
Dimaksudkan laporan akhir kegiatan pennelitan, tahap II
(akhir), setelah melalui laporan antara 60% (tahap I), pada tahap
ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian dimana
peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada
audiens hasil akhir risetnya melalui tulisan. Dengan pengertian
ini, dapat oketahui bahwa penulisan laporan penelitian
merupakan bagian penting dari rangkaian penelitian itu sendiri.
Laporan penelitian ada berbagai macam bentuk sesuai dengan
untuk tujuan apa laporan itu dibuat. Meskipun terdiri dari
beberapa bentuk, laporan penelitian memiliki sifat tetap yaitu
ilmiah. Laporan penelitian selalu bisa disebut juga karya ilmiah,
namun tidak semua karya ilmiah bisa disebut laporan penelitian.
Intruksi kerja Laporan Akhir dalam penelitian ini berupa:
Bekas laporan akhir berupa dokumen ukuran kertas A4 atau
Legal tidak boleh dijilid cukup dijepit menggunkan Paper
Fastener dengan terlebih dahulu dibolongi memakai Perforator
untuk kemudian terakhir dihimpun ke dalam Ordner. Berkas
laporan akhir penelitian ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja
Penelitian No. B 113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret
2018. Pasal 7 PELAPORAN dan (Intruksi kerja Laporan Akhir
Penelitian 2018), sebagai berikut:
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1) Laporan Buku Hasil Penelitian
Yang dimaksud Laporan Buku Hasil Penelitian
Penyusunan laporan akademik penelitian ditentukan berdasar
pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam


















C. Teknik Penetapan Responden
D. Teknik Analisa Data
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A. Hasil Penelitian
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2) Laporan Draft Paper Hasil Penelitian;
Laporan Draft Paper Hasil Penelitian; diatur dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211
Tahun 2017 dimaksudkan Laporan executive summary diformat
dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal. Adapun
sistematika sebagai berikut:
- Judul penelitian;
- Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan
Bahasa Arab;
- Kata kunci;





3) Laporan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
Permohonan sertifikat HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
diajukan ke Puslitpen LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung
untuk diusulkan ke Dirjen KI Kemenkumham RI. Laporan HKI
dibuktikan dengan sertifikat yang secara resmi dikeluarkan oleh
Kemenkumham RI. Pengusulan Sertifikat HKI .
4) Laporan Log Book Penelitian final lengkap beserta bundel
lampirannya
Log book penelitian merupakan catatan harian penelitian
secara komprehensif dan terintegrasi yang menggambarkan (a)
jadwal kegiatan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian lapangan
dan (c) realisasi anggaran penelitian. Format log book penelitian
menampilkan (a) waktu pelaksanaan, (b) kegiatan yang
dilaksanakan, (c) kemajuan yang dicapai, dan (d) kedala-kedala
yang terjadi di lapangan. Untuk fungsi penunjang administrasi,
log book penelitian disertai dengan lampiran kelengkapan berkas
hasil tahapan penelitian, seperti progress akademik, release
kegiatan, dokumentasi, dan sebagainya. Log book penelitian
ditandatangani oleh ketua dan anggota peneliti. Tata cara
penyusunan log book
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5) Laporan potensi keluaran lainnya berupa:





- Teknologi Tepat Guna (TTG);
- Kebijakan;
- Rekayasa sosial (partisipasi masyarakat);
- Dan lain-lain;
6) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% lengkap
dengan invoice atau kwitansi dan dokumen pendukung lainnya.
aporan keuangan berupa cash flow realisasi anggaran 100 %
sesuai standar biaya masukan (SBM) Tahun 2018. Laporan
keuangan disertai dengan lampiran kelengkapan berkas, seperti
Surat Izin, SPPD, nominatif, kwitansi (invoice), dan lain-lain.
Adapun, waktu penyerajan Laporan Akhir diserahkan pada
tanggal 20 Agustus 2018;
D. Komponen Laporan Pertanggung Jawaban Penelitian
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN
Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan
Surat Keterangan Pendamping Ijazah: Studi di Lingkungan
PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten
PENAHULUAN
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Kegiatan
Penelitian ini, disusun sebagai tanda untuk mengakhiri
kegiatan Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan
Tinggi tahun 2018, dengan judul: “Kesiapan PTKIS Dalam
Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan
Pendamping Ijazah”, dan oleh karena itu perlu dibuat laporan
pertanggungjawaban tim kepada Rektor UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
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DASAR PENYUSUNAN LPJ
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Kegiatan
Penelitian, iini disusun barsarakan, beberapa peraturan dan
ketentuan berikut:
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014
tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional
Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
Negeri;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056
Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN (Bantuan
Operasional Perguruan Tinggi Negeri) Penelitian pada
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Dan Tata
Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142
Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor:
7242 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program
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Penerbitan Publikasi Ilmiah Tahun 2018;
9. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Nomor: 004/Un.05/V.2/Kp.02.3/01/2017 tentang Pedoman
Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
10. Surat Perjanjian Kerja: SPK-No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/
03/2018, Tanggal 21 Maret 2018. tentang Penelitian Kesiapan




Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan
kewajiban Tim peneliti Kesiapan PTKIS Dalam Mendukung
Implementasi Kebijakan Surat Keterangan Pendamping Ijazah,
dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
yang telah diberikan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja
SPK No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018, Tanggal 21 Maret 2018.
2. Tujuan
Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan sebagai bahan
evaluasi dan kajian atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan sehingga akan
berguna untuk penyempurnaan tugas-tugas dimasa yang akan
datang.
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup laporan ini meliputi pelaksanan tugas pada
bidang-bidang meliputi:
1. Pra Pelaksanaan
Kegiatan dimulai sejak tanggal 13 Maret sampai 17 April
2018, pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyiapan
adminiatrasi, dan keuangan (rencana penggunaan biaya),
pekondisi tim/panitia, kekuatan yang dimiliki, hambatan yang
dihadapi, survey dan lain-lain, diakhri dengan rapat evaluasi
perencanaan.
2. Saat Pelaksanaan
Kegitan ini, meliputi yaitu: (a) Observasi lokasai ke 24
PTKIS dimulai sejak tanggal 21 April sd., tanggal 12 Mei 2018;
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(b) penyebaran intrumen pengumpulan data dilakukan di 24
PTKIS, mulai tanggal 15 Mei sampai tanggal 5 Juni 2018; (c)
melaksanakan wawancara di 24 PTKIS , mulai tanggal 25 Juni
sampai 10 Juli 2018. (d) Menyiapkan laporan antara 6 juni sam 19
Juni 2018, pada tanggal 11 Juni dilaksanakan rapat evaluasi
pelaporan antara, tanggal 20 Juni penyampaian Laporan antara,
kemudian tanggal 26 melaknakan prevew di Puslit. (e)
melaksanakan validasi data di 24 PTKIS mulai tanggal 16 Juli sd.
4 Agustus 2018.
3. Akhir Pelaksanaan
Kegiatan ahkir disi dengan kegiatan (a) editing data hasil
validasi dimulai 6 Agutus 10 Agustus 2018; (b) tanggal 11
Agustus melakukan Rapat evaluasi kegiatan akhir penelitian (h)
13-19 Agustus pengandaan Laporan akhir, penyiapan Juurnal
dsj. (i) tanggal 20 Penayarahan Laporan Akhir ke Puslit.
4. Evaluasi Kegiatan
Ada beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat
kegiatan, diantaranya 24 PTKIS pada umumnya mendukug dan
membatu pada kegiatan ini. Adapun yang menjadi hambantan
yaitu terlalu banyak mengabil lokasi sehiga mendapat kesulitan
dalam pengaturan waktu, tenaga dan biaya. Dari pembelajaran
itu, untuk kedepan dalam merencanakan Lokasi lebih
disederhakan dalam pengerian lebih efetif dan efisien.
PENUTUP/ KESIMPULAN DAN SARAN
Kami tim peneliti Penelitian Terapan dan Pengembangan
Perguruan Tinggi tahun 2018 “Kesiapan PTKIS Dalam
Mendukung Implementasi Kebijakan Surat Keterangan
Pendamping Ijazah” menyampaikan terimakasih kepada berbagi
pihak yang telah mendukung terlaknanaya kegiatan ini, dan
memohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dalam
melaksanakan amanah ini. Terakhir, kami serahkan seluruh
daya dan upaya kami kepada Zat Yang Maha Mengatur
segalanya, Allah swt.











(disajikan Pada Bab 9)
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BAB IX
MODEL LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN
PENELITIANAkuntabilitas Kinerja Penelitian 219
alah satu indikator kinerja ditandai oleh sebuah laporan
pertanggungjawaban kegiatan dari seluruh rangkaian
kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari awal hingga
selesainya kegiatan. Hal ini menjadi kewajiban tim sebagai
penerima mandat. Laporan pertanggungjawaban penelitian,
merupakan puncak kesuksesan kegiatan penelitian. Suatu
kegiatan yang terlaksana dikatakan sukses jika telah melewati
proses LPJ, bukan semerta-merta selesainya kegiatan dikatakan
sukses. Selain LPJ suksesnya kegiatan dilihat dari selesainya
semua kendala, tidak adanya permasalahan, antara yang diberi
mandat dan penerima mandat. Kesemuanya telah diatur dalam
kontrak kerja penelitian, dan bahkan penerima mandat dalam
hal ini tim peneliti, sejak penerimaan kontrak kerja ia telah mem
buat dan menandatangani fakta integritas dalam bentuk Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Maka dari itu Tim peneliti
segera menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penelitian.
Kewajiban Laporan pertanggungjawaban penelitian UIN
SGD Bandung berdasarkan Kep.Dirjrn Pendis no. 7211 tahun
2017, dalam bentuk Laporan output (keluaran) berupa naskah
akademik beserta lampiran log book (catatan harian), sertifikat
Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku hasil penelitian, artikel
ilmiah dan laporan keuangan. Peneliti juga diarahkan untuk
menghasilkan output tambahan berupa poster, Teknologi Tepat
Guna (TTG), model dan rekayasa sosial. Selain laporan output,
peneliti dituntut menghasilkan outcome berupa publikasi ilmiah
di jurnal nasional dan internasional.
Tagihan outcome dilaporkan setelah berakhirnya kontrak
penelitian. Tagihan kluster reguler berupa publikasi paper di
jurnal index Kementerian Agama (Moraref). Tagihan kluster
lintas program studi berupa publikasi paper di jurnal index
Moraref dan DOAJ (regional). Tagihan kluster lintas fakultas
S
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(integrasi keilmuan) berupa publikasi paper di jurnal
terakreditasi nasional. Tagihan kluster unggulan berupa
publikasi paper di jurnal internasional bereputasi global.
Apabila tidak terpenuhi maka minimal buku ber-ISBN
(International Standard Book Number) pada penerbit berskala
lokal, nasional, regional atau internasional.
A. Ketentuan Laporan Pertangungjawan Penelitian
Bagian ini secara khusus menyajikan ketentuan penelitian
“Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan
SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa
Barat dan Banten”.
1. Identitas Penelitian
- Jenis dan Judul Penelitian
Berdasarkan klusternya, penelitian ini adalah; Penelitian
Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi.
Judul Pennelitian: Kesiapan PTKIS dalam mendukung
Implementasi kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS
Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten.
- Kontrak Kerja Penelitian
Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/ Un.05/V.2/
PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018.
2. Pelaksana/Tim Penelitian
Ketua : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557
Anggota: Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000
Alamat : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525
3. Kewajiban Tim Penelitian
Kewajiban pertanggungjawaban kinerja peneliti “Kesiapan
PTKIS dalam mendukung Implementasi kebijakan SKPI: Studi di
lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten”,
ditentukan pada Surat Perjanjian Kerja Penelitian No. B 113/
Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018, tanggal 21 Maret 2018. pasal 7, ayat
(1) Seluruh laporan terkait pelaksanaan pekerjaan penelitian
wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA dalam bentuk: (a) Laporan Antara; dan (b) Laporan
Akhir;
Secara rinci ketentuan pada Surat Perjanjian Kerja
Penelitian No. B 113/ Un.05/V.2/ PP.00.9/03/2018, tanggal 21
Maret 2018. pasal 7, sebagai berikut:
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a. Laporan Antara
Laporan Antara, berupa:
1) Laporan log book penelitian
lengkap dengan berkas lampirannya; dan
2) Laporan penggunaan
anggaran keuangan sebesar 60% lengkap dengan foto copy
dokumen pendukungnya mencakup invoice atau kwitansi




1. Laporan buku hasil penelitian;
2. Laporan draft paper hasil penelitian bahan publikasi ilmiah
pada jurnal;
3. Laporan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
4. Laporan log book penelitian secara lengkap dengan berkas
lampirannya yang menggambarkan proses pelaksanaan
pekerjaan penelitian dari awal hingga akhir kontrak; dan
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
keuangan 100% lengkap dengan dokumen asli yang
meliputi invoice atau kwitansi dan dokumen pendukung
lainnya.
c. Laporan Laporan potensi keluaran (output) lainya
Laporan potensi keluaran (output) lainnya berupa:





5. Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. Kebijakan;
7. Rekayasa sosial (partisipasi masyarakat);
8. Dan lain-lain;
4. Penyampaian Laporan
Kewajiban Tim menyampaikan Laporan Penelitian yaitu:
a. Laporan Antara pada poin (2) diserahkan pada tanggal 26
Juni 2018;
b. Laporan Akhir pada poin (3) diserahkan pada tanggal 20
Agustus 2018;
c. Laporan potensi keluaran (output) lainnya pada poin (4)
merupakan anjuran yang tidak mengikat tetapi berpengaruh
terhadap penilaian kinerja produktivitas output penelitian.
B. Model Laporan Antara
Bagian ini secara khusus menyajikan Laporan Antara,
Penelitian “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi
kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II
Jawa Barat dan Banten”.
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LAPORAN ANTARA
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Bukti Penerimaan
Dokumen Laporan Antara
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LAMPIRAN: I
LAMPIRAN: II
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Lokasi Penelitian








26. IAIB Serang Ins Kota Serang-Banten
27. STAI Latansa Mashiro ST Kab. Lebak -Banten
28. STAI Fatahilah ST Kota Tanggeran-Banten
29. STAI Al-Karimiyah ST Kota Depok- Jawa Barat
30. FAI Univ Juanda Univ Kota Bogor-Jawa Barat
31. IAIN Laroiba Ins Kab. Bogor-Jawa Barat
32. STAI Karisma ST Kab. Sukabumi-Jawa
Barat
33. STAI Sukabumi ST Kota Sukabumi-Jawa
Barat
34. STAI Nurul Hikmah ST Kab. Cianjur-Jawa Barat
35. STAI Agus Salim ST Kota Bekasi-Jawa Barat
36. STAI As Sidiqiyah ST Kab. Karawang-Jawa
Barat




38. STAI Riyaduljannah ST Kab. Subang-Jawa Barat
39. STAIS Dharma ST Kab Indramayu-Jawa
Barat
40. STAI Cirebon ST Kota Cirebon-Jawa Barat
41. FKIS UNSIA Univ Kab. Kuningan-Jawa
Barat
42. STAI Miftahul Huda
Al Azhar
ST Kota Banjar -Jawa Barat
43. STAI Putra Galuh ST Kab. Ciamis-Jawa Barat
44. STAINU Tasikmaya ST Kota Tasikmalaya-Jawa
Barat
45. IAIC Cipasung Ins Kab. Tasikmalaya-Jawa
Barat
46. STAI Siliwangi Garut ST Kab. Garut-Jawa Barat
47. STAI Al-Falah ST Kab.Bandung-Jawa
Barat
48. STAI Siliwangi ST Kota Cimahi-Jawa Barat
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Jadwal Kegiatan Penelitian
Dasar: Surat Perjanjian Kerja No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018. tanggal 21 Maret 2018. Waktu pelaksanaan selama 6 bulan, mulai tanggal 21
Maret sampai 20 Agustus 2018.
Bulan Maret April Mei Juni Juli AgustusNo
Kegiatan Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ket.
1. Perencanaan √
2. Penyusunan TOR Penelitian √ √ √ √
3. Revew Ped/Instumen dg pakar √
5. Studi pendahuluan/observasi √ √ √ √
6. Penyebaran, Instrumen √
7. Penyusunan Bab I-II-III √ √ √
8. Pengumpulan data √ √ √ √ √ √
9. Pengolahan/analisis data √ √ √ √
10. Laporan Kegiatan 60% Termin.I √1
11. Validasi data ke lokasi √ √
12. Penyusuan Laporan √ √ √ √
13. Seminar Hasil Penelitian √
14. Editing/Proses HAKI/Publikasi JI √ √ √
15. Laporan 100% T.II (dg SPJB) √ √2
Ket: √1=Waktu Penyerahan Laporan Antara
√2=Waktu Penyerahan Laporan Antara
Akuntabilitas Kinerja Penelitian 227
LAMPIRAN II
BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
( LOG BOOK )
Judul Penelitian
KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten)
LAPORAN ANTARA
Dasar Kegiatan:
SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Maret 2018 .
Pelaksanaan : 6 bulan
Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018
Kelompok Peneliti
Ketua Peneliti : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557
Anggota) : Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000
Alamat / Telp. : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525
Mengetahui:
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2018
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IDENTITAS
Ketua Tim : Dr. H. A. Rusdianan, MM
NIP : 1961042119860201001
Fakultas/Prodi. : Tarbiyah dan Keguruan/MPI
Anggota : Drs. Nasihudin, MPd.
NIP : 196209201991031001
Fakultas / Prodi. : Tarbiyah dan Keguruan/PGMI
Judul Penelitian :
Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI:
Studi PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten.
Lokasi Penelitian : PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten
Mitra Penelitian : 24 PTKIS
Waktu Penelitian : 6 bulan (21 Maret s/d 20 Agustus 2018
Total Dana Penelitian : Rp. 75.000.000,-
-Tahap I : Rp. 45.000.000,-
-Tahap II : Rp. 30.000.000,-
Sumber Dana : DIPA RM UIN SGD Tahun 2018
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KATA PENGANTAR
Buku Catatan Kegiatan (Log Book) Penelitian, menjadi kewajiban
Tim peneliti, bukan hanya itu Log Book, dijadikan salah satu
produk output dalam pertangungjawaban penelitian. Atas dasar
itu, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian, Tim Penelitian:
“Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan
penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais
Wilayah II Jawa Barat dan Banten” menyusun Log Book ini.
Sudah selayaknya tim peneliti, merekam atau mencatat setiap
kegiatan Penelitian dalam Buku Catatan Kegiatan Penelitian (Log
Book).
Buku catatan kegiatan (Log Book), diisi dengan baik, akan
memberikan manfaat yang banyak, antara lain:
a. Sebagai bahan bukti untuk mengajukan permintaan hak patent;
b. Sebagai bahan pembuatan makalah ilmiah dan laporan
kegiatan;
c. Sebagai alat untuk memudahkan pemantauan, baik oleh
peneliti ataupun oleh tim monitoring dan evaluasi.
Oleh karena itu, setiap Peneliti harus mencatat semua kegiatan
Penelitian yang dilakukan. Agar buku catatan kegiatan ini dapat
memberikan informasi yang baik, teratur dan kronologis, maka
tidak dibenarkan untuk merobek atau merusak sesuatu halaman
yang ada di dalamnya. Jangan dihapus bila ada kesalahan, tetapi
cukup dicoret dan diberi paraf peneliti.
Buku catatan kegiatan ini bersifat terbatas dan menjadi milik Tim
Penelitian: “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi
Kebijakan penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan
Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten” dan Puslitpen UIN
SGD dan di dalam pelaksanaan pengisiannya menjadi tanggung
jawab Tim Peneliti.
Tim Peneliti,
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PETUNJUK PENGISIAN
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan berbagai skim Penelitian
lalu, dirasa perlu untuk meningkatkan sistem pencatatan kegiatan
Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, baik yang bekerja di
laboratorium maupun di lapangan, sekaligus menyeragamkan
format catatan kegiatan yang dilakukan. Keseragaman format ini
penting agar Penelitia dapat dilakukan secara efisien, terarah dan
terperinci sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Begitu juga akan
sangat memudahkan pemantauan kegiatan Penelitian oleh pihak-
pihak yang berkepentingan.
Buku ini akan digunakan untuk menilai kemajuan Penelitian:
“Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan
penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais
Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dengan tidak bermaksud
mengurangi kewenangan yang ada pada Pusat Penelitian tentang
keseragaman format catatan kegiatan, maka buku catatan kegiatan
ini dibuat oleh tim peneliti.
Setiap peneliti yang melakukan kegiatan Penelitian/Pengabdian
harus mencatat semua kegiatan (termasuk penggunaan dana) dan
data yang diperoleh secara singkat dan jelas sehingga tergambar
dalam buku catatan ini;
a. Nonor Urut
b. Waktu pelaksanaan terdiri dari Hari, tanggal (hari, tanggal
pencatatan);
c. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari Nama kegiatan/sub
kegiatan (sesuai jadwal pelaksanaan);
d. Tujuan dari kegiatan/sub kegiatan (sesuai proposal);
e. Uraian kegiatan (harus menggambarkan urutan kegiatan yang
dilakukan harian atau mingguan, berupa deSTAIn eksperimen
serta analisa yang dilakukan berikut penggunaan waktu, orang
bahan, alat mesin dan lain-lain);
f. Hasil yang diperoleh harian atau mingguan (cantumkan juga
hari/tanggal dan tempat/lokasi pengukuran/pencatatan/analisa);
g. Hambatan (jelaskan hambatan-hambatan yang dialami, jika
ada);
h. Kesimpulan dan saran (kesimpulan dan saran masing-masing
kegiatan);
i. Rencana kegiatan selanjutnya sesuai kesimpulan dan proposal;
j. Tanda tangan peneliti di dalam Buku Peneliti setiap kali
pencatatan kegiatan.
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Keteragan:
Log book ini, disajikan atas kepentingan laporan antara (60%) kegiatan penelitian.
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LOG BOOK MANUAL
BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
( LOG BOOK )
Judul Penelitian
KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten)
Dasar Kegiatan:
SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Maret 2018.
Pelaksanaan : 6 bulan
Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018
Kelompok Peneliti
Ketua Peneliti : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557
Anggota) : Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000
Alamat / Telp. : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2018
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Keterangan:
Log Book ini, disajikan atas kepentingan Laporan Antara (60%)
dari kegiatan penelitian.
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LAMPIRAN IV
Laporan Keuangan Tahap I (60%)
LAPORAN KEUANGAN
PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN
PERGURUAN TINGGI
Judul Penelitian
KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten)
Dasar Kegiatan:
SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Mar et 2018.
Pelaksanaan : 6 bulan
Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018
Kelompok Peneliti
Ketua Peneliti : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557
Anggota) : Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000
Alamat / Telp. : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525
Mengetahui:
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2018
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Rencana Penggunaan Biaya Kegiatan Penelitian
Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan penerapan SKPI
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No.05
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Lamp No.4-5 (notula dan daftar hadir rapat)
Notulensi Kegiatan Rapat
Persiapan : Revew Desain dan penyusunan IPD Penelitian
Kamis, 12 April 2018
Rapat dimulai jam 16. 30, dipimpin oleh ketua Tim peneliti Dr.H. A. Rusdiana, MM, notulis Drs.
Nasihudin, M.Pd/sebagai Anggota Peneliti. Rapat ini dihadiri dua orang pembahas yaitu Dr. H.
Koko Abdul Kodir, MA; Drs. H Yaya Suryana, M.Ag., dan DR. Ara Hidayat, MPd. Dan dihadiri
pula oleh tujuh orang peserta undanngan yaitu: Dindin Efendi, SHI; Ahmad Zaeni, S.Sos. I;
Deden Ali Murtado, S.Pd.I; Zenal Mutakin; Gilang, Aditia P, ST; Muhammad Alek, S.Sos.I;
Nursaadah, S.Pd.I. (daftar hadir terlampir).
Dalam rapat ini dibahas beberapa permasalah Persiapan pelaksanaan: Revew Desain dan
penyusunan IPD Penelitian, diantaranya antara lain:
1. Penentuan tanggal mulainya pengurusan izin dan survey awal ke lokasi penelitian
berikut pengurusan administrasinya.
2. Penentuan dan pembagian tugas siapa yang akan berangkat ke masing-masing lokasi
penelitian
3. Apa saja yang akan dijadikan instrumen penelitian dan bagaimana menyusunnya
Dst.





Lampiran No.06 ini, dilengkapi
dengan SPPD dan kelengkapannya
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Lampiran No.06.2 Dokumen kelengkapan SPPD(12 dok)
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LAMPIRAN V
1. Naskah Akademik Laporan Penelitian (bab I, II, dan bab III)
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2. Draf Jurnal dan Buku
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3. HAKI
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LAMPIRAN IV
1. Berita Acara Revewer
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2. Bukti Penilaian dan Rekomendasi Revewer
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C. Model Laporan Akhir
Bagian ini secara khusus menyajikan Laporan Akhir,
Penelitian “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi
kebijakan SKPI: Studi di lingkungan PTKIS Kopertais Wilayah II







- Buku hasil penelitian;
- Draft Jurnal;
- HAKI);
2. Laboran Administratif dan Keuangan
- Log book 100%
- Laporan pertanggungjawaban Keuangan 100%
3. Laporan Potensi keluaran (output) lainya
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I . LAPORAN AKADEMIK
1. Buku Laporan Penelitian ber ISBN
Coper ISBN Ceter
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Bagian-bagian buku Laporan Penelitian
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HAKI & Poster dilampirkan pada Laporan
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II . LAPORAN ADMINISTRATIF DAN KEUANGAN
1. Log Book
BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
( LOG BOOK )
Judul Penelitian
KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten)
LAPORAN AKHIR
Dasar Kegiatan:
SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Maret 2018.
Pelaksanaan : 6 bulan
Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018
Kelompok Peneliti
Ketua Peneliti : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557
Anggota) : Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000
Alamat / Telp. : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525
Mengetahui:
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




Ketua Tim : Dr. H. A. Rusdianan, MM
NIP : 1961042119860201001
Fakultas/Prodi. : Tarbiyah dan Keguruan/MPI
Anggota : Drs. Nasihudin, MPd.
NIP : 196209201991031001
Fakultas / Prodi. : Tarbiyah dan Keguruan/PGMI
Judul Penelitian :
Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI:
Studi PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten.
Lokasi Penelitian : PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten
Mitra Penelitian : 24 PTKIS
Waktu Penelitian : 6 bulan (21 Maret s/d 20 Agustus 2018
Total Dana Penelitian : Rp. 75.000.000,-
-Tahap I : Rp. 45.000.000,-
-Tahap II : Rp. 30.000.000,-
Sumber Dana : DIPA RM UIN SGD Tahun 2018
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KATA PENGANTAR
Buku Catatan Kegiatan (Log Book) Penelitian, menjadi kewajiban
Tim peneliti, bukan hanya itu Log Book, dijadikan salah satu
produk output dalam pertangungjawaban penelitian. Atas dasar
itu, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian, Tim Penelitian:
“Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan
penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais
Wilayah II Jawa Barat dan Banten” menyusun Log Book ini.
Sudah selayaknya tim peneliti, merekam atau mencatat setiap
kegiatan Penelitian dalam Buku Catatan Kegiatan Penelitian (Log
Book).
Buku catatan kegiatan (Log Book), diisi dengan baik, akan
memberikan manfaat yang banyak, antara lain:
d. Sebagai bahan bukti untuk mengajukan permintaan hak patent;
e. Sebagai bahan pembuatan makalah ilmiah dan laporan
kegiatan;
f. Sebagai alat untuk memudahkan pemantauan, baik oleh
peneliti ataupun oleh tim monitoring dan evaluasi.
Oleh karena itu, setiap Peneliti harus mencatat semua kegiatan
Penelitian yang dilakukan. Agar buku catatan kegiatan ini dapat
memberikan informasi yang baik, teratur dan kronologis, maka
tidak dibenarkan untuk merobek atau merusak sesuatu halaman
yang ada di dalamnya. Jangan dihapus bila ada kesalahan, tetapi
cukup dicoret dan diberi paraf peneliti.
Buku catatan kegiatan ini bersifat terbatas dan menjadi milik Tim
Penelitian: “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi
Kebijakan penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan
Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten” dan Puslitpen UIN





Berdasarkan pengalaman pelaksanaan berbagai skim Penelitian
lalu, dirasa perlu untuk meningkatkan sistem pencatatan kegiatan
Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, baik yang bekerja di
laboratorium maupun di lapangan, sekaligus menyeragamkan
format catatan kegiatan yang dilakukan. Keseragaman format ini
penting agar Penelitia dapat dilakukan secara efisien, terarah dan
terperinci sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Begitu juga akan
sangat memudahkan pemantauan kegiatan Penelitian oleh pihak-
pihak yang berkepentingan.
Buku ini akan digunakan untuk menilai kemajuan Penelitian:
“Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan
penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais
Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Dengan tidak bermaksud
mengurangi kewenangan yang ada pada Pusat Penelitian tentang
keseragaman format catatan kegiatan, maka buku catatan kegiatan
ini dibuat oleh tim peneliti.
Setiap peneliti yang melakukan kegiatan Penelitian/Pengabdian
harus mencatat semua kegiatan (termasuk penggunaan dana) dan
data yang diperoleh secara singkat dan jelas sehingga tergambar
dalam buku catatan ini;
k. Nonor Urut
l. Waktu pelaksanaan terdiri dari Hari, tanggal (hari, tanggal
pencatatan);
m. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari Nama kegiatan/sub
kegiatan (sesuai jadwal pelaksanaan);
n. Tujuan dari kegiatan/sub kegiatan (sesuai proposal);
o. Uraian kegiatan (harus menggambarkan urutan kegiatan yang
dilakukan harian atau mingguan, berupa deSTAIn eksperimen
serta analisa yang dilakukan berikut penggunaan waktu, orang
bahan, alat mesin dan lain-lain);
p. Hasil yang diperoleh harian atau mingguan (cantumkan juga
hari/tanggal dan tempat/lokasi pengukuran/pencatatan/analisa);
q. Hambatan (jelaskan hambatan-hambatan yang dialami, jika
ada);
r. Kesimpulan dan saran (kesimpulan dan saran masing-masing
kegiatan);
s. Rencana kegiatan selanjutnya sesuai kesimpulan dan proposal;
t. Tanda tangan peneliti di dalam Buku Peneliti setiap kali
pencatatan kegiatan.
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Keteragan:
Log book sd. No 35, sudah disajikan pada kepentingan laporan antara (60%) kegiatan penelitian.
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Analisis:
Kontrak 6 bulan x 20 Hk = 120 Hk. 100 %
Waktu digunkan penelitin = 74 Hk. 62 %
Waktu untuk Tupoksi = 46 Hk. 38 %
Mengetahui:
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LOG BOOK MANUAL
BUKU CATATAN KEGIATAN PENELITIAN
( LOG BOOK )
Judul Penelitian
KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten)
Dasar Kegiatan:
SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Maret 2018 .
Pelaksanaan : 6 bulan
Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018
Kelompok Peneliti
Ketua Peneliti : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557
Anggota) : Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000
Alamat / Telp. : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




Ketua Tim : Dr. H. A. Rusdianan, MM
NIP : 1961042119860201001
Fakultas/Prodi. : Tarbiyah dan Keguruan/MPI
Anggota : Drs. Nasihudin, MPd.
NIP : 196209201991031001
Fakultas / Prodi. : Tarbiyah dan Keguruan/PGMI
Judul Penelitian :
Kesiapan PTKIS dalam Mendukung Implementasi Kebijakan SKPI:
Studi PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten.
Lokasi Penelitian : PTKIS Wilayah II Jawa Barat dan Banten
Mitra Penelitian : 24 PTKIS
Waktu Penelitian : 6 bulan (21 Maret s/d 20 Agustus 2018
Total Dana Penelitian : Rp. 75.000.000,-
-Tahap I : Rp. 45.000.000,-
-Tahap II : Rp. 30.000.000,-
Sumber Dana : DIPA RM UIN SGD Tahun 2018
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KATA PENGANTAR
Buku Catatan Kegiatan (Log Book) Penelitian, menjadi kewajiban
Tim peneliti, bukan hanya itu Log Book, dijadikan salah satu
produk output dalam pertangungjawaban penelitian. Atas dasar
itu, dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian, Tim Penelitian:
“Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan
penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan Kopertais
Wilayah II Jawa Barat dan Banten” menyusun Log Book ini.
Sudah selayaknya tim peneliti, merekam atau mencatat setiap
kegiatan Penelitian dalam Buku Catatan Kegiatan Penelitian (Log
Book).
Buku catatan kegiatan (Log Book), diisi dengan baik, akan
memberikan manfaat yang banyak, antara lain:
a. Sebagai bahan bukti untuk mengajukan permintaan hak patent;
b. Sebagai bahan pembuatan makalah ilmiah dan laporan kegiatan;
c. Sebagai alat untuk memudahkan pemantauan, baik oleh peneliti
ataupun oleh tim monitoring dan evaluasi.
Oleh karena itu, setiap Peneliti harus mencatat semua kegiatan
Penelitian yang dilakukan. Agar buku catatan kegiatan ini dapat
memberikan informasi yang baik, teratur dan kronologis, maka
tidak dibenarkan untuk merobek atau merusak sesuatu halaman
yang ada di dalamnya. Jangan dihapus bila ada kesalahan, tetapi
cukup dicoret dan diberi paraf peneliti.
Buku catatan kegiatan ini bersifat terbatas dan menjadi milik Tim
Penelitian: “Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi
Kebijakan penerapan SKPI: Studi pada PTKIS dilingkungan
Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten” dan Puslitpen UIN













50. IAIB Serang Ins Kota Serang-Banten
51. STAI Latansa Mashiro ST Kab. Lebak -Banten
52. STAI Fatahilah ST Kota Tanggeran-Banten
53. STAI Al-Karimiyah ST Kota Depok- Jawa Barat
54. FAI Univ Juanda Univ Kota Bogor-Jawa Barat
55. IAIN Laroiba Ins Kab. Bogor-Jawa Barat
56. STAI Karisma ST Kab. Sukabumi-Jawa
Barat
57. STAI Sukabumi ST Kota Sukabumi-Jawa
Barat
58. STAI Nurul Hikmah ST Kab. Cianjur-Jawa Barat
59. STAI Agus Salim ST Kota Bekasi-Jawa Barat
60. STAI As Sidiqiyah ST Kab. Karawang-Jawa
Barat




62. STAI Riyaduljannah ST Kab. Subang-Jawa Barat
63. STAIS Dharma ST Kab Indramayu-Jawa
Barat
64. STAI CIrebon ST Kota Cirebon-Jawa Barat
65. FKIS UNSIA Univ Kab. Kuningan-Jawa
Barat
66. STAI Miftahul Huda
Al Azhar
ST Kota Banjar -Jawa Barat
67. STAI Putra Galuh ST Kab. Ciamis-Jawa Barat
68. STAINU Tasikmaya ST Kota Tasikmalaya-Jawa
Barat
69. IAIC Cipasung Ins Kab. Tasikmalaya-Jawa
Barat
70. STAI Siliwangi Garut ST Kab. Garut-Jawa Barat
71. STAI Al-Falah ST Kab.Bandung-Jawa
Barat
72. STAI Siliwangi ST Kota Cimahi-Jawa Barat
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Jadwal Kegiatan Penelitian
Dasar: Surat Perjanjian Kerja No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018. tanggal 21 Maret 2018. Waktu pelaksanaan selama 6 bulan, mulai tanggal 21
Maret sampai 20 Agustus 2018.
Bulan Maret April Mei Juni Juli AgustusNo
Kegiatan Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ket.
1. Perencanaan √
2. Penyusunan TOR Penelitian √ √ √ √
3. Revew Ped/Instumen dg pakar √
5. Studi pendahuluan/observasi √ √ √ √
6. Penyebaran, Instrumen √
7. Penyusunan Bab I-II-III √ √ √
8. Pengumpulan data √ √ √ √ √ √
9. Pengolahan/analisis data √ √ √ √
10. Laporan Kegiatan 60% Termin.I √1
11. Validasi data ke lokasi √ √
12. Penyusuan Laporan √ √ √ √
13. Seminar Hasil Penelitian √
14. Editing/Proses HAKI/Publikasi JI √ √ √
15. Laporan 100% T.II (dg SPJB) √ √2
Ket: √1=Waktu Penyerahan Laporan Antara
√2=Waktu Penyerahan Laporan Antara
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Keterangan:
Log book sd. No 35, sudah disajikan pada kepentingan laporan antara
(60%) kegiatan penelitian.
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Lanjutan.....
A.Rusdiana & Nasihudin356
Akuntabilitas Kinerja Penelitian 357
A.Rusdiana & Nasihudin358
37




































































Akuntabilitas Kinerja Penelitian 393
72
Analisis:
Kontrak 6 bulan x 20 Hk = 120 Hk. 100 %
Waktu digunkan penelitin = 74 Hk. 62 %
Waktu untuk Tupoksi = 46 Hk. 38 %
A.Rusdiana & Nasihudin394
2. Laporan penggunaan anggaran keuangan sebesar 100%
LAPORAN KEUANGAN
PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN
PERGURUAN TINGGI
Judul Penelitian
KESIAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAM ISLAM
DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SKPI
(Studi di PTKIS Kopertais Wilayah Ii Jawa Barat Dan Banten)
Dasar Kegiatan:
SPK- No.B-113/Un.05/V.2/PP.00.9/03/2018 Tanggal 21 Maret 2018 .
Pelaksanaan : 6 bulan
Waktu : 21 Maret - 20 Agustus 2018
Kelompok Peneliti
Ketua Peneliti : Dr. H. A. Rusdianan, MM/ID 20171020150557
Anggota) : Drs. Nasihudin, MPd./ID 20200620108000
Alamat / Telp. : Jl. A.H. Nasution 105 Bandung Tlp. 022. 7800525
Mengetahui:
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2018
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Rencana Penggunaan Biaya Kegiatan Penelitian
Kesiapan PTKIS dalam mendukung Implementasi Kebijakan penerapan SKPI
A.Rusdiana & Nasihudin396
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Lamp No.4-5 (notula dan daftar hadir rapat)
Notulensi Kegiatan Rapat
Persiapan : Revew Desain dan penyusunan IPD Penelitian
Kamis, 12 April 2018
Rapat dimulai jam 16. 30, dipimpin oleh ketua Tim peneliti Dr.H. A. Rusdiana, MM, notulis Drs.
Nasihudin, M.Pd/sebagai Anggota Peneliti. Rapat ini dihadiri dua orang pembahas yaitu Dr. H.
Koko Abdul Kodir, MA; Drs. H Yaya Suryana, M.Ag., dan DR. Ara Hidayat, MPd. Dan dihadiri
pula oleh tujuh orang peserta undanngan yaitu: Dindin Efendi, SHI; Ahmad Zaeni, S.Sos. I;
Deden Ali Murtado, S.Pd.I; Zenal Mutakin; Gilang, Aditia P, ST; Muhammad Alek, S.Sos.I;
Nursaadah, S.Pd.I. (daftar hadir terlampir).
Dalam rapat ini dibahas beberapa permasalah Persiapan pelaksanaan: Revew Desain dan
penyusunan IPD Penelitian, diantaranya antara lain:
1. Penentuan tanggal mulainya pengurusan izin dan survey awal ke lokasi penelitian
berikut pengurusan administrasinya.
2. Penentuan dan pembagian tugas siapa yang akan berangkat ke masing-masing lokasi
penelitian
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Lampiran No.06.1
Catatan:
Lampiran No.06 ini, dilengkapi
dengan SPPD dan kelengkapannya
A.Rusdiana & Nasihudin406
Lampiran No.06.2 Dokumen kelengkapan SPPD(12 dok)
Batas SPJ 60%




Lampiran No.07 ini, dilengkapi dengan
1. SPPD Lengkap bulan Juli..................... Rp. 14.756.000
2. Nominasi Pengumpul data 24 orang.. Rp. 13.344.000





Lampiran No.07 ini, dilengkapi dengan
1. SPJ FC Penggandaan Laporan.............. Rp. 816.000
2. Nominasi Pembahas Lap Akhir 3 org.. Rp. 1.500.000
3. Nominasi Pst rapat 7 organg....... Rp. 1.050.000
4. Nominasi Pengumpul data 24 orang.. Rp. 13.344.000
(lihat contoh sebelumnya)
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SUREADINESS OF PRIVATE ISLAMIC HIGHER EDUCATION IN
SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF CERTIFICATE
COMPANION
A. Rusdiana
Jurusan MPI FTK UIN Bandung
rusdiana@uinsgd.ac.id
Nasihudin
Jurusan PGMI FTK UIN Bandung
nspono@uinsgd.ac.id
Abstract
uality education is an irreplaceable and inevitable instrument for change because
ucation is a procedure of civilization and progress. The application of the Diploma
mpanion Certificate can improve the transparency of academic qualifications and the
ofession of college graduates. The main reason for the research was to find out the
adiness of the Islamic Religious College in supporting the implementation of the policy
applying the Diploma Companion Certificate. This study aims to identify the
adiness of Private Islamic Religious Higher Education in applying the Diploma
mpanion Certificate. This policy has actually been implemented since August 2014.
is study uses a qualitative approach, research procedures that produce descriptive
ta in the form of speech or writing and the behavior of the people observed. A
alitative approach is expected to get an in-depth description of the words, writing and
havior of the people observed. Data analysis is done through; data collection, data
duction, data presentation, and verification. The results showed that; human resources
KIS Region II West Java and Banten are not ready to apply the Diploma Companion
rtificate, because it is still in the learning stage; infrastructure as a support in
plementing policies is still minimal, and organizational commitment, has not fully
pported the implementation of the SKPI,
eywords: human resources, infrastructure, organizational commitment.
troduction
e development of society and the world of work in the global era demands
creasingly competent human resources. Therefore, the government considers
necessary to produce qualified graduates, both in the field of hard skills and
ft skills. Because university graduates in Indonesia according to the
rganization for Economic Cooperation and Development report, corporate
ganizations/ institutions are very difficult to get graduates who are ready to
e and can think critically. Furthermore, a survey conducted by the World
nk found that around 20-25 percent of local university graduates needed
training before they could work. Similarly, universities from Indonesia are
BMITuntabilitas Kinerja Penelitian 409
ill lagging behind the surrounding countries.
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b. HAKI
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c. Poster
A.Rusdiana & Nasihudin412
d. Naskah Buku (Kontrak Terbit dengan Pustaka Setia)
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Puji syukur seraya panjatkan kekhadirat Allah SWT, atas
segala limpahan karuniaNya, sehingga buku “Panduan Kegiatan
Kemahasiswaan Berbasis SKPI: Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Swasta”, dapat terwujud tepat pada waktunya saat kami
memerlukan. Seiriing dengan kebijakan Kemenag melalui PMA
No 61 Tahun 2016, penerapan Surat Keterangan Pendamping
Ijazah perlu segera di implementasikan.
Buku panduan ini, sungguh kami perlukan mendesak
untuk segera diimplementasikan, bukan hanya itu, buku
panduan semacam ini, telah menginpirasi kami bagi
pengembangan STAI YAMISA Soreang-Bandung, pada
khususnya PTKI pada umumnya. Kami sadar bahwa untuk
mengimplementasi suatu kebijakan, apalagi kebijajakan ini
merupakan kebijakan baru di dunia pendidikan pada
umumnya, khususnya pada PTKIS.
Dengan terbitnya buku “Panduan Kegiatan Kemahasiswaan
Berbasis SKPI: Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta”,
kami sangat mengapresiasi pada gagasan dan pemikiran, tim
penulis, karena kami sadar bahwa buku panduan ini, tidak
akan terwujud tanpa adanya gagasan, pemikiran, wawasan,
dan ketekunan tim penulis yang inovativ.
Akhirnya, kami berharap, semoga amal baik tim, medapat
ridha dan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amien.
Bandung, 17 Agustus 2018
Ketua,
Drs.KH. Yayan Hasuna Hudaya, M.Pd.
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SURAT APRESIASI
No:109/C/STAIC/IX/2018
Alhamdulillahi Robbil `Alamin. Segala Puji Bagi Allah Tuhan
Semesta Alam. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan
kehadrat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya
yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat
Islam, nikmat sehat wal’afiat serta nikmat panjang umur, sehingga
pada saatnya, buku “Panduan Kegiatan Kemahasiswaan Berbasis Surat
Keterangan Pendamping Ijazah: Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Swasta”, yang lama kita tungu, berada di hadapan kita semua.
Relevan dengan tuntutan kebutuhan PTKI, pada umumnya dan
PTKIS, pada kususnya dalam mengimplemen tasikan Peraturan Menteri
Agama RI No 61 Tahun 2016, Seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam, sejak 12 Januari 2016, harus mengimplementasikan kebijakan
penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah pada setiap
Lulusannya. Memang dalam penerapam suatu kebijakan, perlu
ditunjang petunjuk teknis, semacam buku “Panduan Kegiatan
Kemahasiswaan Berbasis Surat Keterangan Pendamping Ijazah: Untuk
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta”ini.
Buku panduan ini, sungguh mejadikan suatu kebahagiaan bagi
kami sebagai sarana penunjang untuk mengimplemetasikan kebijakan
penerapan SKPI. Buku panduan ini juga telah memotivasi, dan
membimbing kami, khususnya STAI Cirebon, untuk segera bertindak.
Dengan terbitnya buku Panduian ini, yang digagas oleh tim penulis,
kami sungguh mengapresiasi.
Akhirnya, kami berdo’a, semoga amal baik tim, medapat ridha
dan magfirah dari Allah SWT.
Cirebon, 04 September 2018
Drs. H. Ahmad Dahlan, M. Ag.
Ketua,
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